
BUPATI KOIYAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BT'PATI KONAWE SEL/TTAN
ITIOMOR : 8o TAHT IY 2024

TENTANG

KEBIJAXAN AKUNTANSI PN)A BADAN LAYANAN I'MUM DAERAH
RUMAH SAIflT UMUM DAERAII KONAWE SELATAN

DENGAN RAIIMAT TUHAN YAI{G MAIIA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang bahwa untuk melaksanal<an ketentuan Pasal 99 ayat
(5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan
Akuntansi Pada Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Konawe Selatan;

Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di
Provinsi Sulawesi Tanggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20O3 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Momor 42671;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 ter:tang
Pemerintahan Daerah (trmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) seagaimana telah diubah beberapa
kali teralhir dengan Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Keda menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O23 Nomor 41, Tanbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
68s6);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tarrbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan
Umum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor L2l3l.

PERATURAN BT'PATI TENTANG KEBIJAKAIT
AXUNTASI PAI'A BADAN LAYAXAN UMUi,I DAERAH
RT'MAII SAIST UMUM DAERAH KONAWE SELATAN.

BAB I
KETENTUAI{ UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah

Kabupaten Konawe Selatan.

3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah

Kabupaten Konawe Selatan.

5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya

disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum

Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya

disingkat BLUD adalah RSUD Konawe Selatan

yang dibentuk untuk memberikan pelayanan

kepada masyarakat berupa penyediaan barang

dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan

mencari keuntungan, dan dalam melakukan

kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi

dan produktivitas.

Menetapkan

MEMUTUSKAN :
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7. Keuangan BLUD adalah semua hak dan

kewajiban BLUD dalarn rangka
penyelenggaraan BLUD yang dapat
dinilai dengan uang termasuk didalamnya
segala bentuk kekayaan yang

berhubungan dengan hak dan kewajiban
daerah tersebut.

8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum Daerah yang seianjutnya disingkat PPK-

BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang

memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan

untuk menerapkan praktek-praltek bisnis vang

sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat dalam ralgka memajukal

kesejahteraan umum dan mencerdaskan

kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam

peraturan perundangan sebagai pengecualian

dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah

pada umumnya.

9. Fleksibilitas adalah keleluasaan
pengelolaan keuangan atau barang BLUD
pada batas tertentu yang dapat
dikecuaiikan dari ketentuan yarlg beriaku
tlmtlm,

10. Rencana Bisnis dan Anggaran yang

selan_iutnya disingkat RBA adalah

dokumen perencanaan bisnis dan

anggaran tahunan yang berisi program,

kegiatan, target kinerj a dan anggaran

BLUD.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

yang selanjutnya disingkat APBD adalah

rencana keuangan tahunan pemerintatran

daerah yang dibal.as dan disetujui
bersarna oleh pernerintah daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan

ditetapkan dengan peratlrran riaerah.



4-

12. Pemegang Kekr.asaal Pengelolaan Keuangan

BLUD RSUD Konawe Selatan adalah Direktur
yang karena jabatannya mempunyai
kew.enangan men5relenggarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan RSUD Konawe Selatan.

13. Pengguna Anggaran/Kr.rasa Penggr-rna

Anggaran BLUD RSUD Konawe Selatan

adaial pejabat pernegang kewerranrgan

penggunaan anggararl untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi
BLUD RSUD Konawe Selatan yang

dipimpinnya.
14. Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang

BLUD RSUD Konawe Selatan adalah
pejabat pemegang kewenangan

penggunaan barang milik BLUD RSUD

Konawe Selatan.

15. Entitas pelaporan adalah unit
pemerintahan yang terdiri atas satu atan
lebih entitas akuntansi dan entitas
pelaporan yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangal wajib
menyarnpaikan laporan
pertanggungiawaban berrpa laporan
keuangan.

16. Akuntansi adalah proses identifikasi,
pencatatan,pengukuran, pengklasifi kasian,
pengikhtisaran transaksi dan kejadian

keuangan, penyajian laporan, serta
penginterptretasian atas hasilnya.

17. Standar Akuntansi Pemerintahan yang

selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-
prinsip akuntansi yang diterapkan dalarn

menJrusun dan menyajikan laPoran

keuangan pernerintah.
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18. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang
mengakui pendapatan, beban, aset, utang,
dan ekuitas dalarn pelaporan llnansial
berbasis akrual, serta mengakui
pendapatan, belania dan pembiayaan

dalam pelaporan pelaksanaan anggaran
berdasarkan basis yang ditetapkan dalam
APBD.

19. Sistem Akuntansi adaiah serangkaian
prosedur, mulai dari proses pengumpulan

data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai

dengan pelaporan keuangan dari semua

transaksi keuangan, aset, kewajiban, dan

ekuitas yang menghasilkan informasi
akuntansi dan laporan keuangan yang
tepat waktu dan tepat saji sema dapat
dipertanggungiawabkan yang dapat
dilakukan secara manual atau
menggunakan aplikasi kornputer.

20. Sistem Akuntansi BLUD adalah rangkaian
sistematik dari prosedur, penyelenggara,

peralatan dan elemen lain untuk
mewujudkan fungsi akuntansi sejak

analisis transaksi sampai dengan

pelaporan keuangan di lingkungan BLUD

dan tetap berpedoman pada Sistem

Akuntansi Pemerintah Daerah.

21. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-
prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,

aturan-aturan dan praktik-praktik
spesifik yang dipilih oletr suatu entitas

dalam penJrusunan dan penyajian laporan
keuangan.
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22. Kebljakan Akuntansi Pernerintah Daerah
adalah prinsip- prinsip, ciasar-dasar,
konvensi-konvensi, aturan-aturan dan
praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh
pemerintah daerah sebagai pedom€rn

dalam menJrusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah daerah untuk
memenuhi kebutuhan pengguna laporan
keuangan <iaiam rangka meningkatkan
keterbandingan laporan keuangan
tertradap anggaran, antar periode maupun
antar entitas.

23. Basis Akrual adalah basis akuntansi
yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat transaksi dan
peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan
saat kas atalr setara kas diterima atam

dibayar.
24. Pengakuan adalah proses penetapan

terpenuhinya kriteria pencatatan slratu
kejadian atau peristiwa dalam catatan
akuntansi sehingga akan menjadi bagian
yang meiengkapi unsur aset, kewajiban,
ekuitas, pendapatan-LRA, belanja,
pembiayaan, pendapatan-LO dan beban

sebagaimana akan termuat pada laporan

keuangan entitas yang bersangkutan.

25. Pengukuran adalah proses penetapan

nilai uang untuk mengakui dan

mernasukkan setiap pos daiarn laporan

keuangan.

26. Pengungkapan adalah laporan keuangan
yang rnenyajikan secara lengkap informasi
yang dibutuhkan oleh pengguna.

27. Laporan Realisasi Anggaran yang

selanjutnya disingkat LRA adalah laporan
yang menyajikan inforrnasi reaiisasi
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pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-
LRA, pembiayaan, dan sisa iebih/kurang
pembiayaan angg€rr€rn, yang masing-
masing diperbandingkan dengan
anggarannya dalam satu periode.

28. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah
laporan yang menyajikan informasi
kenaikan dan penurunan SAL tahun
pelaporan yang terdiri dari SAL Awal,

SiLPA, koreksi dan SAL akhir.
29. Neraca adalah laporan yang menyajikan

informasi posisi keuangan suatrl entitas
mengenai aset, uta-ng dan ekuitas dana
pada tanggal tertentu.

30. Laporan Operasionai yang selanjutnya
disingkat LO adalah laporan yang

menyajikan informasi mengenai seluruh
kegiatan operasional keuangan entitas
yang tercermin dalam pendapatan-LO,

beban dan surplus/defisit operasional dari
suatu entitas yang penyajiannya

disandingkan <iengan periode sebelumnya.

31. Laporan Arrs Kas yang selanjutnya
disingkat LAK adalah laporan yang

men5rajikan informasi mengenai sumber,
penggunaan, perubahan kas dan setara

kas selama satu periode akuntansi, serta
saldo kas dan setara kas pada tanggal

peiaporan.

32. Laporan Perubahan Ekuitas yang

selanjutnya disingkat LPE adalah laporan

-rr'ang menvajikan informasi mengenai

perubahan ekuitas yang terdiri dari
ekuitas awal, surplus/delisit-LO, koreksi

dan ekuitas akhir.
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33. Catatan atas Laporan Keuangan yang

selanjutnya disingkat CaIK adalah

laporan yang menyajikan informasi
tentang penjelasan atau daftar terinci atau
analisis atas nilai slratu pos yang

disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE,

Neraca dan LAK dalam rangka
pengungkapan yang memadai.

34. Pendapatan-LRA adalah semr.la

penerimaan Rekening Kas BLUD RSUD

Konawe Selatan yang menambah Saldo

Anggaran Lebih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan yang menjadi
hak BLUD RSUD Konawe Selatan dan
tidak perlu dibayar kembali oleh BLUD

RSUD Konawe Seiatan.

35. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah

daerah yang diakui sebagai penambah

ekuitas dalarn periode tahun anggaran
yang bersangkutan dan tidak perlu
dibayar kembali.

36. Belanja adalah semua pengeluaran dari
Rekening Kas BLUD RSUD Konawe

Selatan yang mengurangi Saldo Anggaran

Lebih dalarn periode tahun anggaran

bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh BLUD RSUD

Konawe Selatan.

37. Beban adalah penumnan manfaat

ekonomi atau potensi jasa dalam periode

pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang

dapat berupapengeluaran atalr konsumsi
aset atat.r timbulnya kewajiban.

38. Aset adalal. sumber daya ekonorni yang

dikuasai dan/ atau dimiliki oleh BLUD

RSUD Konawe Selatan sebagai akibat dari
peristiwa masa ialu <ian dari rnana
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manfaat ekonomi dan/atam sosial di masa
ciepan diharapkan <iapat diperoleh, serta
dapat diukur dalam satuan uang.

39. Kewajiban adalah utang yang timbul dari
peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya

mengakibatkan aliran keluar sumber daya
ekonomi BLUD RSUD Konawe Selatan.

40. Ekuitas adalah kekayaan bersih BLUD
RSUD Konawe Seiatan yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban BLUD
RSUD Konawe Selatan.

41. Koreksi adalah tindakan pembetulan
secara akuntansi agar akun/pos yang

tersaji dalam laporan keuangan entitas
menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

42. Penyesuaian adaiah transaksi penyesuaian
pada akhir periode untuk mengakui pos-

pos seperti persediaan, piutang, utang dan
yang lain yang berkaitan dengan adanya
perbedaan waktu pencatatan dan yang

belum dicatat pada transaksi berjalan atau
pada periode yang berjalan.

43. Kas BLUD RSUD Konawe Selatan adalah
ternpat penyirnpanan uang BLUD RSUD

Konawe Selatal yang ditentukan oleh

Direktur BLUD RSUD Konawe Selatan untuk
menampung seluruh penerirnaan BLUD RSUD

Konawe Selatan dan digunakan untuk
rnernbayar seluruh pengeluaran BLUD RSUD

Konawe Selatan.

44. Rekening Kas BLUD RSUD Konawe Selatan

adalah rekening tempat penyirnpanan uang

BLUD RSUD Konawe Selatan yang ditentukan
oleh Direktur untuk rnenampllng selurr-rh

penerirnaan BLUD RSUD Konawe Selatan dan

digunakan untuk mernbayar seluruh
pengeluaran BLUD RSUD Konawe Selatan

pa,da tran k yang <litetapkan.
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BAB II
KEBIJAXAN AJfi'I{TANSI

Pasal 2

(l) Kebijakan akuntansi pada BLUD RSUD

Konawe Selatan terdiri atas kebij akan
akuntansi akun dan kebijakan akuntansi
peiaporan.

(21 Kebij akan akuntansi akun mengatur
definisi, pengakuan, pengukuran,
penyajian dan pengungkapan transaksi
atam peristiwa sesuai dengan Pernyataan

SAP atas:

a. pemilihan metode akuntansi atas

kebijakan aicuntansicialam SAP; dan
b. pengaturan yang lebih rinci atas

kebij akan akuntansi dalam SAP.

(3f Kebi"iakan akuntansi pelaporan keuangan
memuat penjelasan atas unsllr-unsur
laporan keuangan yang berfungsi sebagai
panduan dalam penyajian pelaporan

keuangan.

Pasal 3
(1) Kebijakan Akuntansi Akun sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri
dari:
a. Umum Akuntansi;
b. Akuntansi Aset Lancar;

c. Akuntansi Aset Tetap;

d. Akuntansi Aset Lainnya;
e. Akuntansi Kewajiban;

i. Akuntansi Ekuitas;
g. Akuntansi Pendapatan-LRA;

h. Akuntansi Pendapatan-LO;

i. AkuntansiBelan-ia-LRA:
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j. Akuntansi Beban-LO;

k. Akuntansi Pembiayaan; dan
l. Akuntansi terkait Koreksi

Kesalahan, Perubahan Kebijakan
Akuntansi, dan Pos Luar Biasa.

(21 Kebijakan Akuntansi Pelaporan
Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (3) terdiri dari:
a. Penyaj ian Laporan Keuangan;

b. Laporan Realisasi Anggaran;

c. Laporan Perubahan SAL;

d. Neraca;

e. LaporanOperasional;
f. Laporan Arus Kas; dan
g. Laporan Perubahan Ekuitas.

BAB III
PELA,PORAN KEUANGAN

Pasal 4

Dalam rangka Laporan Keuangan, BLUD
RSUD Konawe Selatan waj ib men5rusr-rn dan
menyajikan Laporan Keuangan Tahunan,
yang terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan SAL;

c, Neraca;

d. LaporanOperasional;
e. Laporan Arus Kas;

f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan

C. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 5

Kebij akan Akuntansi Akun dan Kebij akan
Akuntansi Pelaporan Keuangan pada BLUD
RSUD Konawe Selatan tercanturn dalam
Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
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Pasal 6

Pen5rusunan Laporan Keuangan pada BLUD
RSUD Konawe Selatan mengacu kepada
kebijakan akuntansi sebagairnana diatur
dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan ini.

BAB TV
K TENTUAN PEITUTT'P

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai beriai<u pada ianggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Konawe Selatan.

Ditetapkan di
tangga-l Lb

Andoolo
{W@tttn,a- 2024

I
PARr\F KOORDltJ,lsli

3. l )

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 16 Sg?bmlfr 2024

SELATAN,
,.,

NOMOR 89
KABUPATEN KONAWE SET,ATAN TAHUN 2024

*Vb^
A5t ;rEA I

DPgFtuc P(u0 hY DANGGA
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LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KONAWE SEI,ATAN

NoMoR So rlnuN zoz+

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH

SAKIT UMUM DAERAH KONAWE SELATAN

KEBIJAKAN AXUTANSI AI(UN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pen5rusunan Kebiiakan Akuatansi
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2O18

tentang Badan layanan Umum Daerah (BLUD), Pasal 99 ayat

(5) menyatakan bahwa BLUD mengembangkan dan

menerapkan kebijakan akuntansi sesuai SAP yang

ditetapkan Kepala Daerah.

RSUD Konawe Selatan merupakan Rumah Sakit milik
Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan yang pengelolaan

keuangan menerapkan PPK BLUD, sesuai Peraturan Bupati
Konawe Selatan Nomor 3O Tahun 2O13 tanggal 19 Desember

2013 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Sebagai

organisasi perangkat daerah yang bertugas memberikan
pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat, dituntut
untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja maupun
keuangan. Untuk menunjang hal tersebut, diperlukan
kebijakan akuntansi sesuai dengan SAP yang digunakan

sebagai pedoman/acuan untuk men5rusrln laporan keualgan

RSUD Konawe Selatan.

Badan Layanan Umum Daerah memiliki kewajiban

membuat laporan keuangan sesuai dengan peran serta

entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang dapat

dipergunakan untuk dasar pengambilan keputusan oleh

pihak-pihak berkepentingan.
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B. Deltaisi

Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkrrngan

pemerintah pusat/pemerintah daerah dan yang dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan

barang dan/atau jasa yang dijual tanpa menutamakan mencari

keuntungan dan <ialam meiakukan kegiatannya diciasarkan pada

prinsip efisiensi dan produktivitas (PSAP Nomor 13). BLUD RSUD

Konawe Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan BLUD adalah adalah bentuk
pertanggungjawaban BLUD yang disajikan dalam bentuk
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo

Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan
Arrs Kas, Laporan Perubahan Eluitas, dan Catatan atas
Laporan Keuangan (PSAP Nomor 13). BLUD RSUD

Konawe Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Daerah.

Maksud llaa \iuaa
Kebijakan Akuntansi RSUD Konawe Selatan bertujuan

sebagai pedoman penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan

BLUD RSUD Konawe Selatan untuk tujuan umuln (general

purpose financial statementl yang dqpat memenuhi kepentingan

pengguna Laporan Keuangan lstakeholder$ dalam pengambilan

keputusan. Kebijakan akuntansi dibuat untuk mencapai tujuan

laporan keuangan. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan

RSUD Konawe Selatan adalah untuk menyajikan informasi yang

berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan

akuntabilitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan

kepadanva dengan:

1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi,

kewajiban, dan ekuitas RSUD Konawe Selatan ;

2. menyediakan informasi mengenai perubahaa posisi sumber

daya ekonomi, kewajiban, <ian ekuitas RSUD Konawe Selatan ;

3. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan

sumber daya ekonomi;

4. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap

anggar€rnnya;

c
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5. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan

mendanai aktivitasnya dan mementrhi kebutuhan ka sn5ra;

6. menyediakan informasi mengenai potensi RSUD Konawe

Selatan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan; dan

7. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi

kemampuan dan kemandirian RSUD Konawe Selatan daiam

mendanai altivitasnya.

D. RuangLiagkup

Peni-usunan Kebijakan Akuntansi mernenuhi prinsip prinsip,

dasar- dasar, konversi, peraturan dan prosedur yang digunakan,

berlaku bagi RSUD Konawe Selatan yang menerapkan PPK

BLUD. Kebijakal akuntansi tersebut disajikan meliputi kebijakan

umum akuntansi, pengertian, pengakuan, pengukuran,

penyajian, dan pengungkapan dari akun-akun yang digunakan.

E. SlstematikaPen5rusunaa

Kebijakan Akuntansi BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUDJ

Konawe Selatan disusun dalam 19 fSembilan belas) Bab, dengan

rincian sebagai berikut:

Lampiran i Kebijakan Akuntansi Akun:

Bab I Pendahuluan

Bab II Kebijakan Umum Akuntansi

Bab III Kebijakan Akuntansi Aset

Sub Bab III.1 Kebijakan Akuntansi Aset Lancar

III.1.1 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

11i.7.2 KeirijakanAkuntansiPiutangPelayattatr

III.1.3 KebijakanAkuntansiPersediaan

III.1.4 Kebijakan Akuntansi Uang Muka Belanja

Sub Bab iii.2 Keirijakan Akuntallsi Investasi

Sub Bab III.3 Kebijakan Akuntansi AsetTetap

Sub Bab lll.4 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Bab IV Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Bab V Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Bab VI Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA

Bab VII Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO
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Bab VIII Kebijakan Akuntansi Belanja LRA

Bab IX KebijakanAkuntansi Beban LO

Bab X Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Bab XI Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan

Akuntansi, dan Pos Luar Biasa

Lampiran II Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan:

Bab I Penyajian Laporan Keuangan

Bab II Laporan RealisasiAnggaran [LRA)

Bab III Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Bab IV Neraca

Bab V

Bab VI

Bab VII

Bab VIII

Laporan Operasional (LO)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Arus Kas (l,AK)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
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A

BAB tr
KEBIJAI(AN UMTIM AI('I{TA}ISI

Entitag Akuatanal

tsLUD RSUD Konawe Selatan rnerupakal Rurnah Sakit

milik Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan yang

pengelolaan keuangan menerapkan PPK BLUD, sesuai

Peraturan Bupati Konawe Selatal Nomor 3O Tahun 2O13

tanggal 19 Desember 2OL3 tentang Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten

Konawe Selatan. Laporan keuangan yang dibuat
berdasarkan PSAP i.[omor i3.

B. Haslp-Prinsip Dasar Atuntaasl Daa Pelaporan

Prinsip dasar untuk menyusun laporan keuangan oleh

manajemen antara lain:

l. Basls Akuntaasi

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan

Keuangan BLUD RSUD Konawe Seiatan adaiah basis akrual

untuk pengakuan pendapatan-Lo, beban, aset, kewajiban,

dan ekuitas. Basis alrrual untuk LO berarti bahwa

pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh

pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima

oleh Bendahara Penerimaan oleh entitas pelaporan dan

beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan

penurunan niiai kekayaan bersih teiah terpenuhi waiaupun

kas belum dikeluarkan oleh entitas pelaporan. Laporan

keuangan yang dibuat menggunakan basis akrual, antara

lain : Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,

dan Neraca.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan

berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan

basis kas. Hal ini dimaksudkal bahwa pendapatan, beianja,

dan pembiayaan diakui saat kas diterima oleh entitas

pelaporan. Laporan keuangan yang dibuat menggunakan

basis kas anta-ra lain: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan

Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Arus Kas.



-18-

2. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar pengelua-ran kas dan setara kas

yang dibayar atau sebesar nilai wajar untuk memperoleh aset

tersebut. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara
lras rra-rr .-l'ihareriLarr alzan rl.itrarrarLon rrntrrL 

-^---' 'Li

kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan

kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan

dibanding penilaian lain karena lebih obyelrtif dan dapat

<iiverilikasi. Dalam hai ti<iak ter<iapat niiai historis, ciapat

digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

3. Prinsip Realisasi

r Er rLriaPilr aar r uaDlD rllaD Jir.rrB LErilrr uruLul lDaDr lrltlartlr

anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan

digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam

periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan

yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis

kas diakui setelah diotorisasi melalui anggar€rn dan telah

menambah atau mengurangi kas. Prinsip penandingan

biaya- pendapatan (matching-cost uith reuerrue principldl

dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan

sebagaimana akuntansi komersial.

4. Prinslp Substansi Meagiinggult Bentuk (substance oter tonn)
Informasi dimaksudkan untuk menyajikan informasi

transaksi secara wajar dan peristiwa lain yang seharusnya

disajikan, maka transaksi tersebut perlu dicatat dan

disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi,

dan bukan hanya aspek formalitas. Apabila substansi

transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda

dengan aspek formaiitasnya, maka hai tersebut harus

diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan

Keuangan (CaLK).

5. Priasip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan dibagi menjadi

periode-periode pelaporan sehingga mampu mengukur

kinerja dan posisi sumber daya yang dimilikinya. Periode

utama yang digunakan adalah tahunan, serta periode
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interim meliputi bulanan, triwulanan, atau semesteran.

6. Hnsip Konslsteasl

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada

kejadian yang serupa antar periode oleh suatu entitas

pelaporan (prinsip konsistensi i:rterna-l). Hal ini tidak beraCi

bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode

akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode aluntansi
yang dipal<ai dapat diubah dengan syarat bahwa metode

yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang

lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan

penerapan metode ini dungkapkan dalam CALK.

7. Prinsip Pengungkapaa fpnglrap

BLUD RSUD Konawe Selatan menyajikan secara

lengkap informasi yang dibutuhkan pengguna. Informasi

yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat

ditempatkan pada lembar muka (on the facel laporan

keuangan atau CALK.

8. Prinsip PenyaJian WaJar

Laporan Keualgan BLUD RSUD Konawe Selatan

menyajikan tujuh laporan yalmi Laporan Realisasi

Anggaral, Laporan Perubahan Saldo Anggaran tebih,

Neraca, Laporan Operasiona.l, Laporan Arus Kas, Laporan

Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan

disajikan secara wajar. Dalam penyajian wajar

mempertimbangkan faktor pertimbangan sehat dalam

pen5rusunan laporan keuangan ketika menghadapi

ketidakpastian keadaan tertentu (bersifat konservatisme).

Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan

hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan

pertimbangan sehat dalam penJrusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada

saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian

sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu

tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terla-lu rendah.

Prinsip penyajian telah mempertimbangkan aspek

materiaiitas, artinya mempertimbangi<an informasi yang



c

-20-

dapat mempengaruhi keputusan pengguna informasi

keuangan.

Perlodesasl Pelaporan

Periode Pelaporan Keuangan BLUD RSUD Konawe Selatan

secara tahunan berdasarkan tahun kalender. Selain itu, untuk
memenuhi kebutuhan informasi pihak berkepentingan pihak iain

RSUD Konawe Selatan dapat membuat periode tahun takwin

dan periode efektif. Penyajian laporan secara periode juga dapat

berguna untuk menvajikan informasi secara komparatif.

Penyajian komparatif dengan menyajikan laporan keuangan

periode sebelumnya.

Tabel 2.1
PeayaJian laporan Keuaagaa aecara homparatif

Laporan Realisasi

Anggaran

Laporan Operasional

Untuk periode 6 bulan

Laporan Arus Kas

I Th+rrl, n6;^.{- a L"l^-vrr!qA Pvr avu

I Jan s.d 3O Juni

2Ox1

D Taagguag Jawab Atas Laporan Keuaagan

Pimpinan RSUD Konawe Selatan adalah Direktur Rumah

Sakit yang bertanggungiawab atas penJrusunan dan penyajian

laporan keuangan.

Bahasa Laporan Keuangan

Laporan keuangan harus disusun dalam bahasa Indonesia.

Jika laporan keuangan juga disusun dalam bahasa lain selain

dari Bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dalam bahasa

Laporan Keuangan Periode Interlm
Periode

Komlnratlf

I .Ian. - 3O .Iuni

2Oxl

1 Jan.- 3O Juni

20x0

Saldo Anggaran kbih 1 Jarr. -30 Juni

2Ox1

1 Jan.- 30 Juni

2OxO

Neraca Per 30 Juni 20x1 31 Desember 20x0

Laporan Perubahan

Ekuitas
3O .Iuni 2Ox1 3 1 Desember 20x0

I Jan s.d 3O Juni

2OxL

1 Jan s.d 30 Juni

2M
1 Jan s.d 30 Juni

2OxO

I

I

I

I

I

I
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F

lain tersebut harus memuat informasi dan waktu yang sama

(tanggal posisi dan cakupan periode). Selanjrrtnya laporan

keuangan dalam bahasa lain tersebut harus diterbitkan dalam

waktu yang sama seperti laporan keuangan dalam Bahasa

Indonesia.

Mata Uang Pelaporan

Mata uang yang digunakan dalam pelaporan keuangan

menggunakan mata uang rupiah. Apabila transaksi

menggunakan mata uang seiain rupiah, maka transaksi tersebut

dikonversikan dalam mata uang rupiah. Kurs yang digunalan

sesuai dengan kurs tanggal transaksi yang ditentukan oleh Bank

Indonesia. Keuntungan dan kerugian perubahan kurs dilaporkan

pada Laporan Operasional. Serta harus diungkap pada Catatan

atas Laporan Keuangan (CaLK).

Ctri Dasar A&untansi

BLUD RSUD Konawe Selatan merupakan entitas akuntansi.

Entitas akuntansi sebagai bagian dari pemerintahan yang

mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang

menyelenggaralan akuntalsi dan menyajikan laporan keuangan

atas dasar prinsip akuntansi. Berikut karakteristik RSUD

Konawe Selatan sebagai entitas akuntansi:

i. Dalam pengeioiaan kas BLUD, BLUD RSijD Konawe Seiatan

dapat langsung menggunakan pendapatannya untuk

kegiatan operasional setiap tahun dengan mekanisme tanpa

menyetorkan terlebih dahulu ke kas daerah, namun sudah

dianggarkan dalam Rincian Bisnis Anggaran (RBA);

2. BLUD RSUD Konawe Selatan dapat memberikan piutang

sehubungan dengan pelayanan jasa yang diberikan, dan/atau

transaksi iainnya yang berhubungan iangsung atau ticiak

langsung dengan kegiatan rumah sakit;

3. BLUD RSUD Konawe Selatan dapat memiliki utang

sehubungan dengan kegiatan operasional dan/ atau perikatal

peminjaman dengan pihak lain.

4. Dalam pelaksanaan kegiatannya dapat melampaui belanja

yang tetah ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran

(RBA) sesuai ambang baias yang teiah ditetapkan meialui

G
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Peratural Kepala Daerah dan disampaikan kepada PPKD

dengan pertimbangan fluktuasi kegiatan operasional RLUD,

yaitu dengan cara Peruba-han Rencana Bisnis dan Anggaran

(RBA) tanpa melakukan perubahan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA).

5. Pergeseran anggaran dapat dilakukan setiap saat, antar
program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok,

antar jenis, antar obyek, antar rincian obyek dan/atau sub

rincial obyek sepanjang iidak meiampaui pagu jenis belanja

yang terdapat dalam ringkasan Rencana Bisnis dan Anggaran

(RBA) dengan persetqiuan Pemimpin BLUD dan selanjutnya

disampaikan kepada PPKD.

6. Pemanfaatan SiLPA tahun sebelumnya dalam tahun anggaran

berikutnya, apabila belum dianggarkan dan dalam kondisi

mendesak dapat dilaksanakan mendahului Perubahan APBD,

yaitu dengan Perubahan RBA tanpa meiakukan perubahan

DPA. Perubahan RBA tersebut dapat dilakukan antar

program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar

kelompok, antar -ienis, antar obyek. antar rincian obvek

dan/atau sub rincian obyek, yang dapat melampaui pagu

jenis belanja yang terdapat pada ringkasan RBA dan DPA dan

dilakukan atas persetujuan Pemimpin BLUD disampaikan

kepada PPKD.

7. SiLPA tahun sebelumnya ya-ng telah dianggarkan oleh BLUD,

harus dilakukan penyesuaian anggaran dengan melakukan

koreksi berdasarkan saldo kas BLUD per 31 Desember yang

telah di audit melalui mekanisme perubahan RBA yang

ditampung dalam perubahan APBD mengikuti ketentuan

mekanisme perubahan APBD, disampaikan kepada PPKD.

H. Siklus Akuataasl

Siklus akuntansi RSUD Konawe Selatan sama dengan siklus

akuntansi pada umumnya, dimana pencatatan transaksi harus

disertakal riengan dokumen-dokumen dan bukti transaksi yang

sah untuk kemudian dimasukkan dalam jurnal umum.

Kemudial transaksi dalarn jurnal umum diposting ke dalam

buku besar. Sesuai dengan prinsip akrual, saldo akun dalam
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I

buku besar disesuaikan dengan kondisi sebenarnya sehingga

dapat menyajikan laporan keuangan 5rang relevan. Di akhir

periode, siklus akuntansi ditutup menggunalan jurnal penutup

untuk menutup akun-akun nominal. Apabila terdapat kesalahan,

maka saldo akan dikoreksi sesuai dengan membuat jurnal

koreksi. Pada awai periode berikutnya, RSIJD Konawe Seiatan

menngunakan jurnal pembalik untuk menyempumakan akun-

akun di tahun berjalan.

Komponen Laporan Keuangan

BLUD RSUD Konawe Selatan menyajikan tujuh laporan

yakni l,aporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo

Anggaran l,ehih, Neraca, Iaporan Operasional, laporan Arus Kas,

Laporal Perubahan Ekuitas, dan Catatarr atas Laporan

Keuangan.

1. Laporan Realisasi Arggaran

i,aporan Realisasi Anggaran (LRA) adaiah iaporan yang

menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja,

surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang
pembiayaan anggar€rn vang masing- masing diperbandingkan

dengan anggarannya dalam satu periode.

Adapun penyajian dalam LRA antara lain:

a. Pendapatan LRA adalah penerimaan oleh Bendahara

Penerimaan BLUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih

dalam periode tahun anggarErn yang bersangkutan yang

menjadi ha} BLUD.

b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara

Pengeluaran BLUD yang mengurangi Saldo Anggaran

Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan

yang menjadi hak BLUD.

c. Pembiayaan (finnncing) adaiah setiap

penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada

kekayaan bersih entitas yang perlu di bayar kembali

dan/atau di terima kembali, baik pada tahun anggaran

yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran

berikutnya, dimaksudkan untuk menutup defisit atau

memanfaatkan surplus anggaran.
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Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari pinjaman

dan hasil divestasi. Seelangkan pengehraran pemhiayaan

digunakan untuk pembayErran pinj aman / utang, investasi
jangka pendek, pemberian pinjaman pada entitas lain dan

penyertaan modal oleh pemerintah.

2. Laporaa Perubahan Saldo Aaggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih menyajikan

informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih

tahun pelaporan diban'Cingkan tahun sebelumny-a, di mana

merupakan gabungan saldo yang berasal dari akumulasi

SiLPA/ SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun

be{alan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Adapun penyajian dalam LP SAL antara lain:

a. Saldo anggaran lebih awal;

b. Penggunaan Saldo Anggaran l-ebih;

c. Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan;

d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;

e. Lain-lain;

f Saldn Anooarnn I ebih Akhir.

3. Neraca

Neraca adalah informasi mengenai posisi aset,

kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada tanggal tertentu.

Penyajian neraca antara iain:

a. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai

dan/atau dimiliki oleh BLUD sebagai akibat dari peristiwa

masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau

sosial di masa depan dapat diperoleh, baik oleh BLUD

maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan

uang, termasuk sumber daya non keuangan yang

diperiukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat

umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena

alasan sejarah dan budaya;

b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa

lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar

sumber daya ekonomi pemerintah;

c. Ekuitas adalah kekayaan bersih BLUD yang merupakan

selisih antara aset dan kewajibal.
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4. Laporan Operasional

Laporan operasional adalah laporan yang menyajikan

ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan

penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah

untuk selama suatu periode tertentu.

Penyajian Laporan Operasional antara lain:

a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang di akui

sebagai penambah nilai kekayaal bersih;

b. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih;

c. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban

luar biasa yang tedadi karena kejadian atau transaksi

yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan

sering atau rutin terjadi dan berada diluar kendali atau

pengaruh entitas yang bersangkutan.

Ketiga unsur diatas al<an membentuk surplus/defisit LO

yang merupalan selisih antara pendapatal-Lo dan beban

selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan

surplus/delisit dari kegiatan non operasional dan pos luar

biasa.

5. Laporan Arus Nas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang meyajikan

informasi mengenai aliran kas masuk, aliran kas keluar

selama periode tertentu, serta saldo awal dan akhir periode

tertentu.

Penyajian Laporan Arus Kas antara lain:

a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke

Bendahara Peireriniaan BLUD melalui rekening kas

BLUD;

b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar

dari Bendahara Pengeluaran BLUD melalui rekening kas

BLUD.

6, Laporan Perubahan Ekuttas (LPEf

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan

kenaikan atau penurunzrn ekuitas tahun

informasi

pelaporan
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dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Saldo ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi)

oleh Surplus/Dehsit LO dan perubahan lainnya seperti

koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, dan lain-

lain.

7. Catataa atas Laporan Keuangan {CALK)

Catatan atas l,aporan Keuangan meliputi penjelasan

naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan
Paalicaci Anccaran I ah^rah Danrl.-L'a- eAT I ^h^r^hlrl^6b.Ju^'9gt,v1d1r

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan

Laporan Arus Kas, termasuk kebijakan akuntansi yang

digunakan serta informasi lain yang diharuskan

diungkapkarr daiarn Standar Akuntansi Pemerintahan

sehingga menghasilkan penyajian laporan keuangan secara

wajar. Catatan Atas Laporan Keuangan

menyajikan/mengungkapkan/menyediakan sebagai berikut:

a. mengungkapkan informasi umum tentang entitas

pelaporan dan entitas akuntansi.

b. menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama

tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang

dihadapi dalam pencapaian target.

c. menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan

keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih

untuk diterapkan atas transaksi dan kejadian penting

lainnya.

d. menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos

yang disajikan dalam iembar muka laporan keuangan.

e. mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang belum

disaiikan dalam lembar muka laporan keuangan.

f. menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk
penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar

muka laporan keuangan.
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BAB III

Aset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh RSUD Konawe

Selatan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana

manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh.

Sedangkan manfaat ekonomi yang terwujud dalam aset merupakan

potensi dari aset untuk memberikarr kontribusi terhadap rumatr sakit

baik langsung maupun tidak langsung. Menurut manfaat ekonomi

aset diklasilikasikan menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tidak

lancar (aset tetap).

[I.1 Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika aset tersebut:

a. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual

atau digunakan dalam jangka wai<tu siklus operasi normal

Rumah Sakit;

b. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka

pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka

waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau

c. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aset yang tidak termasuk kategori tersebut di atas

diklasifrkasii<an sebagai aset tidak iancar.

[I.1.1 Kebijakan Atun'tansi Kas Dan Setara l(as

A. Ketentuan Umum

1. Tujuan

Tujuan Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas ini
adalah mengatur perlakuan akuntansi yang dipilih

meiiputi deirnisi, pengakuan, pengukuran,

penyajian dan pengungkapan kas dan setara kas di

Neraca entitas akuntansi dan entitas pelaporan

dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas

sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan

perundang- undangan.

KEBIJAKAN AKUI{TANSI ASET
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2. RuangLingkup

Ketrijakan Alcrntansi ini diterapkan

penyajian kas dan setara kas dalam

keuangan untuk tujuan umum.

dalam

laporan

3. Definisi

a. Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di

bank yang setiap saat dapat digunakan untuk
membiayai kegiatan BLUD RSUD Konawe

Seiaian yang sangat iikuid yang siap dicairkan

menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan

nilai yang signifikan.

b. Kas meliputi seluruh uang tunai, dan saldo

simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik
atau digunakan untuk melakukan pembayaran,

uang tunai atau simpanan di bank yang belum

disetorkan ke Kas Daerah, maupun uang tunai

atau simpanan di bank. Kas berupa uang tunai

terdiri atas uang kertas darr uang logam dalam

mata uang rupiah dan mata uang asing yang

dikuasai/dimiliki oleh BLUD RSUD Konawe

Selatan Kas berbentuk simpanan di bank

adalah uang pada seluruh rekening bank yang

dikuasai BLUD RSUD Konawe Seiatan .

c. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang

sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas

serta bebas dari risiko perubahan nilai yang

signifikan. Setara Kas dapat dikonversikan

menjadi Kas da-lam jangka waktu 1 s.d. 3 bulan.

Setara kas ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan kas jangka pendek atau untuk

tujuan lain.

d. Instrumen yang dapat diklasifikasikan sebagai

setara kas meliputi:

1) Deposito berjangka yang akan jatuh tempo

dalam waktu kurang dari 3 (tiga) bulan dari

tanggal penempatan serta tidak dijaminkan;

2) Instrrmen pasar uang yang diperoieh dan
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akan dicairkan dalam jangka walrtu lidak

lebih dari 3 (tiga) bulan;

3) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat

likuid atau masa jatuh tempo kurang dari 3

(tiga) bulan.

Kas dan seiara kas yang telah ciitentukan

penggunaannya atau tidak dapat digunakan

secara bebas tidak diklasifikasikan dalam kas

atau setara kas.

f. Kas lainnya yang bersumber bukan dari dana

BLUD dan/atau sisa dana investasi yang berasal

dari APBD terdiri dari:

1) Dana titipan pihak ketiga;

2) Uang jaminan;

3) Uang muka pelayanan, misalnya uang muka

pasien RSUD.

Xlasifikasi

1. Kas dan setara kas pada BLUD RSUD Konawe

Selatan mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan

dibawah tanggung jawab benda-hara Penerimaan

BLUD, da-n Bendahara Pengeluaran BLUD.

2. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah

tanqgung jawab bendahara Penerimaan BLUD, dan

Bendahara Pengeluaran BLUD terdiri dari:

a. saldo rekening kas BLUD RSUD Konawe Selatan

, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang

riitetapkan oieh kepala daerah untuk
menampung penerimaan dan pengeluaran.

b. setara kas, antara lain berupa surat utang

negara (SUN)/obligasi dan deposito dengan masa

jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan, yang

dikelola oleh bendahara penerimaan BLUD RSUD

Konawe Selatan .

e

B
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Tabel 3.1
Jenig Kas dan Setara lks

Kas di Bank Bendahara

Penerimaan

Kas di Tunai Bendahara

Penerimaan

Kas di Bank Bendahara

Pengeluaran

Keterangan

Uang muka pasien /uang
titinan

Pendapatan

Disetor

Yang Belum

Pajak yang Belum Disetor

Surat Utang Negara / Obligasi

(kurang dari 3 buianl

Pengakuaa

Secara umum pengakuan kas dan setara kas dilakukan:

1. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan

diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai

atau biaya yang dapat diukur dengan andal;

2. Pacia saat <iiterima atau kepemiiikannya cian/ atau

kepenguasaannya berpindah;

3. Kas darr Setara Kas diakui pada saat kas dan setara

kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan oleh

Bendahara Penerimaan BLUD dan Bendahara

Pengeluaran BLUD;

4. Kas yang dibatasi penggunaannya tidak termasuk

bukan termasuk Kas cian Seizra Kas. Namun

diklasilikasikan menjadi aset tidak lancar.

c

Kas di Bank BLUD

Pengembalian belanja setelah

tutup tahun

Sisa Pengisian

uP/GU/TU

Kas

Pengembalian belanj a ditahun

be{alan

I Ianrr Relania

Uang Elektronik (Electronic

Morrcgl

Uang Elektronik (Eledronic

Monegl

Surat Utang Negara / Obligasi

(kurang dari 3 buian)

Jenis Kas

I

I

I

I

I

I

Deposito (kurang dari 3 | Deposito (kurang dari 3 
I

bulan) | or,rrry

I

I
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D. Penguluran

1. Kas dan setara kas diukrtr dan dicatat sebesat nilai

nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar

nilai rupiahnya; dan

2. Kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi

rupiah menggunakan kurs tengah Bank In<ionesia

pada tanggal neraca.

E. PenyaJian

Saldo kas da.,r setara kas harus disajikan da-lam Neraca

sebagr aset lancar dan l,aporan Arus Kas.

Tabel 3.2 Format Neraca

ASET
ASET LANCAR

Kas di Bank BenCahara Pengeluaran
Kas di Tangan Bendahara
Pengeluaran
Kas di Bank Bendahara Penerimaan
Kas di Tangaa Bendahara
Penerimaan
Investasi Jangka Pendek
Piutang Pelayanan

Jumlah Aset lancar

F. PenguagLapan

1. Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan

atas l,aporan Keuangan (CaLK) sekurang-kuralgnya

mengungkapkan hai-hai sebagai berikut:

a. Rincian dan nilai kas dan setara kas yang

disajikan dalam laporan keuangan;

b. Rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening

kas BLUD RSUD Konawe Selatan n€unun

merupakan kas transitoris yang belum

disetorkan ke pihak yang berkepentingan, seperti

PPN/PPh yang dipungut tetapi belum disetorkan

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SEI-A.TAN

BLUD RSUD Konawe Selatan
IYERACA

PER 31 DESEMBER 2OX1 DAN 2OXO

(dalam rupiah)
Uraian 20x1 20x0

)oo(

)oo(

)oo(

)oo(

)oo(

>oo(

)oo(

)oo<

)oo<

)oo(

)oo( )oo<



ke Kas Negara, Iuran Tunjangan

Kesehatan/Taspen,/Taperum yang helum

disetorkan dal lain-lain, termasuk utang

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);

c. Kebijakan manajemen setara kas, termasuk jenis

dan jangka waktr.rnya;

d. Informasi lainnya yang dianggap penting;

e. Kebijakan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas;

f. Penlelasan dan sifat penjelasan setiap akun kas;

g. Kas di bendahara pengeluaran yang mencakup

bukti-bukti kas yang belum

dipertan ggu ngiawabkan.

2. Saldo kas lainnya, diterima karena penyelenggaraan

di rumah sakit, contohnya Uang Elektronik

(Electronic Monegl. Pembukaan rekening bank atas

saido kas iainrrya harus mempunyai dasar hukum

dan rekening tersebut wajib dilaporkan kepada

PPKD dan ditetapkan oleh Peraturan Kepala

Daerah. Saldo kas akibat penerimaan pada rekening

bank tersebut dilaporkan di neraca BLUD RSUD

Konawe Selatan sebagai Kas Lainnya.

III. 1.2 Hebtjakan Ahratargi Fiutang Peiayaaaa

A. Ketentuaa Umum

1. Tlrjuan

a. Tujuan kebijakan akuntansi piutang adalah

untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk
piutang dan informasi lainnya yang dianggap

perlu disajikan dalam laporan keuangan; dan

b. Kebijakan ini mengatur perlakuan al<untansi

piutang BLUD RSUD Konawe Selatan yang

meliputi definisi, pengakuan, pengukuran,

penyajian dan pengungkapannya.

2. RuangLingkup

a. Kebijakan akuntansi piutang ini diterapkan

dalam penyajian seluruh piutang dalam laporan

keuangan untuk tujuan urnum yang disusun
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dan disajikan dengan basis akrual; dan

b. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas BLUD

RSUD Konawe Selatan.

3. Definisi

a. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar

kepada RSUD Konawe Selatan dan/atau hak

RSUD Konawe Selatan yang dapat dinilai

dengan uang sebagai akibat perjanj ial/ atau

akibat lainnya berdasarkan peraturan

perundang-undangan atau akibat lainnya yang

sah;

b. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran

nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat

diterima pembayarannya dimasa akan datang

dari seseorang danl atau korporasi dan/ atau

entitas lain; dan

c. Penilaiaa kualitas piutang untuk penyisihan

piutang tak tertagih dihitung berdasarkan

kualitas umur piutang, jenis/karatrrteristik

piutang, dan diterapkan dengan melakukan

modifikasi tertentu tergantung kondisi dari

debiturnya.

4. Timbulnya piutang terjadi karena adanya manfaat

masa depan yang diakui pada saat ini.

5. Pendapatan BLUD RSUD Konawe Selatan terdiri

atas Pendapatan Asli Daerah Lain-lain Yang Sah

(pendapatan pelayanan kesehatan dan pendapatan

usaha lainnya) BLUD RSUD Konar','e Selatan untuk
meningkatkan pendapatan.

6. Piutang Pendapatan terbagi berdasarkan peristiwa

yang mendasari, yaitu:

a. Piutang berdasarkan perikatan perjanjian;

Adalah hak BLUD RSUD Konawe Selatar yang

dapat dinilai dengan uang yang timbul antara

lain karena adanya transaksi -iual beli,

kemitraan dengan pihak lain, dan pemberiaa
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fasilitas/jasa kepada pihal< lain.

b. Piutang trerelasarkan tuntutan kenrgiarr daerah;

Piutang atas kerugian daerah sering disebut
sebagai piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan

T\rntutan Perbendaharaan (TP). TGR dikenakan

oieh atasan iangsung pegawai negeri ataupun

bukan pegawai negeri yang bukan

bendaharawan yang karena lalai atau perbuatan

melawan hukum mengakibatkan kerugian

daerah. TP ditetapkan oleh BPK, KAP Eksternal,

APIP Kabupaten Konawe Selatan, atau lembaga

pemeriksa lainnya yang berhak menemukan

kerugian RSUD keparia benciahara atau non

bendahara yang karena lalai atau perbuatan

melawan hukum mengakibatkan kerugian

RSUD.

c. Piutang yang timbul dari peristiwa
pungutal/pelayanan;

d. Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar

pemerintahan.

7. Berdasarkan laporan di neraca piutang adalah:

a. Piutang dari kegiatan operasional merupakan

hak yang timbul dan diakui pada saat

pelai-anan medis telah diberikan tetapi belum

menerima pembayaran dari pengguna jasa yang

bersangkutan, seperti piutang kepada pasien

rawat inap dan rawat jalan;

b. Piutang dari kegiatan non operasional Piutang

dari kegiatan non operasional merupakan

piutang yang timbul akibat transaksi diluar

kegiatan pelayanan medis, yang jumlahnya

tidak material, seperti piutang sewa.

8. Piutang dari kegiatan operasional dapat

diterjemahkan berasal dari piutang pendapatan

operasional BLUD RSUD I(onaii'c Selatan yang

terdapat di Laporan Operasional (LO) yaitu:

a. Piutang dari pendapatan jasa layanan masyarakat;

b. Piutangdari pendapatanjasa layanan
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dari entitas akuntansi/ entitas pelaporan;

c. Piutang dari pendapatan hasil kerjasama;

d. Piutang dari pendapatan usaha lainnya;

e. Piutang dari pendapatan APBD.

9. Piutang dari kegiatan non operasional BLUD RSUD

I(onawrc Selatan dapat dite{ema}rkan berasal dari
piutang dari pendapatan non operasional BLUD

RSUD Konawe Selatan yang terdapat di l,aporan

Operasional (LO) yaitu:
a. Piutang pendapatan dari surplus penjualan asset

non lancar;

b. Piutang pendapatan dari surplus kegiatan non

operasional lainnya, misaL:ya seperti surplus dari
pembebasan kewajiban hutang.

B. Pengakuan

1. Piutang klaim pelayanan kepada pihak ketiga diakui
setelah dilakukan verifikasi oleh pihak ketiga atau
pengakuan piutang sesuai kebijakan dari pihak

ketiga;

2. Peristiwa-pei-istiw-a yang menimbulkan hak tagih,

yaitu peristiwa yang timbul dari penjualan,

kemitraan, dan pemberian fasilitas / pungutan atas

jasa/pelayanan kesehatan pasien yang diakui
sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca,

apabila memenuhi kriteria:

a. didukung dengan naskah perjanjian, surat

pernyataan kesanggupan membayar atau

dokumen sejenis yang menyatakan hak dan

kewajiban secara jelas; dan

b. j urnlah piul,irng dapat diukur dengiur andal.

3. Pengakuan Piutang berdasarkan kerugian daerah,

yaitu peristiwa yang menimbulkan hak tagih

berkaital dengan TP/TGR, harus didukung dengan

bukti SK Pembebanan/Surat Keterangan Tanggung

Jawab Mutlak (SKTJM)/Dokumen yang

dipersamalan, yang menunjukkaa bahwa

penyelesaian atas TPTTGR diiakukan dengan cara
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damai (diluar pengadilan). SK Pembebanan/

SKT.IM/ Dokumen yang dipersamakarr menrpakan

surat keterangan tentang pengakuan bahwa

kerugian tersebut menjadi tanggung jawab

seseorang dan bersedia mengganti kerugian

tersebut. Apabiia penyeiesaian TP/TGR tersebut

dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan

piutang baru dilakukan setelah terdapat surat

ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan;

4. Piutang transfer lainnya diakui apabila:

a. dalam hal penyaluran tidak memerlukan

persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun

Pemerintah Pusati Provinsi/Kota beium

menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang

belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau

piutang bagi RSUD;

b. dalam hal pencairan dana diperlukan

persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian

pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih

pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi

belum dilaksanakan pembayarannya oleh

Pemerintah Pusat.

5. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam

suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika

kelebihan transfer belum dikembalikan maka

kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan

dengan hak transfer periode berikutnya;

6. Piutang atas uang jaminan pasien dalam kondisi

yang diperbolehkan ketentuan, maka dikembalikan

dalam hal mekanisme pengembalian sesuai

ketentuan;

C. Peagukuraa

1. Piutang dicatat dan diukur sebesar:

a. Nilai yang belum dilunasi dari setiap lagihan

yang ditetapkan; atau

b. Nilai bersih yang dapat dtealisasikan (net realizable
uafue).
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2- Penguktrran piutang pendapatan Srang herasal dari
peraturan perundang undangan, adalah sebagai

berikut:

a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi
sampai dengan tanggai peiaporan ciari setiap

tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat

ketetapan kurang bayar yalg diterbitkan;

b. disajikaa sebesar nilai yang belum dilunasi

sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap

tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh

Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang

mengajukan bandin g; atau

c. disajikan sebesar nilai yalg belum dilunasi

sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap

tagihan yang masih proses banding atas

keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis

tuntutan ganti rugi.

3. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan,

acialah sebagai berikut:

a. Penjualan atau sewa lahan

Piutang dari penjualan atau sewa lahan diakui

sebesar nilai sesuai naskah pedanjian penjualan

atau sewa lahan yang terutang (belum dibayar)

pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam

perjanjian dipersyaratkan adanya potongan

pembayaran, maka niiai piutang harus riicatat

sebesar nilai bersihnya.

b. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan

ketentuan- ketentuan yang dipersyaratkan dalam

naskah perjanjian kemitraan.

c. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbui <iiakui berdasarkan iasilitas

atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah

pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan

pembayaran atau uang muka yang telah
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diterima.

d. Ganti Rugi

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan

pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan

sebagai berikut:

i) Disajikan sebagai aset iancar sebesar nilai
yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan

yang akan ditagih dalam

12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan

surat ketentuan penyelesaian yang telah

ditetapkan;

2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai

yang akan <iiiunasi di atas L2 buian

berikutnya;

3) Pengukuran Berikutnya (Subsequent

Measurementl Terhadap Pengakuan Awal

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal

tagihan yang belum dilunasi tersebut

dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak

tertagih. Apabiia terjadi kondisi yang

memungkinkan penghapusan piutang maka

masing-masing jenis piutaag disajikan setelah

dikurangi piutang vang dihapuskanl

4) Pemberhentian pengakuan piutang selain

pelunasan juga dikenal dengan dua cara

yaitu: penghapustagihan (urite-offl dan

penghapusbulatan (urite doun);

5) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang

dapat direalisasikan (net realizable ualue),

yaitu selisih antara nilai nominal piutang

dengan penyisihan piutang;

6) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4

(empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

a) Kualitas Piutang i,ancar;

b) Kualitas Piutang Kurang l,ancar;

c) Kualitas Piutang Diragukar;

dl Kualitas Piutang Macet.
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7) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak,

dilakukan dengan ketentuan :

a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan

pelunasan sampai dengan tanggal jatuh

tempo yang ditetapkan atau kurang dari

1 tahun;

b) Kualitas Kurang Lancar, apabila umur

piutang 1 s/d 2tahun;

c) Kualitas Diragukan, apabila umur
piutang 2 s/d 3 tahun; dan

d) Kualitas Macet, apabila umur piutang

lebih dari 3 tahun.

8) Kebijakan penggolongan kualitas piutang

menurut jenis/obyek piutang, umur dal
tingkat koiektibiiitasnya adaiah sebagai

berikut:
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Tabel 3.3
UtrurPiutarg

Pirrtang Bagi Hasil
Pajak/Bukan Pajak
Provinsi

Piutang atas Fasilitas/
.iasa dan atau Bagian
Lancar atas Tagihan
Fasilitas/Jasa

.F^-iL^- 'T!--.--+^-r ctBrrrct l I r LlttLlrLdll
Ganti Rugi dan atau
Bagian Lancar atas
Tagihan TGR

i0 Piutang i,ain-i-ain

4

5

6

7

8

9

No Uralan
Urrur Piutatrg dan Tingkat Kolelrtibilitas

lThn)

<i 21 s.<i 2 >2s.d3 >3s.dS >5

1 Piutang Retribusi Lancar KL R Macet Macet

c Biaya Dibayar di Muka Lalcar KL R Macet Macet

L,a nc.a r KI- R Macet Macet

Piutang Penjualan dan
atau Bagian Lancar
Penjualan Angsuran

Lancar KL K Iviacet Iviacet

Piutang Pemberian
Pinjaman dan atau
Bagian Lancar
Pemberian Pinjaman

Lancar KL R Macet Macet

Piutang Kemitraan dan
atau Bagian Lancar
Piutang Kemitraan

KL R Macet Macet

Lir lrLil l I\L I\ rvlactL

Lancar KL R Macet Macet

I I

Tagihan Tuntutan
Perbenda.l.araan
dan/atau Bagian
Lancar atas Tagihan Lancar KL R Macet Macet

Tuntutan
Perbendaharaan

Lancar KL K ivlacet Nlacet

Keterangan : K L = Kurang [,ancar, R = Diragukan

3

I

I

I

L

I

I

I

I I

I

I

Lancar
I

I

I
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9) Pengelompokan piutang tersebut dilakukan

menurut per masing-masing jenis piutang,

yang mempunyai kewajiban untuk membayar

sesuai hak tagih dari pemerintah daerah.

D. Penylslhan Piutang Tak Tertagth

1. Penyisihan Piutang diperhitungkan dan dibukukan
dengan periode yang sama timbulnya piutang,

sehingga dapat menggambarkan nilai piutang ;,ang
betul-betul diharapkan dapat ditagih;

2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dilakukan dengan

berdasarkan pengelompokan piutang, umur piutang
I a n'in n cah oAt tl ol A a a ti a tbat lznlalztihilir ac-.,-.

3. Kebijahan perhitungan prosentase penyisihan

piutang tidak tertagih pada BLUD RSUD Konawe

Selatan adalah sebagai berikut:
Tabel 3.4

Pen5dslhan Plutang Tak Tertagih

No Uraian
Prosentase Penyisihaa Piutaag Tak Tertagih
<1 >ls.d 2 >2s.d3 >3s.d5 >5

rrtlLir,ItB Uctsd

Layanan O o/o 40 o/o 70 0h 100% 100%

2
Biaya Dibayar di
Muka O o/o 5 o/o 30 Y" 60 o/u 700%

.)

Piutang Penjualan
dan atau B^glan
Lancar Penjualan
Angsuran

O o/o 20 o/o 40% 600/o 100%

4

Fiutang Pemberian
Pirjama.n da-rr atau
Bagran Lancar
Pemberian
Pinjaman

O o/o lO o/u 3O o/o 6o0/o lOOo/o

5

I Diltonc Lami+raanlffi;;;;;;
I La"".r Piutang

I 
xemitraan

o% lO o/u 30 o/o 60% l0Oo/o

Piutang atas
Fasilitas/ Jasa dan
atau Bagian t ancar

"1as 
lagihan

Fasilitas / Jasa

6 OVo 10% 30% 60% lOOo/o

Irl

I

I

I
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7

8

Sebagai ilustrasi (contoh) perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih

sesuai kebijalan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Daftar Umur Plutang don Penyisihan Piutang

Tidat Tertagih Per 31 Desenber 2OXO

l{o

tr

JuIrlah

72 o,o0 (no

3.600.000

4. Penyisihan diiakuknn setiap bulan tetapi pacia akhir

tahun baru dibebankan pada akun Cadangan

Penyisihan Piutang Tidat Tertagih.

5. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan

pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat

Tagihan Tuntutan
Ganti Rugi dan atau
Bagiarr Larrcar
atas Tagihan TGR

a o/^ 1no/^ Qn o/^ I nno/^

Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan dan
atau Bagian Lancar
atas Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan

lO'/o 30 Yo 60% 100%

9 Piutang Lain-Lain O o/o 70 o/o 30 o/o 600/o 700%

Uraian
Xls3tlltast Plutrrr8

f '2"/d3th I
<1th 1s/d2ti >3s/d sth

t Plutang

1 Piutang
Pelayanan

45.0O0.000 i 00.000.000 50.000.ooo 5.0O0.000 200.000.000

2 Bagian Lancar
Penjualan
Angsuran

10.000.000 5.000.000 2.000.00o 3.OO0.OOO 20.00.000

Jnmr.h
Piutaia

105.OOO,OOO 165.OOO.{rcO 92.OOO.OOO 2t.ooo.ooo 390.OOO.OOO

Penylaihen
Ptutang Tidak
Tertagth

I I I

I Piutang
Pel,ayanan

o% 20 "/" 40% 70 "/" 43.500.000

20.L\00.000 20.oo0.000 3.500.o00

2 Piutang OVo

o

4O o/o

24.000.000

70 "/o

28.OOO.OOO

IOO a/o

20.0oo.000

3 o o/. 20 "/" 40 "/"

0 1.000.000 800.000 1.800.000

JuEtah
Penjd.lhan
Ptutang TdL
TertaAlh

o 45.(x)O.OOO 48.EOO.OOO 25.300.OOO 119.rOO.OOO

1

I

I

I

O o/o

I

0

60 "/"Bagian lancar
Penjualan
Angsuran



-43-

saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan

piutang tidak tertagih sesuai dengan krralitas

piutangnya.

6. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal

pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal

penyesuaian cukup diungkapkan di daiam CaIK,

narnun bila kualitas piutang menurun, maka

dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihal

piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka

yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan

saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang

meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka

diiakukan pengurangan terhaciap nilai penyisihan

piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka

yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan

saldo awal.

E. PenyaJtan Penyfuihan Piutarg

1. Penyajian penyisihan piutang di Neraca merupakan

unsur pengurang dari Piutang yang bersangkutan

atau dengan kata iain jumiah Penyisihan Piutang

disajikan sebagai pengurang dari akun Piutang

(Contra Account);

2. Sebagai ilustrasi penyajian penvisihan piutang adalah

sebagai berikut:
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(dalam rupiah)

Peayislhan Plutang Tak
Tertagih *i

(6().OOO.OOOI

Aset Tetao

*f disajikan sebagai cont?a rrccou,nt

F. Pemberhentiaa Pengakuan

1. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan

berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam

penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum

penghentian pengakuan piutang riengan cara

membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan

sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas;

2. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan

juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan

(ufte-offl dan penghapusbukuan (uite dotun);

3. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern

manajemen, merupakan proses dan keputusan

akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat

dipertahankan sesuai dengan net realizable ualue-

nya;

4. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis

menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya

dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari

intrakomptabei menja<ii ek:strakompinbei;

ASET Jumlah KEWAJIBAIT Jumlah
Aset Lancar Kewajiban

Jangka Pendek
Piutang Pelayanan
Piutang Pendapatan lain-lain

500.000.o00
100.000.000 Kewajiban

Jangka Panjung
)oo<

Jumlah Piutang 600.000.000

Jumlah Piutang Netto
(NRV)

540.000.000

EKIIITAS
)oo( Ekuitas loo(

Tabel 3.6
PEMERIITITAH KABI'PATEI{ KONAWE SELATAN

BLUD RSUD Konawe Selatan
ITERACA

Per 31 Desember 2OJO(

I

)oo(
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5. Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi

penghapustagihan piutang. Penghaprrstrukran

piutang dibuat berdasarkan berita acara atau

keputusan pejabat yang berwenang untuk
menghapustegrh piutang. Keputusan dan/atau
Berita Acara merupakan doi<umen yang sah untuk
bukti akuntansi penghapusbukuan;

6. Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:
a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat,

yang lebih besar daripada kerugian

penghapusbukuan.

1) Memberi gambaran obyektif tentang

kemampuan keuangan entitas akuntansi

dan entitas pelaporan;

2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif,

teniang penurunan ei<uitas;

3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi,

untuk mencatat hal-hal yang tak mulgkin
terealisasi tagihannya;

b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak

hukum dari penghapusbukuan pada neraca

pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum

difinalisasi dan diajui<an kepa<ia pengambii

keputusan penghapusbukuan;

c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan

formal otoritas tertinggi yang berwenang

menyatakan hapus tagih perdata dan atau

hapus buku @rtte offl. Pengambil keputusan

penghapusbukuan melakukan keputusan

reaktif (tiriak berinisiatii), berdasar suatu sistem

nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan

berjenjang yang bertugas melakukal analisis

dan usulan penghapusbukuan tersebut.

7. Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan

berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang

menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi

pemenntah secara- hrrkum dan ekononu;
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8. Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai

dengan peraturan perundang undangan ]rang

berlaku dan akan diatur tersendiri dengan

Peraturan Bupati selanjutnya.

9. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak

mungkin <iibatalkan, apabiia teiah ciiputuskan <ian

diberlakukan, kecuali cacat hukum.

Penghapusbulotan (witedolrn maupun wite offi

masuk ekstrakomptabel dengan beberapa sebab

misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya

debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur

dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain

ciengan iwircut mungis.:in kan <iicatat kembaii

menjadi rekening alccif intrakamptabel.

G. Perrgungrrqpal

1. Piutang disalrkan dan drungkapkan secara

memadai. Informasi mengenai akun piutang

diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas

Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat

berupa:

a. Kebijakan akuntansi yang digunakan

dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran

PruLarrE,

b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut

umur untuk mengetahui tingkat

kolektibilitasnya;

c. Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan

d. Jaminan atau sita jaminan jika ada.

2. Tuntutan ganti rugi/ tuntutan perbendaharaan yang

masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara

damai maupun pengadilan.

3. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara

cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih

informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya

jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan

tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar

pertimbangan penghapusbukuan dan penjeiasan lainnya

yang dianggap perlu.
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4. Terhadap kejadian adanya piutarg yang telah

dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima

pembayaran/ pelunasannya maka penerimaan

tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada

periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan

penei:imaart pendapata,n Pajaki PNBP atau mela-lui

akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis

piutang;

5. Terhadap piutang klaim kepada BPJS atau pihak

ketiga yang per 31 Desember belum dilakukan
verifikasi berkas oleh ybs, maka penyajian piutang

sebesar yang diklaim dengan disclosure pada Ca-LK.

trI.1.3 KebtJakan Akurtansi Persediaan

A. Umum

1. Trrjuan

iv[engatur perlali-,.ian akunta-nsi pei:sediaan meliputi

definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian,

penyajian, dan pengungkapan yang dianggap perlu

disajikan dalam laporan keuangan.

2. Ruanglingkup
a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi

persediaan medis dan non medis yang disusun

dan disajikan dengan rnenggunala:r ak:ntansi

berbasis akrual;

b. Persediaan barang medis dan non medis baik

berasal dari BLUD, APBD, hibah; dan

c. Pernyataan kebijakan ini beriaku untuk entitas

akuntansi/pelaporan BLUD RSUD Konawe

Selatan , yang memperoleh anggaran

berdasarkan APBD/APBN dan BLUD.

3. Definisi
a. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk

barang atau perlengkapan yang dimaksudkan

untuk nenduk:ng kegiatan operasional

pemerintaJr daerah, dal barang- barang yang

dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
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b. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau

penSzelesaian kewajiban anta!'a pihak yang

memahami dan berkeinginan untuk melakukan

transaksi wajar;

c. Persediaan merupakan aset yang berupa:

i) Barang atau periengkapan (suppliesl yang

digunakan dalam rangka kegiatan

operasional RSUD, misalnya barang pakai

habis dan barang tak habis pakai:

2) Obat-obatan, bahan pakai habis atau alkes

habis pakai (supplies)yang digunakan untuk
menunjang pelayanan di RSUD;

d. Persediaan ciengan kondisi rusak atau usang

tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan, misalnya obat kedaluwarsa yang

belum ada Berita Acara Penghapusan;

e. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang

dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke

suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam

pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai

persediaan.

f. Persediaan antara lain terdiri dari:

1) Persediaan obat-obatan, bahan medis habis

palai (BMHP) dan alat kesehatan;

2) Persediaan alat kesehatan habis pakai;

3) Persediaan alat tulis kantor

4) Persediaan alat listrik;
5) Persediaan material/ bahan;

6) Persediaan Blanko dan Barang Cetakanl

7) Persediaan benda pos;

8) Persediaan bahan bakar; dan

9) Persediaan bahan makanan pokok,

baik kering dan bahan basah.
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B. Pengakuan

1. Persediaan diakui pada saat:

a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh

RSUD dan mempunyai nilai atau biaya yang
l^-^. l:..1-.- l^--^- ^-r^1-u4PaL t.ll(rALr.t LrurrB€rrr cul(ldl,

b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau
kepenguasaaanya berpindah.

2. Pemakaian beban persediaan obat pada BLUD

RSUD Konawe Selatan diakui di Instalasi Farmasi

3. Pengakuan persediaan pada akhir periode

akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil
.i-,,--+^;-^-i fi-il. /-+^L ^^- ^^^ltr''u vPtMttLv).

4. Terdapat 2 (dua) pendekatan pengakuan beban

persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan

beban.

a. Dalam pendekatan aset, pengakuan beban

persediaan diakui ketika persediaan telah

dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset

digunakan untuk persediaan-persediaan yang

maksud penggunannya untuk selama satu

periode akuntansi atau untuk berjaga-jaga.

Misalnya persediaan obat di rumah sakit.
h l.talam nanrtalzotan hphon cation namhplion

Pviiuvsq..ai rvuqy rlruvvu4r

persediaan akan langsung dicatat sebagai beban

persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk
persediaan-persediaan yang maksud

pengguiiaarin,'a untuk -*-al:tuJ/'ang segera/tidak

dimaksudkan untuk sepanjang satu periode.

C. Peagukuraa
1. Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan

Metode Perpetual.

Metode ini digunakan untuk mencatat jenis

persediaeur yang sifatnYa

continues/ tuntouer/perptiarannya tinggi, nilainya

material dan membutuhkan kontrol terus menerus,

yakni persediaan obat-obatan di RSUD dan jenis

persediaan yang sifatnya sebagai pendukung
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kegiatan BLUD, dimana pemakaiannya sulit

diidentifikasi, diantaran5ra persediaan Alat Tr.rlis

Kantor (ATK), alat kebersihan, baJlan cetal<, alat

listrik, dan balan bakar minyak.

Pengukuran pemakaian persediaan dihitung

berdasarkan catatan jumiah unit yang dipakai

dikalikan nilai harga per unit dengan menggunakan

metode penilaian First In First Att (FIFO).

2. Beban Persediaan:

a. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian
persediaan

(use of goods);

b. Penghitungan beban persediaan dilakukan

dalam rangka penyajian Laporan Operasional.

3. Perlakuan atas persediaan yang rusak, usang dan

kedaluwarsa diakui sebagai beban persediaan,

sedangkan persediaan yang hiiarrg diakui sebagai

kerugian BLUD RSUD Konawe Selatan .

4. Persediaan diukur berdasarkan biaya atau nilai

realiasasi bersih dan memilih mana yalg lebih

rendah.

5. Biaya perolehan persediaan meliputi semua biaya

pembelian, biaya konversi dan semua biaya lain

yang timbul sampai persediaan berada dalam

kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan

atau dijual.

6. Bia_va pembelian persediaan meliputi harga

pembelian, bea masuk dan pajak lainnya, dan biaya

pengangkutan, penanganan dan biaya lainnya

secara langsung dapat didistribusikan pada

peroiehan barang jadi, bahan dan jasa. Diskon

dagang, rabat, dan pos lain yang serLrpa

dikurangkan dalam menentukal biaya pembelian.

D. Penilaian
1. Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO

(First In First Out). Harga perolehan dari barang-

barang yang pertama kali dibeli/diperoleh akan
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menjadi harga barang yang digunakan/dijual
pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir

dihitung dimulai dari harga perolehan terakhir; dan

2. Persediaan atas obat hibah dari

Pemprov/Kemenkes/berasal dari masyarakat dinilai

<iengan menggunakan niiai wajar.

E. Penyajiaa
1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar;

2. Persediaan disajikan sebesar:

a. Biaya perolehal apabila diperoleh dengan

pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi

harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya

penangan€rn dan biaya iainnya yang sec€rra

langsung dapat dibebankan pada perolehan

persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya

yang serLrpa mengurangi biaya perolehan;

b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan

memproduksi sendiri. Harga pokok produksi

persediaan meliputi biaya langsung yang terkait

dengan perseciiaan yang diprociuksi <ian biaya

tidak langsung yang dialokasikan secara

sistematis;

c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara

lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar

persediaan meliputi nilai tukar aset atau

penyelesaian kewajiban arrtar pihak yang

memahami <ian berkeinginan meiakukan

transaksi wajar (arm length transaction).

F. Penguagkapaa
Hai-hai yang perlu diungkapkan ciaiam Catatan

atas Laporan Keuangan:

a. Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam

pengukuran persediaan;

b. Persediaan seperti obat-obatan atau barang atau

perlengkapan yang digunakal dalam pelayanan

masyarakat, barang yang disimpan untuk dijual atau

rfiserahkan kepa<ia masyarakat; <ian
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C Jenis, jumlah, dan nilai persediaan obat dalam

kondisi n_ sak atau llsang, dijelaskan dalam Catatan

atas l,aporan Keuangan.

III.l.4 Uang Muka BelaaJa

A. Defirtst
1. Uang muka belanja menurut tujuan penggunaanya

dibagi menjadi dua jenis, yaitu Uang Panjar dinas

dan Uang Panjar pembelian barang/jasa.

2. Uang Panjar <iinas atialah pembayaran di muka

untuk suatu kegiatan mendesak BLUD RSUD

Konawe Selatan yang belum diketahui secara pasti

jumlah beban/ pengeluaran yang sebenarnya untuk
kegiatan tersebut dan harus dipertanggungiawabkan

setelah kegiatan tersebut selesai.

3. Uang Panjar pembelian barang/jasa adalah

pembayaran di muka kepada pemasokT'rekanan atas

pembelian barang/jasa yarlg pada saat pembayaran

tersebut dilakukan barang/jasa tersebut belum

diterima oleh BLUD RSUD Konawe Selatan dan

pembayaran di muka tersebut harus diperhitungkan

sebagai bagran pembayaran barang/jasa yang

diberikan pada saat penyelesaian.

B. Dasar Pengaturan

1. Kerangka Dasar Penyusunal dan Penyajian Laporan

Keuangan (KDPPLK) paragraf 89;

2. PSAK 1paragraf42.

C. PenJelasan

1. Uang muka belanja berfungsi antara lain untuk

membiayai kelancaran beban operasional BLUD

RSUD Konawe Selatan maupun pihak ketiga.

2. Uang Panjar, antara lain:

a. Uang Panjerr dinas; dan

b. Uang Panjar kepada rekanan.
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D. Perlakuan Akuattansi

1. Pengakuan

a. Uang muka belanja diakui pada saat

pembayaran kas sebesar jumlah

dibayarkan;

b. Uang mui<a dinas berkurang pada saat

dipertanggung jawabkan;

yang

c. Uang Panjar pembelian barang/jasa berkurang

pacia saat barangljasa diterima.

2. Pengukuran

a. Uang Panjar diakui sebesar jumlah yalg dibayarkan;

b. Pada akhir periode pelaporan, Uang Paniar diakui

sebesar nilai barangljasa/manfaat atau

setaranya yang belum diakui/ dibebankan pada

periode berjalan.

3. Penyajian

a. Uang muka belanja disajikan pada kelompok pos

aset lancar dalam neraca;

b. Ualg muka belanja disajikan secara neto setelah

dikurangi pengakuan/pembebanan periode

berjalan.

4. Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

a. Nilai pe{anjian;

b. Jangka waktu perjanjian dan pembebanan tiap tahun.

III.2 KebtJakaa

Akuntangi Investasi

A.Umum

1. Tujuan

T\.rjuan kebijakan akuntansi investasi adalah untuk

mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan

informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam

laporan keuangan.

2. Ruang Lingkup

a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian

investasi jangka pendek daiam laporan keuangan
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untuk tujuan umurn yang disusun dan disajikan

dengan trasis aknral yang meliputi : definisi,

klasifrkasi, pengakuan, pengukuran dan metode

penilaial investasi, serta pengungkapan pada laporan

keuangan.

b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk errtitas

akuntansi dan entitas pelaporan pada BLUD RSUD

Konawe Selatan yang memperoleh anggaran

berdasarkan APBD, darr Non-APBD, dan BLUD.

3. Delinisi

a. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk
memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen

dan royalti, aLau maniaat sosial, sehingga dapat

meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka

pelayanan kepada masyarakat;

b. investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan

oleh BLUD untuk memanfaatkan surplus anggaran

untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang

dan memanfaatkan dana yang belum disunakan

untuk investasi jangka pendek dalam rangka

manajemen kas;

c. Manfaat sosial yang dimaksud dalam standar ini
adalah manfaar yang ridak dapat riiukur iarrgsung

dengan satuan uang n amun berpengaruh pada

peningkatan pelayanan BLUD pada masyarakat luas

maupun golongan masyarakat tertentu;

d. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang

mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan;

e. Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang

mencatat niiai investasi awal berdasarkan harga

perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian

disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas

kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima

investasi (inuesteel yang terjadi sesudah perolehan

awal investasi;

f. Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas

yang dibayarkanT dikeiuarkan atau nilai wajar
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berdasarkan pertimbangan tertentu untuk

mendapatkan suatu aset investasi pada saat

perolehannya;

g. Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat

berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar

saham dan obiigasi;

h. Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari

penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif

antara pihak-pihak yang independen:

i. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaial

kewajiban antar pihak yang memahami dan

berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar;

j. Perusahaan asosiasi acialah suatu perusahaan yang

investornya mempunyai pengaruh signilikan dan

bukan merupakan anak perusahaan maupun joinl

uenhre dari investornya.

B. Xlasifikasi

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu

investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Pos-

pos investasi menurut PSAP Berbasis Akruai Nomor 13,

antara lain:

I. lnvestasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang

memiliki karakteristik dapat segera

diperjualbelikan/dicairkan dalam walrhr 3 bulan sampai

dengan 12 trulan- Investasi jangka pendek triasanya

digunakan untuk nrjuan manajemen kas dimana

pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika
muncul kebutuhan akan kas. Investasi jalgka pendek

biasanya berisiko rendah. Investasi Jangka Pendek

berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi

masuk klasihkasi Kas dan Setara Kas jika investasi

dimaksud mempunvai masa,iatuh tempo kurang dari 3
bulan dari tanggal perolehannya.

2. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupalan investasi yalg
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pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan.

lnvestasi jangka panjang ditragi menrrnrt sifatnya, yaitrr:

a. Investasi Jangka Panjang Nonpermanen

Investasi jangka panjang nonpernanen merupakan

investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk
dimiliki secara tidak berkeianjutan atau suatu waktu

alan dijual atau ditarik kembali.

b. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi -iangka panjang perrnanen merupakan

investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk
dimiliki secara berkelanjutan atau tidal< untuk
diperjualbelikan atau ditarik kembali. Dalam Bagan

Akun Standar, investasi <iikiasifikasikan sebagai

berikut:

Tabel 3.7
Klasilltasi Iavestasi

Investasi Jangka
Panjang Non
Perrnanen Investasi kenada Radan fl5alla

Milik Daerah

Investasi dalam Proyek

Investasi
Jangka
Panjang
Permanen

Pem

YC Morial Ke da BiituiN

Investasi dalam Saham
Investasi dalam Deposito
Investasi dalam SUN
Investasi dalam SBI
Investasi dalam SPN

Investasi
Jangka
Pendek

Investasi Jaagka Pendek Lainnya
Investasi kepada Badan Usaha
Milik Negara

Investasi kepada Badan Usaha
Milik Swasta
Investasi dalam Obligasi

Dana Bergulir
Deposito Jangka Panjang
Investasi Non Permanen

rtaan Modal Ke da BUMDPe

Penyertaan Modal Kepada Badan
Usaha Milik Swasta
Investasi Permanen Lainnya
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C. Pengakuan

1. Pengeluaran kas dan atau aset, penerimaan hibah dalam

bentuk investasi dan perubahan piutang dapat diakui

sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai

berikut:

a. BLUD kemungkinan akan memperoleh manfaat

ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di

masa depan dengan tingkat kepastian cukup.

Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian

mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial

atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-

bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang

pertama kal.i.

b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur

secara memadat (reliablel, biasanya didasarkan pada

bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi

biaya perolehErnnya. Jika transaksi tidak dapat diukur

berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan

estimasi yang iayak juga dapat <iiiakukan.

2. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas

dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi

dan perubahan piutang menjadi investasi memenuhi

kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu

mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi

dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan

datang berciasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat

pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian

yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang al(an datang

atau _iasa potensial yang akan diperoleh memerlukan

suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh

manfaat dari aset tersebut dan akan menang4ung risiko

yang mungkin timbul.

D. Pengukuraa

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis

investasinya. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran

investasi untuk rnasing- masing jenis-



-58-

1. Pengukuran investasi jangka pendek:

a. Investasi dalam bentuk surat bcrharga:

1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka

dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya

mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan

biaya lainnya;

2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka

dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
L, I-,,--+^-: l^l^- L^-+,,1. -^- ^^L^- I;^^+^c ^^L^^^-

nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu
6 (enam) bulan.

2. Pengukuran investasi jangka panjang:

a. Investasi perfl1€r-nen dicatat sebesar biaya

perolehannya meliputi harga tralsaksi investasi

berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam

rangka perolehan investasi berkenaan.

b. Investasi nonpenn€rnen:

1) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki
berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya;

2) investasi dalam bentuk dana talangan unf.ik
penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan

dinilai sebesar nilai bersih yang dapat

direalisasikan;

3) penanaman modal di proyek-proyek pembangunal

pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai
sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang

dikeluarkan untuk percncanaan dan biay'a lain
yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian

proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak

ketiga.

3. Pengukural investasi yang diperoleh dari nilai aset yang

disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai

sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi

terscbut jika harga perolehannya tida-li ada.

4. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam

valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan

menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang

berlaku pada tanggal transaksi.
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E. Metode Penilalaa Investasi

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga

metode yaitu:

1. Metode biaya

Inrstasi pemerintah daerah y'ang dinilai menggunakan

metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil

dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang

diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi

pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2. Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan

metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan

investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba

atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah

ciaerah seteiah tanggai peroiehan. Bagtan iaba yang

diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang

diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai

investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai

pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga

diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi

rumah sakit, misalnya adanya perubahan yang timbul

a-i<ibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan

menggunakan metode nilai bersih yang dapat

direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang

akal diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai

bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama

untuk kepemiiikan yang akan <iiiepasidijuai daiam

jangka waktu dekat. Penggunaan metode-metode tersebut

di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

a. Kepemilikan kurang dari 2Oo/o (dua puluh persen)

menggunalan metode biaya;

b. Kepemilikan 2Oo/o (dua puluh persen) sampai 5O%

(lima uluh persen), atau kepemilikan kurang dari 2oo/o

(<iua puiuh persen) tetapi memiliki pengaruh yang
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signilikan menggunakan metode ekuitas;

c. Kepemilikan lebih dari 5oo/n (lima puluh persen)

menggunal€n metode ekuitas;

d. Kepemilikan bersifat nonpeflnzrnen menggunakan

metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase

kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang

menentukan dalam pemilihan metode penilaiaa investasi,
.-.--: ----- 1^t^:l- 

-^----L-l-^- 
^J-l-l^ .:--1-^. 

-^--^--l^LELAPI Jiarrt rruur rrlErrEllrur1'4lr ducua1'l l ur rEAd.L PErrBi ulr

(the degree of influencel atau pengendalian terhadap

perusahaan inuestee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau

pengendalian pada perusah aan inuestee, antara lain:

1. Kemampuzrn mempengaruhi komposisi dewan komisaris;

2. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;

3. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti

dewan direksi perusahaan inuestee;

4. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas

suara dalam rapat/pertemual dewan direksi.

F. PenyaJian

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset

Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan

sebagai bagian ciari Invcsiasi jangka Panjang ytrng kemurjian

dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi

Permanen. Berikut adalah contoh penyajian investasi jangka

pendek dan jangka Panjang dalam neraca.

G. Pengungkapaa

Hd-hal lain yang han.rs diungkapkan dalam laporan keuangan

BLUD berkaitan dengan investasi, antara lain:

a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan niiai investasi;

b. Jenis-jenis investasi, investasi pe[nzrnen, dan non permanen;

c. Perubahan harga paszrr investasi jangka pendek

maupun investasi jangka pan_iang;

d. Penurunan nilai investasi yang sigrrilikan dan penyebab

penumn€rn tersebut;

e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan

penerapannya; <ian
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f. Perubahan pos investasi.

Tabel 3.3

Posisi Investasl Jangka PanJang dl Neraca

Uraian 20x7 2oxo

ASET

ASET LANCAR

Kas di Kas Daerah

Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Penerimaan

Persediaan

Uang Muka Belanja

Investasi fangka Pendek

Piutang Pajak

fumlah Aset Lancar

INVESTASI JANGKA PANIANG

Investasi Nonpermanen

Piniaman Kepada Perusahaan Negara

Piniaman Kepada Perusahaan Daerah

Pinjaman Kepada Pemer-intah Daerah Lainnya

Investasi dalam Surat Utang Negara

Investasi dalam Proyek Pembangunan

Investasi Nonpermanen i.ainnya

Iumlah Investasi Nonpermanen

Investasi Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Investasi Permanen Lainnya

lumlah Investasi Permanen

fumlah Investasi langka Paniang

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Xxx xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xro(

Xxx xxx

xxx xxx

Xxx xxx

Xxx xxx

I

I
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III.3 Kebijakaa Akuntaasi Aset Tetap

A. Um-.rm

1. Tujuan

Kebijakan akuntansi aset tetap adalah mengatur perlakuan

akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, pengukuran,

peny ajiarr dan pengungkaparr sei'ta penentiia-n dan perlakuan

akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat

aset tetap.

2. Ruanglingkup

a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian

seluruh aset tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan
umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual;

L n^-----^.^ ^-- l-^i-:.:^1-^-^u. rErrlJdtaa.tr 
^E 

u.rJ iaaalrr llrr lrE-t ri t^rl ulrLuai tlltlLds d.tt'ullLirilsl

dan entitas pelaporan pada BLUD RSUD Konawe Selatan

yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, dan Non-

APBD, dan BLUD.

3. Definisi

a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau

dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa
'l^1.. l^- l^-i-^-^ 

-^-^f^^. 
^l-^-^-: l^- /^4^-. ^^-:^t l:lcrll,l Lranr Lldl rrrtcfrrcr lrtcurrdclr cllullullll u4tr/ aLi1u sLrslall lll

masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah

daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk

sumberdaya non keuangan yang diperlukan untuk
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-

sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan

budaya;

b. Nilai waja-r adala-h nilai tutai asct atau pcnyelcsaian

kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan

untuk melakukan transaksi wajar;

c. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap

semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga

siap pakai;

d. Manfaat sosial yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah

-^-a^^+ 
-,^-- +:l^'l- l^-^+ l;',1-'- t---^'.-- ,.1^-^^F d-+!!--Iiiiiiiiiaial JdrrB aiijiiii i'iarPaiL \-.l.qr\qr tanr6sLrrr6 u(-r.t6d.rr nc( LLr.Ll.1

uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan

pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan

masyarakat tertentu;
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e. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang

dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan

untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau

konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan

tempat yang siap untuk dipergunakan.

f. Masa manfaat adalah:

1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk

aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau

2) .h:mlah produksi atau unit serupa yarg diharapkan

diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan

dan/ atau pemerintahan publik.

a) Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat

diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset

setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan;

b) Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai

buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu

aset setelah dikurangi akumulasi penJ,'usutan;

c) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai

suatu aset tetap yang dapat disusutkan (Depreciable

Assersj seiama masa manfaat aset tetap yang

bersangkutan;

d) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang

sedang dalam proses pembangunan;

e) Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan

secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau

suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama

iain atau saling tergantung dalam hai rancangan,

teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan

utama;

f) Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan

kontrak untuk membangun aset atau memberikan

jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain

sesuai dengan spesfikasi yang ditetapkan dalam

kontrak konstruksi;

d Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh

kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam

rangka kontrak kon struksi;
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h) Klaim adalah jumlah jumlah yang diminta kontraktor

kepada pember-i kerja sebagai penggantian biaya-

biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak;

i) Pemberi ke{a adalah entitas yang mengadakan

kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk

membangun atau memberikan jasa konstruksi;

j) Retensi adalah jumlah termin (Ttrogress billing) yang

belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang

ditentukan dalam kontrak untuk pernbay'aran

jumlah tersebut;

k) Termin (progress billing) adalah jumlah yang ditagih

untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu

kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum

dibayar oleh pemberi kerja.

4. Klasifikasi

a. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam

sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1) Tanah;

2) Pernlatan dan Mesin;

3) Gedung dan Bangunan;

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;

5) Aset Tetap Lainnya;

6) Konstruksi dalam Pengerjaan.

b. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah

yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam

kegiatan operasionai pemerintah dan rialam kondisi siap

dipakai. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan

untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

c. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan

bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai

dalam kegiatal operasional pemerintah dan dalam kondisi

siap dipakai.

d. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan

bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan

lainnya yang nilainya signilikan dan masa manfaatnya lebih

dan 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
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e. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan

jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki

dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap

dipakai.

f. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat

dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap cii atas, yang

diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional

pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

g. Konstn:ksi dalam pengerjaal mencak'-rp aset tetap yang

sedang dalam proses pembangunan narnun pada tanggal

laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

h. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan

operasionai pemerintah tidak memenuiri ciefinisi aset tetap

dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai

tercatatnya.

B. Pengakuaa Aset Tetap

1. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat

diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk

dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai

berikut:

a. Berwujud;

b. Mempunyai masa manfaat iebih dari 12 (dua belas) bulan;

c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal
entitas;

e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;

f. Barang yang dibeli merupakan obyek pemeliharaan atau

barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk

dipelihara;

g. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran

untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan

minima-l kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan;

h. Pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada

saat realisasi belanja modal sudah selesai 1007o (seratus

persen) pembangunannya dan siap digunakan.

2. Aset tetap diakui ketii<a BLUD meiakrlk:an pengeluaral kas
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untuk memperoleh aset yang penganggarannya melalui belanja

modal. Apahila per .31 f)esember pekerjaan belanja morlal

tersebut belum selesai, mal<a dilakukan reklasifikasi dari aset

tetap menjadi konstruksi dalam pengerjaan.

3. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai

manfaat iebih dari i2 (dua beias) bulan, suatu entitas harus

menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan

oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung,

bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat

berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi

pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke

suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan

menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Sebeium hai ini
terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

4. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk
dirnrnalzan ^lah namarintah nalah nanrtrrlzrr-a Lariafon

operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual atau

diserahkan kepada pihak lain.

5. Pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti
bahw-a telah terja,li perpindahan hak kepemilikan daa/atau
penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti
kepemilikan kendaraan bermotor.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti
secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses

administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang

masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat

kepemilikannya di instansi ber*'enang, maka aset tetap

tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa

penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya

telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah

atas nama pemilik sebelumnya.

6. Apabila mempunyai aset tetap bersejarah, maka

barang/bangunan peninggalan sejarah tersebut sulit ditaksir

nilai w-a.jarny'a. Schingga atas aset tetap tersebut tidak disajikan

dalam neraca tetapi cukup diungkapkan dalam Catatan atas

Laporan Keuangan sebatas nilai kuantitasnya.
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7- Aset diakui:

a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh

oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya

yang dapat diukur dengan andal;

b. pada saat diterima atau kepemilikannya daa/ atau

kepenguasaannya berpindah.

8. Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

a. Pada dasarnya pengeluaran untuk aset tetap dapat

dikategorikan menjadi belanja r:rodil (capital eryenditures)

dan pengeluaran pendapatan (reuenue eryen dihres);

b. Belanja modal adalah pengeluaran yang harus dicatat

sebagai aset (dikapitalisasi) ;

c. Batasan Jurnlah Biaya Kapitalisasi (Capitalization
Trestnld)

Perolehan Awal Aset Tetap.

f) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah

pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai
aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi,

renovasi, perbaikan atau restorasi.

2) Nilai Satuan I\,Iinimum Kapitalisasi Aset Tetap

menentukan apakah perolehan suatu aset harus

dikapitalisasi atau tidak.

9. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset

tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap iainnya diatur

dalam Peraturan Kepala Daerah.

10. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset

tetap konstruksi akan diatur dalam Peraturan Bupati Konawe

Selatan tentang Penyusutan Aset Tetap.

11. Pengeluaran belanja pengadaan baru untuk aset yang

memenuhi kriteria berwujud, mempunyai masa manfaat lebih

dai 12 (dua beias) buian, biaya peroiehan aset <iapat diukur

secara andal dan tidak dimalsudkan untuk dijual dalam

operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan

maksud untuk dizunakan, tetapi nilainya dibawah batasan

nilai satuan minimum kapitalisasi sebagaimana diatas dicatat

secara terpisah dari daftar aset tetap (extra comptable), tetapi

dicatat pada Laporan Barang Milik Daerah.



-68-

C. Peagukuran Aset Tetap
1. Nilai Perolehan Aset Tetap

a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabita penilaian

aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak
memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai

wajar pada saat peroiehan;

b. Penggunaan nilai wajar pada saat perolehan bukan

merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan

tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali

yang dimalsud hanya diterapkan pada penilaian untuk
periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan

awal;

c. Pengukuran dapat dipertimbangkan andai biia terciapat

transaksi pertukaran dengan bulrti pembelian aset tetap

yang mengidentilikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu

aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu

pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat

diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas

tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga ke{a dan

biaya iain yang digunakan dalam proses konstruksi;

d. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara

swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga ke{a,
L^L^- l-^l^, l^- l-:^-,^ +:l^l- l^---,.-- +-*^-,,I. 'Li^,,^Ltqrr r-,rqJ q rrrlrq^ ranl6s''u16 tul rrraoq^ vral q

perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik,

sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang te{adi

berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut;

e. Biaya yang dapat kapitaiisasi secara iangsung adalah:

l) Biaya Konstruksi Fisik

Yaitu besarnya biaya yang dapat digunakan untuk

membiayai pelal<sanaan konstruksi fisik pembangunan,

yang dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan

secara kontraktual.

2l Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi

Yaitu iresarnya biaya maksimum yang dapat digunakan

untuk membiayai perencanaan pembangunan, yang

dilakukan oleh penyedia jasa perencalaan.
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3) Biaya Pengawasan Konstruksi

Yaitr: besarnya hiaya maksimrrm yang dapat digrnakan

untuk membiayai pengawasan pembang.tnErn, yang

dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan.

4) Biaya Pengelolaan Kegiataa

Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan

untuk membiayai kegiatan pengelolaan pembangunan.

f. Biaya Pengelolaan Kegiatan terdiri dari:

1) Biaya operasional unsur Pengguna Angqaran

Biaya honorarium staf dan paaitia lelang, perjalanan

dinas, rapat-rapat, proses pelelangan, bahan dan alat

yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan, serta

persiapan dan pengiriman keiengkapan

administrasi/dokumen pendaftaran aset, dan biaya

lainnya.

2l Bialra operasional unsur Pengelola Teknis

Biaya honorarium pengelola teknis, honorarium tenaga

ahli/ nara sumber (apabila diperlukan), perjalanan dinas,

transport lokal, biaya rapat, biaya pembelian/penyewaan

bahan dan aiat yang berkaitan dengan kegiatan yang

bersangkutan dan biaya lainnya.

2. Komponen Biaya

a. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinl'a

atau konstruksinya, termasuk pajak, bea impor dan setiap

biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam

membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset

tersebut dapat bekerja untnk penggunaan yang

dimaksudkan;

b. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung
adalah:

1) biaya perencan€an;

2) biaya lelang;

3) biaya persiapan tempat;

4) biaya pengiriman at;ral (initial deliueryll dan biaya simpan

dan bongkar muat (lnndlirq astl;
5) biaya pemasangan (irvstalation astl;
6) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan

7) biaya konstruksi.
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c Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya.

Ria-va perolehan mencalnrp harga pembelian atart hiaya

pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka

memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran,

penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai

tanah tersebut siap pakai. Niiai tanah juga meiiputi nilai

bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut

jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk
dimusnahkan;

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan

jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk
memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap

pakai. Biaya ini antara iain meiiputi harga pembelian, biaya

pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya

untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan

dan mesin tersebut siap digunakan;

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan

seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung

dan bangunan sampai siap pakai.

Biaya ini antara iain meiiputi harga pembelian atau biaya

konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan

pajak;

Biai'a pcrolchan ja1an, jaringan, dan instalasi

menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap

pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya

konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai

jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai;

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkaa seluruh

biaya yang dikeiuarkan untuk memperoieh aset tersebut

sampai siap pakai;

Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan

suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut

tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya

perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi

kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum

d

e

f

6

h

1

tersebut ciapat diatribusikan pada peroiehannya maka
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merupakan bagian dari perolehan aset tetap;

j. Atribusi hiaya aclministrasi dan umum diatrrr sebagai berikut:

1) Pengadaan konstruksi berupa gedung atau jalan dan
jaringan yang diadakan tersendiri (tunggal).

Seluruh biaya administrasi dan umum yang meliputi

honorarium, pedaianan dinas, alat tuiis kantor, dan

seluruh biaya umum dan administrasi lainnya

diatribusikan sebagai perolehan aset tersebut;

2) Pengadaan barang selain konstruksi yang hanya se_ienis

dalam suatu kegiatan. Seluruh biaya administrasi dan

umum yang meliputi honorarium, perjalanan dinas, alat

tulis kantor dan seluruh biaya umum dan administrasi

lainnya <iiatribusikan sebagai peroiehan aset tersebut.

k. Atribusi biaya umum dal administrasi yang terkait

langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non

konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari

satu aset dapat dilakukzrn secara proporsional dengan nilai

aset atau dengan membagi secara prorata dengan jumlah

aset yang diadakan, atau dengan membebankan kepada

aset tertentu yang paling materiai;

l. Atribusi biaya umum dan administratif yang terkait

langsung dengan aset tetap mempertimbangkan biaya dan

".^-f^^+ --l^-^-^- lr:-^l 1-:^,,^ '.^-:+:^ l-l^-^
PLl4ywr a-^1. urqJ <r PurlrLru [r<!15 J <Ir5

merupakan gabungan dari berbagai macam pengadaan

barang modal yang jika harus diatribusikan ke masing-

masing aset tetap jumlahnya tidak terlalu material dan

menimbuikan kesuiitan daiam peiaporan, maka dapat

diatribusikan ke aset- aset tertentu yang memiliki nilai
paling material yang dominan dalam pengadaan tersebut

sepanjang tidak menvesatkan pembaca laporan;

m. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara

swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama

seperti aset yang dibeli;

n. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga

pembelian;

o. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan

aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap
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lainnya diatur dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan;

p. Biaya perolehan srratrr aset yang nilainya memenuhi

batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih,

diklasifikasikan sebagai aset tetap dan dianggarkan datam

belanja modal.

3. Penilaian Awai Aset Tetap

a. Barang berwujud yang memenuhi kualifrkasi untuk diakui

sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap,

pada awalrrya harus diukur berdasarkan biaya perolehan;

b. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset

tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut

diperoleh;

c. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah ciaerah

sebagai hadiah atau donasi.

Sebagai contoh:

1) Tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh

pengembang (deueloper) dengan tanpa nilai, yang

memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun

tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan

kai<i. Suatu aset juga mungkrin riiperoieh tanpa niiai

melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki
pemerintah/ pemerintah daerah.

ot ri:1.^-^-^1.^- n^- h^r^haf^h ^,.1^2., u,Aoj \,r 
^a.^oJ 

i w r Yt \ lrqrr5 Pvr olur or J (Ir5

pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang

tanah dan bangunan yang kemudian akal digunakan

sebagai tempat operasi pemerintahan. Unfirk kedua hal

di atas aset tetap yang diperoleh harus ciiniiai

berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

d. Untuk keperluan penJrusunan neraca awal suatu entitas

pelaporan, biaya perolehan aset tetap yang digunakan -iika
perolehan aset tersebut lebih dari satu tahun sejak tanggal

neraca adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut

disusun dan jika nilai perolehan aset tersebut dibawah satu

tahun sejak tanggai neraca ciicai:at sebesar harga peroiehan.

Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awa1, atas

perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakaa biaya

perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada;
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e. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang

diperoleh secara gabungan ditentukan dengan

mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan

perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang

bersangkutan;

f. Aset Tetap Digunakan Bersama

1) Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas

Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan

dilakukan/ dicatat oleh Entitas Akuntansi yang

melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan)

terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan

surat keputusan penggunzan oieh Kepala Daerah seiaku

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

2) Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan

(perawatan dan pemeliharaanl hanya oleh Entitas

Akuntansi dan tidak bergantian.

g. Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

1) Pengakuan aset tetap akibat dari pe{anjian kerja sama

ciengan pihak ketiga berupa fasiiitas sosiai dan fasiiitas

umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan

setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau

diakui pada saat penguasaannya berpindah.

2) Pe{anjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasos

fasum mengacu pada Surat lzin Penguasaan

Penggunaan Tanah (SIPPT) yang diterbitkan;

3) Surat perjanjian kerja sama fasos fasum dan SIPPT

dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan secara

ekstra komtabel.

4) Aset tetap yarrg diperoleh dari penyerahan fasos fasum

dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita

Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum

nilai nominal dalam BAST, mal<a fasos/fasum dinilai

berdasarkan niiai wajar pada saat aset tetap fasos fasum

diperoleh dengan mengacu pada Peraturan Bupati

Konawe Selatan yang mengatur fasos/fasum.

5) Dalam rangka pencatatan secana ekstra komptabel atas
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fasoss fasum, informasi yang dicatat sekurang-

kr.rrangnya mencantumkan informasi mengenar bentuk

dan volume aset iasos/fasum.

h. Pertukaran Aset (Exclnnge ofAssets)

1) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran

atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa

atau aset lainnya. Biaya dari pos semacrm itu diukur
berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai
ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas seteiah

disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas

yang ditransfer/ diserahkan.

2) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran

atas suatu aset yang sempa yang memiiiki manfaat yang

serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset

tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan

kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut

tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam

transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat

sebesar nilai tercatat (carryiW amount) atas aset yang

dilepas.

3) Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat

memberikan bukti adanya suatu pengurangan

(impairment) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi

seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-

bukukan (uritten doun) dan nilai setelah diturun-nilai-

bukukan (witien doun) tersebut merupalan nilai aset

yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang

serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin,

peralatal khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat

aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal

ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan

tidak mempunyai nilai yang sama.

i. Aset Donasi

1) Aset tetap yang diperoieh <iari sumbalgan (donasi) harus

dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

2) Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer

tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas,
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J

misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan

bangunan yang dimilikin5ra unhrk eligrrnakan oleh satu

unit pemerintah daerah. Tanpa persyarata-n apapun.

Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila

didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya

secara hukum, seperti adanya ai<ra hibah.

3) Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset

tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas

lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu

perusahaan swasta membangun aset tetap untuk
pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya

kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai.

Perolehan aset tetap tersebut harus diperiakukan seperti

perolehan aset tetap dengal perhrkaran.

4) Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria
perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut dapat

diakui sebagai pendapatan-LO operasional/pendapatan

hibah dan dilaporkan dalam laporan operasional

pemerintah daerah dan disajikan di Neraca sesuai

sebagai dengan aset donasi yang diterima dengan

penjelasan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Eryendihres)

1) Setelah pcrolchan, masih terdapat biaya biaya yang

muncul selama penggunaan aset tetap. Misa-lnya biaya

pemeliharaan (maintenance), penambahan (additions),

penggantian (replacement) atau perbaikan (repairs).

Pengeluaran- pengeluaral tersebut ciapat dikategorikan

menjadi belanja modal (capital eryenditures) dan

pengeluaran pendapatan (reuerue expenditures).

2) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap

yang memperpanjang masa manfaat atau yang

kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa

yang akan datang dalam bentuk peningkatan

kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan

mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan

standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan

minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus
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ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset

yang hersalgkrrtal.

3) Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjzrng masa

manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa

datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume,

peningkatan efisiensi, peningkatan mutrr produksi, arau

peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/

perbaikan/ penambahan yang merupakan pemeliharaan

rutin/ berkala/ terjadwal atau yang dimaksudkan hanya

untuk mempertahankan aset tetap tersebut agaJ

berfungsi baik/ normal, atau hanya untuk sekedar

memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

4) Niiai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk
pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud diatur

dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan

k. Pengukuran Berikutnya (_Subsequent Measurementl Terhadap

Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap

tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi

kondisi yang memungkinkan peniiaian kembali, maka aser

tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-

masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

4. Penltrsutan .{set Tetap

a. Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai

suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets)

selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

b. Nilai pen)rusutan untrrk masing-masing periode diakui

sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca

dan beban penJrusutan dalam laporal operasional.

c. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus

ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar

dari estimasi sebelumnya, pen1rusutan periode sekarang

dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

d. Metode penyusutan yang dipergunakan yakni metode garis

lurus /straigfu line m.ettnd).

e. Metode pen3rusutan yang digunakan adalah metode garis

lurus lrsfroight line m.ethod). Nilai penyusutan untuk masing-
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masing periode diakui sebagai beban penJrusutan dan

dicatat pada Akrrmulasi penyusutan Aset Tetap sebagai

pengurang nilai aset tetap.

f. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk
masing-masing kelompok aset tetap diatur dalam Peraturan

Bupati Konawe Seiatan tentang Penyusutan Aset.

g. Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah dan

konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan,

hewan ternak, dan tanaman.

h. Perhitungan Penyusutan Aset Tetap dimulai sejak tahun
perolehan, dengan menggunakan pendekatan bulan

penggunaan dan meskipun tanggal perolehan aset tersebut

pada akhir buian, penyusutan dihitrrng satLl bulan penuh.

i. Aset Tetap yang direklasilikasikan sebagai Aset Lainnya

dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

dan Aset i.CIe disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

j. Penl'usutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yalg
direklasilikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:

1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan

dokumensumber yang sah dan teiah diusuikan kepacia

Pengelola Barang untuk dilakukan penghapuszrnnya;

dan

2) Asct Tetap dalam kondisi rusali bcrat dan/atau usang

yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk

dilakukan penghapusan.

5. Penilaian Kenbali Aset Tetap (ReualuatloS

a. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak

diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah

daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya

peroiehan atau harga pertukaran.

Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan

berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara

nasional;

b. Laporan keuangan harus menjelaskan mengenai

penyimpangan da-ri konsep biaya perolehan didalam

penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut

terhadap gambaran keuangan suatu entitas.
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c. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap

dibrrkrkan dalam ekuitas dana.

6. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (retirement and disposal)

a. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan

atau bila aset secara pefinanen dihentikan penggunaannya

dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

b. Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi

dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan, ketika dilepaskan atau bila aset secara

permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak

memiliki manfaat ekonomik/ sosial signifikan di masa yang

akan datalg setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah

danl atau dengan perserujuan DPRD.

c. Dalam hal penghentian aset tetap merupakan akibat dari

pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan

sehingga pada saat terjadinlra transaksi belum seluruh nilai

buku aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka

selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan

nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai

penambah atau pengurang ekuitas. Penerimaan kas ai<ibat

penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan

pada Laporan Realisasi Anggaran.

.l A^-+ --- J:L--+:1.^h ^+^rr .lil----L\-(oP -yor.tii suLlxq P\-l uro qrlwPqr

harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam

Catatan atas Laporan Keuangan. Termasuk dalam aset

tetap yang secara perrnanen dihentikan/dilepas adalah aset
r : ^ ^.-^ r-'r - ^ --, r :r^ :r^ ^ r^ r- ^ .^ ^t ^t Pemerintalr Daer-alhLClap Ji,.rrB urscr arr^ir-rr/ llllllucull(?ut ulEll

kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pihak lain

berdasarkan Berita Acara Serah Terima;

e. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif
pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap

karena rusak berat/hilang/usang dan sebagainya sebelum

ada SK Penghapusan harus dipindahkan ke pos aset

lainny-a berdasarkan usiilari penghapusan sesuai dcngan

nilai tercatatnya dan diungkapkan dalam Catatan atas

Laporan Keuangan.

f. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif
pemerintah karena tidak memenuhi dehnisi aset tetap dan
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dipindahkan ke pos lain-aset lainnya sebesar nilai
tercatatnya (nilai perolehan dan akumulasi penyusutan!.

7. Reklasifrkasi Aset Tetap

a. Pemindahan kelompok aset tetap ke aset lainnya dalam

akuntansi disebut sebagai reklasifrkasi aset.

b. Aset tetap ya,1g dihentikan dari penggunaarl aktif
pemerintah tidak memenuhi delinisi aset tetap dan harus

dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai

tercatatnya.

c. Suatu aset tetap yang dihentikan atau dihapuskan tidak

memenuhi definisi aset tetap. Namun demikian, aset

tersebut belum dapat dieliminasi dari neraca karena proses
-^^- -l- ^-!.:^-- --^-^ - 1 ^l^:l^ -l:l-^-- ^l -^l^^ -^.: -^-:-^ 

l^l-.^-- ---- ^--PErrBrrerlLrcur J d-rrB rEuur Lrlrt'srrcLl sE u4Ed-r PEurl.l-rua1r1[4rrB.uli1]l

dan penghapusan masih berlangsung. Dengan kata lain,

dokumen sumber untuk melakukan penghapusbukuan

belum diterbitkan, sehingga mengatur bahwa aset dengan

kondisi demikian harus dipindahkan dari aset tetap ke aset

lainnya.

d. Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan
^^-^-:^-^ ----l-.,. +:l^l- 

-^-:^l^ 
1^-^-^-scPiarua,'rrB w irrlLrl, Lr\rar5. rrr EaurLurrB PEr rrrLrr raPLrr dlr.

8. Koreksi Aset Tetap

a. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-

pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi

sesuai dengan yang seharusnya.

b. Koreksi aset tetap dilakukan dengan menambah atau

mengurangi akun aset tetap yang bersangkutal.

c. Koreksi meliputi koreksi sistemik dan koreksi non sistemik.

Dari sisi transaksi, koreksi mencakup transaksi

pendapatan, belanja, penerimaan, pengeluaran dan koreksi

akun neraca. Dari periodenj/a, koreksi dapat dibedakan

menjadi koreksi untuk tahun berjalan, koreksi periode lalu

pada saat laporan keuangan periode terkait belum

diterbitkan, dan koreksi periode lalu pada saat laporan

keuangan periode terkait teiah ciiterbitkan. Termasuk dalam

lingkup koreksi adalah temuan pemeriksaan yang

diharuskan untuk dikoreksi.

d. Koreksi ditakukan oleh SKPD Yang bersangkutan dan
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dilaporkan secara berjenjang, sampai dengan pemerintah

daerah. Kadangkala untrrk mengejar waktu penyampaian

laporan keuangan, koreksi dapat dilakukan secara

sentralistik di kantor pemerintah daerah, baru kemudian

didistribusikan pada entitas akuntansi di bawahnya untuk
meiakukan penyesuaian.

Koreksi aset tetap dapat dilakukan kapan saja, tidak
tergantung pada periode pelaporan dan wal<tu penJrusunan

laporan. Pada umumnya koreksi aset tetap dilakukan pada

saat ditemukan kesalahan.

D. Pengunglapaa Aset Tetap

1. Laporan keuangan hanrs mengungkapkarr untuk masing-

masing jenis aset tetap sebagai berikut:

a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan

nilai tercatat (carrying amont);

b. Rekonsiiiasi jumiah tercatat pada awal dan akhir periode

yang menunjukkan:

l) penambahan;

2) pelepasan;

3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;

4) mutasi aset tetap lainnya.

c. Informasi penJrusutan, meliputi:

1) Niiai pen5rusutan;

2) Metode penyusutan yang digunakan;

3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunalan;
4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penJrusutan pada awal

dan akhir periode.

2. I-aporan keuangan juga harus mengungkapkan:

a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;

b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan

dengan aset tetap;

c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
dan

d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

3. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-

hal berikut harus diungkapkan:

a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;

e
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dilaporkan secara berjenjang, sampai dengan pemerintah

daerah. Kadangkala untuk mengejar" waktu penyampaian

laporan keuangan, koreksi dapat dilakukan secara

sentralistik di kantor pemerintah daerah, baru kemudian

didistribusikan pada entitas akuntansi di bawahnya untuk
melakukan penyesuaian.

Koreksi aset tetap dapat dilakukan kapan saja, tidak

tergantung pada periode pelaporan dan waktu penyusunan

laporan. Pada umumnya koreksi aset tetap dilakukan pada

saat ditemukan kesalahan.

D. Peagungkapan Aset Tetap

1. Laporan kerrangan harls mengungkapkan untuk masing-

masing jenis aset tetap sebagai berikut:

a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan

nilai tercatat (canying amant);

b. Rekonsiiiasi jumlah tercatat pada awal dal akhir periode

yang menunjukkan:

l) penambahan;

2) pelepasan;

3) akumulasi penlusutan dan perubahan nilai, jika ada;

4) mutasi aset tetap lainnya.

c. Informasi penJrusutan,meliputi:

i) i.',iiiai penyusuian;

2) Metode penyusutan yang digunakan;

3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
4) nilai tercatat bruto dan akumulasi pen5rusutan pada awal

dan akhir periode.

2. I.aporan keuangal juga harus mengungkapkan:

a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;

b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan

dengan aset tetap;

c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
dan

d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

3. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-

hal berikut harus diungkapkan:

a. Dasar peraturan u,rtuk menilai kembali aset tetap;

e
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b. Tanggal efektif penilaian kembali;

c. Nama penilai independen;

d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk

menentukan biaya pengganti;

e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

4. Aset bersejarah tidak disajikan daiam neraca, narnun

diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan

Keuangal antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset

dimaksud. Penyqiiannya dalam satuan unit
5. Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang

digunakan untuk pemerintah daerah atau masyara-kat umum

dengan nilai pengadaan per unitnya dibawah nilai satuan

minimum kapitaiisasi dicatat secara e&strakomptabel dan

dianggarkan dalam belanja barang/jasa.

6. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional

pemerintah tidal< memenuhi definisi aset tetap dan harus

disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

E. Xl$ifitasi Aset Tetap

1. KebtJakaa Alnrntansi Aset Tetap Tanah

a. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah

yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam

kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi

siap dipakai. Termasuk dalam kiasifrkasi tanah ini adalah

tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan,

irigasi, dan jaringan.

b. Tidak seperti institusi non pemerintah, pemerintah daerah

tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan

dan/atau penguasazur tanah yang dapat dibentuk hak

pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang

dimungi<inkan oieh peraturan perun<iang-undangan yang

berlaku. OIeh karena itu, setelah perolehan awal tanah,

pemerintah daerah tidak memerlukan biaya untuk

mempertahankan hal< atas tanah tersebut. Tanah

memenuhi delinisi aset tetap dan harus diperlakukan

sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

c. Pengadaan tanal: pemerintah yang sejak semula
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dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak

disajikan sebagai aset teta.p tanah, melainkan disajikan

sebagai persediaan.

d. Kepemilikan atas Tanah ditunjukkan dengan adanya bukti
bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau

penguasaan secara hui<um seperti sertifikat tanah.

e. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah,

narnun dikuasai dan/ atau digunakan oleh pemerintah

daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan

disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah,

serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas

Laporan Keuangan.

f. Daiam hai tanah dimiiii<i oleh pemerintah daerah, namun

dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah

tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap

tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkal

secara memadai dalam Catatan atas Laporal Keuangan,

bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak

lain.

g. Daiam hai tanah dimiiiki oleh pemerintah daerah, narnun

dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang

lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca

entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan,

serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas

Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai

dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan

tanah tersebut secara mema<iai <iaiam Catatan atas Laporan

Keualgan.

h. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses

pengadilan:
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1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah,

tanair tersebut dikuasai dan/atau digunakan oieir

pemerintatr, maka tanah tersebut tetap harus dicatat

dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca

pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam

Catatan atas Laporan Keuangan.

2) Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti

kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai

cianT atau <iigunakan oieh pihak iain, maka tanah

tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah

pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara

memadai dalam Catatan atas Laporan Keualgan.

3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah

tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah,

maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan

sebagai aset tetap tanah paria neraca pemerintah, serta

diungkapkan secara memadai dalam Catatal atas

Laporan Keuangan.

4) Dalam hal bukti kepemilikan tana1l ganda, namun tanah

tersebut dikuasai dan/ atau digunakan oleh pihak lain,

maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan

sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah,

namun adanya sertifikat galda harus diungkapkan

secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5) Tanah yang digunakan/dipakai oleh instalsi pemerintah

yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan

dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca

pemerintah, melainkan cukup diungkapkan secara

memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengui<uran

1) Aset tetap berupa Tanah dinilai dengan biaya perolehan.

Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya

perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap

didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
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2) Tanah yang diperoleh melalui pembelian dilakukan

rnelalui pciaksanaan kcgiatan (bclarrja), sehingga niiai
perolehan tanah diakui berdasarkan nilai belanja yang

telah dikeluarkan. Pada umumnya, pembelian tanah

dianggarkan da-lam belanja modal, sehingla pengakuan

aset tetap tanah didahului dengan pengakuan belanja

modal yang telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum

Daerah.

3) Tanah diai<ui pertama kaii sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya

pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkarr dalam

rangka memperoleh hak seperti biaya penggrusan

sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan,

dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah

tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai

bangunan tua yang al<an dimusnakaa yarrg terietak

pada tanah yang dibeli tersebut. Apabila peroleharr

tanah pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan,

maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah

honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja

barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka

perolehan tanah tersebut.

4) Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti
kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik

menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan

tanah.

5) Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah,

seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak

dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah;

5) Aset tetap berupa tanah, berapapun niiai peroiehannya

seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.

Penyajian dan Pengungkapan Tanah

1) Tanah disaiikan di neraca dalam kelompok Aset Tetap

sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset

Tanah diperoleh.

2) Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan

diungkapkan pula:
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a) Dasar penilaian yang digunakan untuk nilai
tercatat

( c arry ing amount) T anah1'

b) Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi

tanah, yang dalam hal tanah tidak ada nilai satuan

minirnum kapitalisasi tanah;

c) Rekonsiliasi nilai tercatat Tanah pada awal dan akhir
periode yang menunjukkan;

d) Penambahan (pembelian, hibah/donasi, pertukaran

aset, reklasilil<asi, dar-r lainnya);

e) Perolehan yang berasal dari pembelian direkonsiliasi

dengan total belanja modal untuk tanah;

f) Pengurangan (penjualan, penghapusan, reklasifikasi).

2. IlebiJakan Akuntrnsi Peral,atan daa Mesln

a. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan

kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris

kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih

dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

b. Wujud Iisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: AIat Berat,

AIat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Kantor dan

Rumah Tangga, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran

dan Kesehatan, AIat Laboratorium, Komputer, Alat

Eksplorasi, Alat PemboralAlat Keselamatan Kerja, Alat

Peraga, serta a,tat Unit lainny a.

c. Peralatan dan mesin yang diperoleh dan yalg dimaksudkan

akan diserahkan kepada pihal< lain, tidak dapat

dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, akan

tetapi dikelompokkan sebagai persediaan.

d. Pengakuan

1) Peralatan dan mesin dapat diakui sebagai aset tetap

apabila memenuhi 5 (lima) kriteria berikut:

a) berwujud;

b) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)
bulan;

c) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

d) tidak dimaksudkan untuk dijual; dan

e) diperoleh dengan maksud untuk digunakan.

2) Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan
apabila terdapat bukti bahwa hak/ kepemilikan telah
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berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan

berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk
kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti
kepemilikan kendaraan.

3) Perolehan peralatan dapat melalui pembetan,

pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan

lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan
dengan pembelian tunai dan angsuran.

4! Perolehan mela,lui pembelia-n dan pembangLrnan

dilakukan melalui mekanisme pelalsanaan kegiatan dan

pengeluaran belanja modal.

5) Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari donasi diakui
pacia saat Peralatan darn Mesin tersebut ciiterirna dan

hak kepemilikannya berpindah.

Pengukuran

1) Peralatan dal mesin dinilai dengan biaya perolehan atau

nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh

2l Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan

jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk
memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap

pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang

berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya

pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung

lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai

peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

3) Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh

melalui kontrak meliputi niiai kontrak, biaya

perenc€rna€rn dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa

konsultan.

4) Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun

dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk

tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung

termasuk biaya perencana€rn dan pengawasan,

perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua

biaya lainnya yang terjadi berkenaal dengan

pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

5) Pengukuran Peralatan dan Mesin harus memperhatikan

kebdakan akuntansi mengenai ketentuan nilai satuan
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minimum kapitalisasi aset tetap.

f. Pengungkapan Peralatan dan Mesin

l) Peralatan dan Mesin disajikan di Neraca dalam

kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehannya atau

nilai wajar pada saat perolehal.

2) Selain itu, dalam Catatan Atas Laporan Keuangan

diungkapkan pula:

a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan
nilai fprno+ot lnamtina nmantatl Daralatan rlar l\itacin.

|\4'l!.1|l},g.lov4lLol

b) Rekonsiliasi nilai tercatat Peralatan dan Mesin pada

awal dan akhir periode yang menunjukkan;

c) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari

Konstruksi daiam Penge{aan, dan peniiaian);

d) Perolehan yang berasal dari pembelian/

pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja

modal untuk Peralatan dan Mesin;

e) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian);

g. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang

berkaitan dengan Peralatan dan Mesin.

Informasi pen3rusutan Peralatan dal Mesin yang

meliputi: nilai penyusutan, metode penfrsutan yang

digunakan, masa manfaat atau tarif penl'usutan

yang ,iiguna-kafl, serta nilai tercatat bruto dan

akumulasi penfrsutan pada awal dan akhir periode.

3. KebtJakan Akuataasl Giedung dan Baagunan
a (1azt,rna ,.t4h h.hmrh.6 man^a121!n aallrnrh dal.hrhd .tohvvqgr^b sq. ,(A^bs^r bvuY..b sl.g^

bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai

dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi

siap dipakai. Termasuk dalam kelompok Gedung dan

Bangunan acialah gedung perkantoran, rumah dinas,

bangunan tempat ibadah, bangunan menara,

monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum,

dan rambu-rambu.

b. Gedung dan bangunan yang dibangun oleh pemerintah,

namun dengan maksud akan diserahkan kepada

masyarakat, seperti rumah yang akan diserahkan kepada

para tra-nsmigran, maka rumah tersebut tidak dapat
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dikelompokkan sebagai Gedung dan Bangrnan, melainkan

disajikan sehagai Persediaan.

Pengakuan

1) Gedung dan bangunan dapat diakui sebagai aset tetap

apabila memenuhi 5 (ima) kriteria berikut:

a) berwujud;

b) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)
bulan;

c) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

d) tidak dimaksudkan untuk dijual; dan

e) diperoleh/dibangun dengan maksud untuk digunakan.

2) Gedung dan bangunan ini tidak mencakup tanah yang

diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan

yang ada di atasnya. Pengakuan Gedung dan Bangunan

dipisahkan dengan tanah di mana gedung dan

bangunan tersebut didirikan.

3) Gedung dan Bangunan diakui pada saat geriung dan

bangunan telah diterima atau diserahkan hak

kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya

berpindah serta telah siap dipakai.

4) Gedung dan Bangunan yang diperoleh bukan dari donasi

diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap

digunakan berdasarkan jumlah belanja modal dan

beianja iainnya yang bisa kapitaiisasi secara langsung

untuk aset tersebut.

5) Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari donasi

diakui pada saat Gedung dan Bangunan tersebut

diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

d. Pengukuran

1) Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh

biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan

bangunan sampai siap pakai.

2) Apabiia penilaia-,r Cedung dan Banguiean dengan

menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan

maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai

wajar/taksiran pada saat perolehan.

3) Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui
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pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, dan

latnnya. Perolehan melaltri pembelian dapat dilaktrkan

dengan pembelian tunai dan €rngsuran. Perolehan

melalui pembangunan dapat dilakukan dengan

membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak

konstruksi.

4) Perolehan melalui pembelian dan pembangunan

didahului dengan pengakuan belanja modal yang a-kan

mengurangi l.,as Umurn Daerah. Dokurnen sumber

untuk merekam pembayaran ini adalah Surat Perintah

Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana.

5) Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun

riengan cara swakeioia meiiputi biaya iangsung untuk
tenaga ke{a, bahan baku, dan biaya tidak langsung

termasuk biaya perenc.rnaan dan pengawas€rn,

perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua

biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan

pembangunan aset tetap tersebut.

6) Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak

konstruksi, biaya peroiehan meiiputi niiai kontrak, biaya

perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa

konsultan, dan pajak.

7) Gedung dal Bangunan yang diperoleh dari sumbangan

(donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

8) Pembelian Gedung dan Bangunan secara mengangsur

pada umumnya berjangka waktu lebih dari satu tahun.

Peroiehan dengan cara demikian akan menimbuikan

utarrg. Perlakuan pembelian Gedung dan Bangunan

secara mengangsur mengacu pada Akuntansi

Kewajiban/Utang.

9) Pengukuran Gedung dan Bangunan harus

memperhatikan kebijakan akuntansi mengenai

ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.

Pengungkapan Gedung dan Bangunan

1) Gedung dan Bangunan disajikan di Neraca dalam

kelompok Aset Tetap sebesar nilai biaya perolehannya

atau nilai wajar pada saat perolehan.
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2) Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan

cliungkapkan pula;

a) Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat

Gedung dan Bangunan;

b) Rekonsiliasi nilai tercatat Gedung dan Bangunan

pada awai <ian akhir periode yang menunjuk:kan:

(1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari

Konstruksi dalam Pengerjaal, dan penilaian);
Iat D6f^t-L^- k--^-^l A^; *-*r--li^^ /
\-t Jor6 Pvrrrvrlrqrr/

pembangulan direkonsiliasi dengan total

belanja modal untuk gedung dan bangunan;

(3) Pengurangan (penjualan, penghapusal, dan

peniiaian).

f. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan

dengan Gedung dan Bangunan;

Irrfnrtnasi rrp?'irnrsrrfah Gedrrno rlan Elancnrnan

meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang

digunakan, masa manfaat atau tarif penl'usutan yang

digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi

penJrusutan pada awai cian akhir periocie.

4. Kebijakaa Akuataasl Jalan,.Iariagan dan Irigasi

a. Ja1an, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan
:^-:--^- --^-- l:t^^----^ ^r^L -^-^-:-.^l^ l^^-^'l^ -^-+^JdI lllBd-rr JdrrB tllrrdrrBrr-lr t rEr.l PElrrtr -Lll Lilr r Lliacl i1l I sEr La

dimiliki dan/ atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan

dalam kondisi siap dipakai.

b. Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut selain digunakan dalam

kegiatan pemerintah daerah juga dimanfaatkal oleh

masyarakat umum.

c. Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan

aciaiah jalan raya, jembataa, bangunan air, instaiasi air

bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum,

jaringan listrik, dan jaringan telepon.

d. Jalan, irigasi, dan _iaringan ini tidak mencakup tanah yang

diperoleh untuk pembalgunal jalan, irigasi dan jaringan.

Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud

dimasukkan dalam kelompok Tanah.
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e. Jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah

daerah, namun dengan maksurl akan diserahkan kepacla

masyarakat, seperti pembangunan jalan perkampungan

yang akan diserahkan kepada pemerintah desa, maka jalan

tersebut tidak dapat dikelompokkan sebagai Jalan, irigasi,

dan jaringan, melainkan disajikan sebagai Persediaan.

f. Pengakuan

1) Jalan, irigasi, dan jaringan dapat diakui sebagai aset

tetap apabila memenuhi 5 (lima) kriteria berikut:

a) berwujud;

b) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)
bulan;

c) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal:

d) tidak dimaksudkan untuk dijual; dan

e) diperoleh/dibangun dengan maksud untuk digunakan.

2l Jalan, irigasi, dan jaringar diakui pada saat jalan,

irigasi, dan jaringan teiah diterima atau diserahkan hak

kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya

berpindah serta telah siap dipakai.

3) Perolehan ,ialan, irigasi, dan jaringan pada umumnya

dengan pembangu.nan baik membangun sendiri

(swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.

4) Jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh mela-lui

pembangrrnan diakui pada periode akuntansi ketiica aset

tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja

modal dan belanja lainnya yang dapat kapitalisasi

secara langsung untuk aset tersebut.

5) Jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh dari donasi

diakui pada saat jalan, irigasi dan jaringan tersebut

diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

g. Pengukuran

1) Jalan, irigasi, dan jaringan dinilai dengan biaya

perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan

meiiputi seluruh biay-a yarg dikel-riarkan untuk

memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap

pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya

konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan

sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
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2l Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang

diperoleh melalui kontrak meliputi bia-va perencanaan

dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya

pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan

pembongkaran.

3) Biaya perolehan untuk jalan, Irigasi dan Jaringan yang

dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan

tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan

bak;, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan

dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan,

pajak dan pembongkaran.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari

sumbangan (<ionasi) dicatat sebesar niiai wajar pacia

saat perolehan.

5) Pengukuran Jalan, Irigasi dan Jaringan harus

memperhatikan kebijakan akuntansi mengenai

ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.

h. Pengungkapan Jalan, Irigasi dan Jaringan

1) Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan di Neraca dalam

kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau niiai

wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

2) Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan

diunekapkan pula:

a) Dasar penilaian yang digunalan untuk mencatat

Jalan, Irigasi, dan Jaringan;

b) Rekonsiliasi nilai tercatat Jalan, Irigasi, dan

Jaringan pada awal dan akhir periode yang

menunjukkan:

(1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari

Konstruksi dalam Penge{aan, dan penilaian);

(21 Perolehan yang berasal dari pembelian/

pembangunan direkonsiliasi dengan total

belanja modal untuk Jalan, Irigasi, dan

Jaringan;

(3) Penguralgal (penjualan, penghapusan, dan

penilaian).
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3) Kebijalan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan

dengan .Ialan, Irigasi, dan .Iar-ingan, yang dalam hal ini

tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi.

4) Informasi penJrusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang

meliputi: nilai penyusutan, metode pen5rusutan yang

digunakan, masa maniaat atau tarif penyusuran yang

digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi

pen5rusutan pada awal dan al<hir periode.

5. KebiJakan Akuataasi Aset Tetap Laial.ya

a. Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat

dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan

Mesin; Gedung dan Bangunan; serta Jalan, Irigasi dan
jari.rrgari, y-ang diperoleh dan dimanfaatkan uirfrik kegiatan

operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya

adalah koleksi perpustakaan / buku dan non buku, barang

bercorak kesenian/ kebudayaan/ olah raga, hewan, ikan,

dan tanaman.

c. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset

Tetap- Renovasi, y-aitu biaya renov-asi atas aset tetap yarrg

bukan miliknya.

d. Pengakuan

1) Aset Tetap Lainnya diakui pada saat aset tersebut telah

diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau

pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap

dipakai.

2) Perolehan Aset Tetap la.inny-a, selain Aset Tctap-

Renovasi pada umumnya melalui pembelian atau

perolehan lain seperti hibah/donasi.

3) Aset Tetap Lainnya yang diperoleh bukan dari donasi

diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap

digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang

diakui untuk aset tersebut.

4) Aset Tetap Lainnya yang diperolch dari donasi diakui
pada saat Aset Tetap l,ainnya tersebut diterima dan hak

kepemilikannya berpindah.

5) Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset

tetap yang bukan milik pemerintah daerah, al<al
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menjadi Aset Tetap-Renovasi dan diklasifikasikan ke

dalam Aset Tetap Lainnya, apabila memenuhi ketentuan

sebagai berikut :

6) Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan

manfaat ekonomik aset tetap misalnya perubahan fungsi

gedung dari gudang rnenjadi ruarlgan kerja dan

kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi

sebagai Aset Tetap- Renovasi. Apabila renovasi atas aset

tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik,

maka dianggap sebagai Belanja Operasional. Aset Tetap-

Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya.

7) Apabila manfaat ekonomik renovasi tersebut lebih dari

satu tahun buku, dan memenuhi butir a di atas, biaya

renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap- Renovasi,

sedangkan apabila manfaat ekonomik renovasi kurang

dari 1 tahun buku, maka pengelua,ran tersebut

diperlakukan sebagai Belanja Operasional tahun

be{alan.

8) Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut

cukup materiai, <ian memenuhi syarat butir a dan b di

atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai

Aset Tetap- Renovasi. Apabila tidak material, biaya

renovasi dianggap sebagai Belan-ia Operasional.

Pengukuran

1) Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan

seiuruh biaya yang dikeiuarkan untuk memperoleh aset

tersebut sampai siap pakai.

2l Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh

melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak,

biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya

perizinan.

3) Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan

meialui swakeioia meiiputi biaya iangsung dan tidak

langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga

kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan

pengawasan, biava perizinan, dan -iasa konsultan.
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4) Pengukuran Aset Tetap Lainnya harus memperhatikan

kebijakan pemerintah tentang ketentuan nilai satuan

minimum kapitalisasi aset tetap.

5) Aset Tetap Lainnya yang dikapitalisasi dibukukal dan

dilaporkan di dalam Neraca. Aset Tetap Lainnya yang

ticiak dikapitaiisasi ticiak dapat diakui cian disajikan

sebagai aset tetap, narnun tetap diungkapkan dalarr

Catatan Atas Laporan Keuangan.

f. Pengungkapan

1) Aset Tetap Lainnya disajikan di Neraca dalam kelompok

Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada

saat perolehan.

2) Se1ain itu di dalam catatan atas laporan keuangan

diungkapkaa pula:

a) Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Aset

Tetap Lainnya;

b) Rekonsiliasi nilai tercatat Aset Tetap Lainnya pada

awal dan akhir periode yang menunjukkan:
(1) Penambahan (perolehal, reklasifikasi dari

Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);

(2) Perolehan yang berasal dari pembelian/

pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja

modal untuk Aset Tetap Lainnya;

(3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan

penilaian).

g. I(ebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan

dengan Aset Tetap Lainnya.

Informasi penyusutan Aset Tetap Ia.innya yang meliputi:

nilai penyusutal, metode pen5rusutan yang digunakan,

masa manfaat atau tarif penJrusutan yang digunakan, serta

nilai tercatat bruto dan akumulasi penJrusutan pada awal

dan akhir periode.

6. KebiJakaa Akuntansl Konetruksl Dalam PengerJaan (KDP)

a. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang

sedang dalam proses pembangunan dimana pada tanggal

neraca beirrm selesai 1OO9i, (seratus persen) <ian ditetapkan
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masa manfaatnya selama 2 (dua) tahun setelah tahun

perolehan.

b. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang

sedalg dalam proses pembangunan,yang pada tanggal

neraca belum selesai dibangun seluruhnya.Konstruksi

daiam pengerjaan mencakup peraiatan dan mesin, gedung

dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap

lainnya yang proses perolehannya dan/ atau

pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu

tertentu dan belum selesai.Perolehan melalui kontrak

konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode

waktu tertentu.Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih

dari satu periode ak-untaasi.

c. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri

(swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak
L^--f-,L-i

d. Kontrak Konstruksi

1) Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan

sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling

tergantung satu sama lain dalam hal rancangan,

teknologi, fungsi atau tujuan,dan penggunaan utama.

2) Kontrak konstruksi dapat meliputi:

a) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan

langsung dengan perencanaan konstruksi aset,

seperti j asa arsitektur;

b) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;

c) kontrak untuk peroiehan jasa yang berhubungan

langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi

manajemen konstruksi dan ualue engineeing;

d) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset

dan restorasi lingkungan;

e) Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi;

1) Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini

diterapka-n secara terpisair untrik setiap kontrak

konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu,

adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini
pada suatu komponen kontrak konstruksi

tunggal yang dapat diidentifrkasi secara terpisah
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atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara

bersama agar mencerminkan hakikat suatu

kontrak konstruksi atau kelompok kontrak
konstruksi.

2) Jika suatu kontrak konstruksi mencakup

sejumiah aset, konstruksi <iari setiap aset

diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi
yalg terpisah apabila semua syarat dibawah ini
terpenuhi:

a) Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap
aset;

b) Setiap aset telah dinegosiasikan secara

terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja

dapat menerima atau menolak bagian

kontrak yang berhubungan dengan masing-

masing aset tersebut;

c) Biaya masing-masing aset dapat
diidentifikasikan.

3) Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan

konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi

kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset

tambahan dapat dimasukkan kedalam kontrak tersebut.

Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu

kontrak konstruksi terpisah jika:

a) aset tambahan tersebut berbeda secara signilikan

dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengal aset

yang tercakup dalam kontrak semula; atau

b) harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa

memperhatikan harga kontrak semula.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

1) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi

dalam Pengedaan pada saat penJrusunan laporan

keuangan jika:
r,^-.---1.:-^- 1-^l^--.^ 

-^-l'^^. ^1.^-^-: -^^^d,, fJusat tl.LururrBll!tdrr t,irllwil lllillllactL cll.Urr(Jrrrr rrrasa

yang akan datalg berkaitan dengan aset tersebut

akan diperoleh;

b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal;
dan
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c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

2) Konstmksi Dalam Pengerjaan biasan5ra merupakan aset

yang dimaksudkan digunakan untuk operasional

pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat

dalam jangka panjang dan oleh karenanya

dikiasifikasikan dalam aset tetap.

3) Konstruksi Dalam Pengeq'aan dipindahkan ke pos aset

tetap yang bersangkutal jika kriteria berikut terpenuhi:

a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakau
dan

b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan

tujuan perolehan.

4) Konsti-uksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai

dibangun dan sudah diserahterimakan akan

direklasifrkasi menjadi aset tetap sesuai dengan

kelompok asetnya.

f. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

1) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya
perolehan;

2) Nilai konstruksi yang dikerjakzrn secara swakelola antara
lain:
a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan

konstruksi;

b) Biaya yang dapat diatnbusikan pada kegiatan pada

umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi

tersebut; dan

c) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan

sehubungal konstruksi yang bersangkuian.

3) Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan

kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

a) Biaya peke{a lapangan termas'.rk penyelia;

b) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;

c) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan

dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;

d) Biaya penyewaaan sarana dan prasarana; dan

e) Biaya rancang€rn dan bantuan teknis yang secara

langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti

biaya konsultzrn perencana.
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4) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kekegiatan

konstmksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke

konstruksi tertentu, meliputi:

a) Asuransi;

b) Biaya rancErng€rn dan bantuan teknis yang secara

ti<ia-i< iangsung berhubungan dengan konstruksi

tertentu;

c) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk
kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya

inspeksi.

5) Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui

kontrak konstruksi meliputi:

a) Termin yang teiah dibayarkan kepada kontraktor

sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;

b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada

kontraktor berhubung dengan pekerlaan yang telah

diterima tetapi belum dibayar pada tanggal

pelaporan;

c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak

ketiga sehubungan ciengan peiaksanan kontrak

konstruksi.

6) Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya

-;-i^-^- +:-L,.1 ^^I^-^ !-^-^+-,1.^:
PurJarua_lr Ja.rr6 o\-tztlltcr urdsd, r\r,rlsLr, Llrl's.t

dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi,

sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan

ditetapkan secara andal

7) Biaya pinjaman mencakup biaya bunga cian biaya

lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang

digunakan untuk membiayai konstruksi.

8) Jumlah biaya pin-iaman yang dikapitalisasi tidat boleh

melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada

periode yang bersangkutan.

9) Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa

jenis aset yang diperoieh daiam suatu periocie tertentu,

biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan

ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata

tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
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10) Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan

sementara tidak disebahkan oleh hal-hal yang bersifat

force majeur maka biaya pinjaman yang dibayarkan

selama masa pemberhentian sementara pembangunan

konstruksi dikapitalisasi.

i1) Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis

pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang

berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang suda-h selesai

tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman

hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih

dalam proses pengerjaan.

12) Realisasi atas pekedaan jasa konsultansi perencanaan

yang peiaksanaan konstruksinya akan diiaksanakan

pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat

kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui

sebagai konstruksi dalam pengeriaan.

13) Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi

mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir

periode akuntansi:

a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan

berikut tingkat penyelesaian dan jangka walrtu

penyelesaiannya;

b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;

(1) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;

(21 Uang muka kerja yang diberikan; dan

(3) Retensi.

III.4 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

A. Umum

1. Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi

atas aset lainnya yang mencakup definisi, pengakuan,

pengrrlmran, penilaian, penyajian, dan pengungkapan dalam

laporan keuangan BLUD RSUD Konawe Selatar .

2. Ruang Lingkup

a. Kebijakan ini diterapkan pada akuntansi aset lainnya dalam

rangka penyusunan laporan neraca;
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b. Pemyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas

akuntansi/pelaporan yang memperoleh anggaran

berdasarkan APBD, Non APBD (APBN dan Sumbangan

Internasional, dan BLUD.

3. Definisi

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak

dapat diklasifrkasikan sebagai aset lancar, investasi jangka

panjang, aset tetap dan dana cadangan.

4. Klasifikasi

a. Aset Lainnya diklasifrkasikan lebih lanjut sebagaimana

tercantum pada Bagan Akun Standar.

b. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

i) Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerahi RSijD;

2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

3) Aset Tak Berwujud;

4) Aset Lain-lain.

B. Peagakuaa

4 Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:

1. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh RSUD

dan mempunyar nilai atau biaya yang dapat ciiukur dengan

andal;

2. Diterima atau kepemilikannya dan/ atau

kepengua saannya ber,oindah.

b) Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun

tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya

transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai

dengan ketentuan yang beriaicu.

c) Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun

tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi

berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

C. KebiJakan Akuntansi pada Aset Lainaya

1. Kemitraan dengaa pihak ketiga

a. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih

yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan

yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset
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dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Benfr-rk kemitraan tersetlrt antara lain dapat berupa:

1) Bangun, Guna, Serah (BGS);

Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh

pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau

sarana berikut fasiiitasnya, kemudian di<iayagunakan

oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu

yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan

kembali tanah beserta bangunan dan/ atau sarana

tersebut berikut fasilitasnya setelah jangka walrtu

pemanfaatan yang disepakati beralhir.

Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada

pemerintah riaerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak

disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah.

Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah,

pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah.

Penyerahan dan pembayaran aset BGS ini harus diatur
dalam pe{anjian/kontrak kerjasama.

2) Bangun, Serah, Guna (BSG).

Pemanfaatan Barang Miiik Daerah berupa tanah oieh

pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dal/atau
sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai

pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh

pihak lain tersebut dalam jangka tertentu yang telah

disepakati

3) Sewa

Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam

jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang

tunai.

4) Kerjasama Pemanfaatnn (KSF)

Pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain

dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan

penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

5) Ke{asama Penyediaan Infra Struktur (KSPI)

Kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha untuk

kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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c. Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana

Pemerintah Daerah dan mitra kerjasama masih terikat

dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.

d. Pengakuan

l) Aset Kerjasama / Kemitraan diakui pada saat terjadi

perjanjian kerjasiuna/ kemitraan, yaitu dengan

perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset

ke{asama/ kemitraan.

2) Aset Ke{asama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau

sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kejasama

BSG, diakui pada saat pengadaan/ pembangunan

Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai

cian siap digunakan untuk ciiguna-kan/<iioperasikan.

3) Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset

kerjasama/ kemitraan harus diaudit oleh aparat

pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada

Pengelola Barang.

4) Penyerahan kembali objek kerl'asama beserta

fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan

setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita

acara serah terima barang.

5) Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta

bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/kemitraan

ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola

Barang.

6) Klasifrkasi aset hasil keq'asama/ kemitraan berubah dari

Aset Lainnya menjadi Aset Tetap sesuai jerrisnya setelah

beraltrirnya perjanjian dan telah ditetapkan status

penggunaannya oleh Kepala Daerah.

e Pencn rkr r ra n

1) Bangun, Guna, Serah (BGS) dicatat sebesar nilai aset

yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak

ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut.

Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari

Aset Tetap.

2) Aset Balgun Guna Serah (BGS) yang harus disusutkan

tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan

yang digunakan.
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3) Penyerahan/pengembalian aset BGS oleh pihak

ketiga,/investor kepada pemerintah daerah pada akhir

masa perjanjian sebagai berikut:

a) Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah

dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada

saat aset tersebut dike{asamakan dan disajikan

kembali sebagai aset tetap;

b) Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai

sebesar harga wajar pada saat

perolehan/ penyerahan.

4) Aset kerjasama/kemitraan selain tanah harus dilakukan

penyusutan selama masa kerjasama. Masa pen)'usutan

aset kemitraan dalam rangka Bangun Guna Serah (BGS)

melanjutkan masa pen5rusutan aset sebelum

direklasifikasi menjadi aset kemitraan. Masa

penyusutan aset kemitraan dalam rangka Bangun Guna

Serah Guna (BGS) adalah selama masa kerjasama.

f. Penyajian dan Pengungkapan

1) Aset ke{asama/ kemitraaan disajikan dalam neraca

sebagai aset lainnya. Dalam hal sebagian dari luas aset

kemitraan (tanah adan atau gedung/ bangunan), sesuai

perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional SKPD,

harus diungkapkan dalam CaLI(.

2l Sehubungan dengan pengungkapan yang lazim untuk

aset, pengungkapan berikut harls dibuat untuk aset

kerjasama/ kemitraan:

a) Klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama;

b) Penentuan biaya perolehan aset kerjasama/kemitraan;

c) Penentuan depresiasi/penyusutan aset kerjasama/

kemitraan.

3) Setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya,

aset hasil kerjasama disajikan dalam neraca dalam
r-l^^:Cl-^^: ^-^+ +^+^-Alasurrrasr ..rur r\. r<rP.

2. KebtJakaa Akuntansi Aset Tak BerwuJud (ATBI

a. Defrnisi

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik
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tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik

serta dimiliki untuk digrrnakal dalam menghasilkal barang

atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk

hak atas kekayaan intelektual.

Contoh sofiuare komputer (dapat dipisahkan dari

iurduarel, iisensi cian iranchise, hak paten, hak cipta, hak

merek, serta biaya riset dan pengembangan hasil kajian/
penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Aset

tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau

dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

b. Kriteria

Aset tak berwujud harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

ii Dapat diidentifikasikan dan dikendalikan oieh entitas;

2) Mempunyai potensi manfaat ekonomi di masa yang akan

datang; dan

3l Tidak memiliki wu_iud fisik, artinya aset tersebut tidak

memiliki bentuk seperti halnya aset tetap.

c. Aset tak berwujud terdiri atas:

1l Sofituarekomputer

Sofiutare komputer yang merupakan aset tak berwujud

adalah software komputer yang dipergunakan dalam

jangka waktu lebih dari satu tahun dan bukan

merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware

komputer tertentu. Jadi software tersebut bisa

digunalan di komputer lain.

2) Lisensi

Lisensi adalah izin yang <iiberikan oieh pemegang paten

kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak

untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak

Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam

jangka waktu dan syarat tertentu.

3) Hak Cipta

Hak Cipta/Paten adalah hak eksklusif bagi pencipta atau

penerima hak untuk mengumumkan atau

memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk

itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan

menurut p eratr.:r-an perundang undangan.
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4) Paten

Paten adalah hak ekskhrsif yang diherikan negara

kepada penemu atas hasil temuan di bidang teknologi,

yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan

sendiri temuannya tersebut atau memberikan

persetujuannya kepada pihak iain untuk meiaksanakan

5l Rogaltg

Nilai manfaat ekonomi yang akan/ dapat diterima atas

kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat

hak dimaksud akan dimanfaatkan orang, instansi, atau

perusahaan lain.

6) Goodwill

Goodutill adaiah keiebihan niiai yang diakui oleh suatu

entitas akibat adanya pembelian kepentingan / saham

diatas nilai buku. Goodu.rill dihitung berdasarkan selisih

antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu

transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham

dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

7) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat

jangka panjang,

Hasil kajian / penelitian yang memberikan manfaat

jangka panjang artinya suatu kajian atau penelitian

tersebut dapat memberikan manfaat ekonomis dan/atau

sosial dimasa yang akan datang. Apabila hasil kajian

tidak dapat diidentifiksi dan tidak memberikan manfaat

ekonomis dan/atau sosial maka hasil kajian tersebut

tiriak dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud.

8) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tak

Ber-;"rrjud y,ang diperoleh secara internal i,ang ;angka
waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran

atau pelaksanaan pengembangannya tanggal pelaporan,

maka atas pengeluaran yang telah terjadi sampai

dengan ianggai pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak

Berwujud Dalam Pengerjaan (intangible asset-work in

progress), dan setelah peke4'aan selesai kemudian akan

direklasifikasi menjadi Aset Tak Berwujud yang
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bersangkutan.

9) Aset Tak Rermrjud Lainnya mempal<an jenis aset tak
berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam
jenis aset tak berwujud yang ada.

d. Pengakuan

Sesuatu diakui sebagai ATB jika dan hanya jika:

1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi

dimasa datang yang diharapkan; dan

2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan

andal.

e. Pengukuran

1) Aset tak berwujud di ukur dengan harga perolehan,

yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk
memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap

untuk digunakan dan mempunyai manfaat dimasa yang

akan datang:

2) Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi,

kecuali untuk Aset Tak Berwujud yang memiliki masa

manfaat tak terbatas;

3i Perhitungan amortisasi aset tak berwujud diiakukan

dengan menggunakan metode garis lurus sesuai masa

manfaat aset tak berwujud tersebut. Apabila masa

manfaat Aset Tak Berwujud sulit diestimasi. maka

perhitungan masa manfaat ditetapkan selama 4 tahun;

4) Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan

nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Bahasan Aset

Tidak Berwujud <iibahas tersendiri pada Peraturan

Bupati Konawe Selatal tentang Penyusutan Aset Tetap.

f. Penyajian dan Pengunekapan

1) Hal-hal yang diungkapkan dalam l,aporan Keuangan

atas Aset Tak Berwujud antara lain:

a) Masa manfaat dan metode amortiasi;

b) Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai

sisa Aset Tak Berwujud; dan

c) Penambahan maupun penurun€ut nilai tercatat pada

awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan

pelepasan Aset Tak Berwujud.
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2) Disamping informasi-informasi di atas, laporan

keuangan juga perlu mengrrngkapkan :

a) Alasan penentuan atau faktor-faktor penting

penentuan masa manfaat suatu aset tak berwujud;

b) Penjelasan, nilai tercatat, dan periode amortisasi

yang tersisa dari setiap aset tak berw,ujud yang

material bagr laporan keuangansecara keseluruhan;

dan

c) Keberadaan Aset Tak Berwujud (ATB) yang dimiliki
bersama-

3. KebiJatan Akuntansi Aset Lain-lain

a) Definisi

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya

yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan

Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan

Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak

Berwujud; Termasuk dalam aset lain-lain adalah

aset tetap yang dihentikan dari penggunaErn aktif
pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat

sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum

dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada

unit pemerintah yang lain,atau aset yang

teiah <iiserahkan ke pihak iain tetapi belum ada dokumen

hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya;

b) Pengakuan

Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikal dari

penggunaan aktif pemerintah dan direklasifrkasikan ke

dalam aset lain-lain

c) Pengukuran

1i Aset tetap yang dimaiisudlian untuk dihentikan dari

penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam

Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya;

2) Aset lainlain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap

disusutkan mengikuti kebijakan aset tetap;

3) Proses penghapusan terhadap aset lain-iain dilkukan paling

lana L2 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain

menurut k-etentuan perundang-undangan.
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d) Penyajian dan pengungkapan

1) Aset lain-lain disajikan tti dalam kelompok aset lainnya

dan diungkapkan sebesar nilai buku setelah dilakukan

pen,'usutan;

2) Aset lain lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya

<ian diungkapkan secara memadai di daiam CaLK. Hai-

hal yang perlu diungkapkan altara lain adalah faktor-

faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian

penggunaan, -ienis aset tetap yang dihentikan

penggunaannya, dan informasi lainnya yang releval.
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BAB tV
IIEBIJN{AN AIfi 

'NTAIYSI 
XEWA.'IBAN

A. Umun

1. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi ini ada-lah mengatur perlakuan

akuntansi kewajiban meliputi definisi, pengakuan, penentuan nilai

tercatat dan biay-a pinjaman yang dibebankan terhadap ke*'ajiban

tersebut.

2. Ruanglingkup

a. Kebijalan akuntansi ini diterapkan untuk BLUD RSUD Konawe

Selatan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan

umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya,

termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan

pengungkapan yang diperiukan;

b. Kebijakan akuntansi ini mengatur:

1) Akuntansi Kewajiban termasuk kewajiban jangka pendek

dan kewaiiban -iangka panjang yang ditimbulkan dari utang

dalam negeri dan utang luar negeri;

2) Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang
BLUD;

3) Kebijakan Akun kewajiban ini diterapkan untuk entitas

pelaporal dan entitas akuntansi BLUD.

3. Definisi

a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu

yang penyelesaiannya mengakibatkan aiiran keiuar sumber

daya ekonomi BLUD.

b. Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur.

c. Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.

d. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan

dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah

tanggal pelaporan.

e. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan

dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal

pelaporan.

f. Utang Beban adalah utang BLUD yang timbul karena BLUD

mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak
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ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari

atau sampai dengan tanggal pelaporan helum dilakukan
pembayaran.

g. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah

pungutan/potongan PFK yang dilakukan BLUD yang harus

diserahkan kepada pihak lain.

h. Restrukturisasi Utang adalah kesepakatan antara kreditur dan

debitur unfuk memodifftasi syarat-syarat perjanjian utang

dengan atau tanpa pengurangan jumlah utang.

i. Tunggakan adalah jumlah kewajiban terutang karena

ketidakmampuan entitas membayar pokok utang dan/atau

bunganya sesuai jadwal.

j. Pendapatal Diterima Dimui<a adaiah kewajiban yang timbul

karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan

tanggal neraca seluruh atau sebagran barang/jasa belum

diserahkan oleh BLUD kepada pihak lain.

k. Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat

pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera

pada lembar surat utang pemerintah.

4. Kiasifikasi

Kewajiban menurut klasifikasinya dikelompokan menjadi

kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a) Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

1) Utang Usaha

Pinjaman jangka pendek BLUD RSUD Konawe Selatan

dengan jatuh tempo pa-ling lama 12 (dua belas) bulan, yang

timbul dari aktifrtas pembiayaan yang sampai dengan

tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran atau

penyelesaian.

2) Utang Pihak Ketiga

Utang BLUD RSUD Konawe Selatan yang Limbui dari

transaksi yang berhubungan dengan kegiatan operasional

(pelayanan) yang dibebankan pada alokasi dana BLUD

RSUD Konawe Selatan , serta dana pihak ketiga yang

sampai dengan tanggal pelaporan dikuasai oleh BLUD

RSUD Konawe Selatan Dana pihak ketiga dapat berupa

dana titipan pihak ketiga seperti honor pegawai yang belum

dibayarkan kepacia pega.wai yang berhak, uzrng jzrminan
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atau uang muka dari pengguna jasa BLUD RSUD Konawe

Selatan.

Adapun Utang Pihak Ketiga antara lain:

a) Utang Taspen;

b) Utang Askes;

^\ T la^- - nriL n---r-u, v larrE rrll r tlDal,

d) Utang PPN Pusat;

e) Utang Taperum; dan

f) Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya.

3) Utang Pajak

Pajak-pajak yang di pungut dan dipotong oleh Bendahara

Pengeluaran BLUD RSUD Konawe Selatan namun belum

disetorkan ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporare.

4) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Di catat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12

bulan setelah tanggal pelaporan.

5) Belanja yang masih harus di bayar

Tagihan atas beban dan biaya yang berupa belanja barang

dan/atau belanja modal yalg bersumber dari alokasi dana

APBD sehubungan dengari ak:tifitas pendukung layanan

BLUD RSUD Konawe Selatan yang sampai dengan tanggal

pelaporan belum dilakukal pembayaran atau penyelesaian.

6) Pendapatan Di terima Di muka

Pendapatan bukan dari pajak yang sudah di terima di

rekening BLUD, tetapi belum menjadi hak BLUD RSUD

Konawe Selatan sepenuhnya karena masih melekat

kewajiban BLUD RSUD l(onaw'e Selatan untuk membcrikan

barang/jasa di kemudian hari kepada pihak ketiga.

Adapun yang termasuk Pendapatan Di terima Di muka

antara lain:

a) Setoran Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak III;

b) Uang Muka Penjualan Produk BLUD Dari Pihak III;

c) Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah.

7) Utang Jangka Pcndck Lainnya

Utang jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan ke

dalam utang usaha, utang pihak ketiga, utang pajak,

Belanja yang masih harus di bayar, maupun pendapatan di

terima di muka.
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Contoh dari utang jangka pendek lainnya adalah utang

bunga pinjanan.

Adapun yang termasuk Utang Jangka Pendek Lainnya:

a) Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat;

b) Utang Bunga kepada Daerah Otonom l,ainnya;

c) Utang Bunga kepada BUMN/BUMD;

d) Utang Bunga kepada Bank/kmbaga Keuangan;

e) Utang Bunga Dalam Negeri l,ainnya;

f) Utang Bunga Luar Negeri.

b) Kewajiban Jangka Panjang

Pinjaman jangka panjang BLUD dengan jatuh tempo di atas 12

(dua belas) bulan yang timbul dari aktifitas pembiayaan jangka

panjang yang sampai dengan tanggal pelaporan belum

dilakukan pembayaran atau penyelesaian.

Adapun yang termasuk Utang Jangka Panjang antara lain:

i) Utang Bank;

2) Utang Obligasi;

3) Utang kepada Pemerintah Pusat;

4) Utang kepada Pemerintah Provinsi;

5) Utang kepada Pemerintah Kota/Kota lain;

6) Utang uang jaminan pasien;

7) Utang BUMN/BUMD atas pengembalian kelebihan
pembayaran.

Pengakuan

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran

sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan

kewajiban yang ada sampai saat peiaporan, dan perubahan atas

kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat

diukur dengan andal.

2. Kewajiban dapat timbul dari:

a. Transalcsi dengan pertukaran (exclnnge transactions);

b. Transaksi tanpa pertukaran ftan-eschange transactioins,f, sesuai

hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas

'lika.,a- 6-6nai,lahdah aaat ta-ddal nplannran'uavBJ 1{ sl{rry\+ slrrt l-g

c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related

ernnts);

d. Kejadian yang diakui pemerintah (gouemnent-acknouledged euents|
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3. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh BLUD

RSUD Konawe Seiatan atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai

dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

4. Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing

pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima

suatu nilai sebagai gantinya.

5. Pengakuan terhadap pos-pos kewajibar jangka panjang adalah

saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara BLUD

RSUD Konawe Selatan dengan Sektor Perbankan/ Sektor l,embaga

Keuangan Non Bank/Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang

kas dari hasil penjualan obligasi BLUD RSUD Konawe Selatan .

Pengukurarr

1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata

uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank

Incionesia pada tanggai neraca.

2. Nilai nomina-l atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban BLUD

pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang

tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi

setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian

dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya

selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan

menyesuaikal niiai tercatat kewajiban tersebut.

3. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti

karakteristik dari masing-masing pos.

Kebijakaa Akua Kewajiban Jangla Pendek

1. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek

jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah
.^- --^l -^l^-^-^-LcurBBiar P(jrctPur a,"tr.

2. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang

sama seperti aset lalcar. Kewajiban jangka pendek, seperti utang

transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu

bagran yang akan menyerap aset lancar da-lam tahun pelaporan

berikutnya.
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3. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak

terrnasuk dalarn kategori yatrg ada. Temrasuk dalarn kewajiban

lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar

pada saat laporan keuangan disusun.

PerrgaLuaa

1. Kewajiban jangka pendek diakui pada saat prestasi diterima oleh

BLUD namun belum dialkukan pembayaran dan atau pada saat

kervajiban tersebut timbul.

2. Pada saat BLUD menerima hak atas barang, termasuk barang

dalam pe{alanan yang tela}r menjadi haknya, BLUD harus

mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk
barang tersebut.

3. Utang perhitungan fihak ketiga, diakui pada saat dilakukan
pemotongan oleh Bendahara BLUD atas pengeluaral dari Kas

Daerah untuk pembavaran seperti gaji dan tuniangan serta

pengadaan barang dan jasa.

4. Utang bunga sebagai ba gian dari kewajiban atas pokok utang

berupa kewajiban bunga atau ammitment fee yang telah terjadi

cian belum dibayar. Pada dasarnya berakumuiasi seiring dengan

berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga

diakui pada akhir periode pelaporan.

5. Bagian Lalcar Hutang Jangka Pan-iang, diakui pada saat

reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo

dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode

akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan

didanai kembaii. Termasuk daiam Bagian Lancar Huiang Jangka

Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan

tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi

kewajiban jangka pendek.

6. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima

dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa

oleh BLUD.

7. Utang Beban, diai<ui pada saat:

a. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi

tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

b. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat

penagihan atau inuoice kepada BLUD terkait penyerahan
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barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh

RI.T]D,

c. Barang yang dibeti sudah diterima tetapi belum dibayar.
8. Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat pen5rusunan laporan

keuangan apabila:

a. Bar-ang yang dibeli sudah diterima;

b. Jasa/ bagiar jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian; atau

c. Sebagian / seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah

diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara

kemajuan peke{aanr/ serah terima.

9. Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya
klaim kepada BLUD namun belum ada pembayaran sampai dengan

tanggal pelaporan.

10. Utang transfer 1.ang terjadi karena kesalahan tujuan dan/ atau
jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus

diakui pada saat pen5rusunan laporan keuangart.

1 1. Utang Transfer tef adi akibat realisasi penerimaan melebihi
proyeksi penerimaan dia-hi pada saat jumlah definitif diketahui
berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

Pengukuraa

l. Kervajiban dicatat sebesar nilai nominal. Ke'*,ajiban dalam mata

uang asing dijabarkan dan dinyatalan dalam mata uang rupiah.

Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank

sentral pada tanggal neraca.
o I\Tilai -ani--l -tao L-,.,^iik^- rfah^-ffi;61.^h -;l-; l.-.,,^;il-^-

pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti

nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran

ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaral, perubahan

penilaian dikarenakan perubahan kurs -,'aluta asing, dan

perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan

dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

3. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti

karakteristik dari masing masing pos. Paragraf berikut
menguraikan penerapan nilai nominal untuk masing-masing pos

kewajiban pada laporan keuangan.

4. Pengukuran terhadap kewajiban antara lain:

^ I l+ahd Va^dAd DiL-L r-fi-- lAnaantat Dartahlolv Lqrb .rvlJqqq

Utang kepada Pihak Ketiga berasal dari kontrak atau perolehan

barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum

-tt7-
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dibayar. Utang kepada Pihak Ketiga pada umumnya
merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar

setelah barang/jasa diterima.

1) Pada saat pemerintah menerima hak atas barang,

termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi

haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas

jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut

2l Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai

dengan spesifikasi 1,ang ada pada kontrak perjanjian

dengan BLUD, jumlah yang dicatat harus berdasarkan

realisasi lisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita

acara kemajuan pekerjaan.

b. Utang Transfer

1) Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan

untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai

akibat ketentuan perundang-undangan.

2l Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan

yang berlaku.

c. Utang Bunga (Accrued Interest)

1) Utang Bunga timbul karena pemerintah mempunyai utang
jangka pendek yang antara lain berupa SPN, utang jangka

panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi

negara, utang jangka paniang sektor perbankan, dan

utang jangka panjang lainnya. Atas utang-utang tersebut

terkandung unsur biaya berupa bunga yang harus

dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang tersebut.

2) Utang bunga atas utang pemeriniah harus dicatat sebesar

biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga

dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari

dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang

pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap

akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban

yang berkaitan.

3) Pengukuran dan penyajian utang bunga di atas juga

berlaku untuk sekuritas pemerintah yang diterbitkan oleh

BLUD dalam bentuk dan substansi yang sama dengan

Surat Utang Negara (SUNI.



-119-

d. Utang Perhitungan Fihak Ketiga [PFK)
1) Utang PFK adalah utang BLUD kepada pihak lain yang

disebabkan kedudukan BLUD sebagai pemotong pajak

atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh),

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Askes, Taspen dar
Taperum.

2l Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh

bendahara BLUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk
pembavaran tertentu, tetapi demi kepraktisan diakui pada

setiap akhir periode pelaporan.

3) Termasuk dalam kelompok utang PFK adalah potongan-

potongan pajak (PPN dan PPh) yang dipungut oleh

Bendahara Pengeiuaran narnun beium ciisetorkan ke Kas

Negara sampai dengan saat tanggal pelaporan.

4l Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan

berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain

harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang

masih harus disetorkan.

e. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

1) Bagran Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagran

utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan

diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas)

hrtl^6 aalal^h f^hdd^l

2l Akun ini diakui pada saat melalrukan reklasifikasi

pinjaman jangka panjang yang al<an jatuh tempo dalam

waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada

setiap akhir periode ai<untansi.

3) Nilai yang dicantumkal dalam laporan keuangan untuk

bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang

akan _iatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan

setelah tanggal pelaporan.

f. Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan diterima dimuka dinilai sebesar kas yang diterima

atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh BLUD kepada

pihak lain sampai dengan tanggal neraca.

g. Utang Beban

Utang Beban diakui sebesar beban I'alg belum dibal,ar oleh
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BLUD sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan

tanggal neraca.

h. Kewajiban Lancar Lainnya (Other Current Liabilities)

Kewqjiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang

tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam

kewajiban iancar iainnya tersebut adalah biaya yang masih

harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun.

Pengukuran untuk masing- masing item disesuaikan dengan

karakteristik masing-masing pos tersebut.

Kebijakaa Akuatansl KewaJiban Jangka PanJang

1. Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari

pembiayaan yang dilakukan oleh BLUD untuk menutup defisit

anggarannya. Secara umum kewajiban jangka panjang adalah

semua kewajiban BLUD yang wakru jatuh temponya lebih dari 12

(dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

2. Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari:

a. Utang Dalam Negeri;

b. Utang Jangka Panjang Lainnya.

3. Utang Dalam Negeri, terdiri dari:

a. Utang Dalam Negeri Seictor Perbani<an;

b. Utang Dalam Negeri - Obligasi;

c. Utang Jangka Panjang Lainnya.

4. Pengakuan

a. Kewajiban jangka parrjang diakui pada saat dana pinjaman

diterima oleh BLUD atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai

dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul;

b. Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang aciaiah

saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara

BLUD dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan

Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas

dari hasil penjualan obligasi BLUD.

5. Pengukuran

a. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata

uang asing <iijabarkan dan riinyatakan dalam mata uang

rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah

bank sentral pada tanggal neraca.
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tr. Pembahan Valuta Asing

1) Utang BLUD dalam mata uang asing dicatat dengan

menggunakan kurs tengah barrk sentral saat terjadinya

transaksi.

2) Kurs tunai yarrg beriaku pada tanggal transaksi sering

disebut kurs spot (spot rate). Untuk alasan praktis, suatu

kurs yang mendekati kurs tanggal transaksi sering

digunakan, misalnva rata-rata kurs tengah bank sentral

selama seminggu atau sebulan digunakan untuk seluruh

transaksi pada periode tersebut. Namun, jika kurs

berlluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata-rata

untuk suatu periode tidak dapat <iiandaikan.

3) Pada setiap tanggal neraca pos utang pemerintah dalam

mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah

dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada

tanggal neraca.

4) Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang

asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat

sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjaian.

5) Konsekuensi atas pencatatan dan pelaporan kewajiban

dalam mata uang asing akan mempengaruhi pos pada

Neraca untuk kewa_iiban yang berhubungan dan ekuitas

dana pada entitas pelaporan.

6) Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan

diselesaikan dalam periode yang sama, maka seluruh selisih

kurs tersebut diakui pada periode tersebut. i,{amun jika

timbul dan diselesaikannya suatu transaksi berada da-lam

beberapa periode akuntansi yang berbeda, maka selisih

kurs harus diakui untuk setiap periode akuntansi dengan

memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing

periode.

c. Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo

1) Untuk sekuriias utang pemerinta-h yang diseiesaikan

sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik (call

feature) oleh penerbit dari sekuritas tersebut atau karena

memenuhi persyarata-n untuk penyelesaian oleh permintaan

pemegangnya maka selisih antara harga perolehan kembali
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2) Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai

tercatat (carrying ualue) maka penyelesaian kewajiban

sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang

seca-ra normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah

kervajiban dan aset yang berhubungan.

3) Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai

tercatat (carrying ualue) maka, selain penyesuaian jumlah

kewajiban dan aset yang terkait, jumlah perbedaan yang ada

juga disajikan daiam Laporan t)perasional pada pos

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan

diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Restrukturisasi Utang

1) Dalam restrukturisasi utang melalui modifrkasi persyaratan

utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi

secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan

dan tidak boieh mengubah niiai tercatat utalg pacia saat

restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi

jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan

dengan persyarata-n baru. Informasi restrukturisasi ini

harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan

sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang

terkait.

2) Restrukturisasi dapat i:erupa:

a) Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama

termasuk tunggakan dengan utang baru; atau

b) Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang

yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak

perjanjian yang ada. Penjadwalan utang dapat

berbentuk:

(1) Perubahan jadwai pembayaran;

(2) Penambaha.n masa tenggang; atau

(3) Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok

dan bunga yang jatuh tempo dan/atau tertunpgak.

dan nilai tercatat netonya harus disajikan pada Laporan

C)perasional dan diungkapka-n pada Catatan atas Laporan

Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang

berkaitan.
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3) Jumlah bunga harr.s dihitung dengan menggunakan

tingkat bunga efektif konstan dikalikan dengan nilai

tercatat utang pada awal setiap periode antara saat

restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat

bunga efektif yang baru adalah sebesar tingkat diskonto

yang ciapat menyamakan niiai trrnai jumiah pembayaran

kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam

persyaratan baru (tidak temasuk utang kontinjen) dengan

nilai tercatat. Berdasarkan tingkat bunga efektif yang baru

akan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru

dimulai dari saat restrulrturisasi sampai dengan jatuh tempo.

4) Informasi mengenai tingkat bunga efektif yang lama dan

yang baru harus disajikan pada Catatan atas Laporan

Keuangan.

5) Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana

ditetapkan dalam persvaratan baru utang termasuk

pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih

rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi

nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah

pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan

dalam persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan

dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagran

pengungkapan dari pos kewajiban yang berkaitan.

6) Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang

sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut

pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan,

seiama pembayaran kas masa depan maksimum tidak

melebihi nilai tercatat utang.

7) Jumlah bunga atau pokok utang menurut persyaratan baru

dapat merupakan kontinjen, tergantung peristiwa atau

keadaan tertentu. Sebagai contoh, debitur mungkin

dituntut untuk membayar jumlah tertentu jika kondisi

keuangannya membaik sampai tingkat tertentu da-lam

periode tertentu. Untuk menentukan jumiah tersebut maka

harus mengikuti prinsip prinsip yang diatur pada akuntansi

kontinjensi yang tidat diatur dalam kebijakan ini. Prinsip yang

sama berlaku untuk pembayaran kas masa depan yang seringkali

harus diestimasi.
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H Btaya-Biaya Yaag Berhubuagan Dengaa Utang BLt D

1. Biaya-biaya yang berhuhrrngan dengan rrtang BL,UD adalah hiaya

bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan

peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

a. Bunga dan provisi atas penggunaan dana pinjaman, baik
pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;

b. Commitment fee alas dana pinjaman yang belum ditarik;
c. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan

pinjaman;

d. Amortisasi kapitalisasi biaya yang terkait dengan perolehan

pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, dan sebagainya;

e. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing

sejauh hai tersebut diperiakukan sebagai penyesuaian atas

biaya bunga.

2. Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan

perolehan atau produksi suatu aset tertentu (quatifuing asset)

harus dikapitalisasi sebagai bagran dari biaya perolehan aset

tertentu tersebut.

3. Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung

dengan aset tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus

dikapitalisasi terhadap aset tertentu tersebut. Apabila biaya

pinjaman tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung

dengan aset tertentu.

4. Dalam keadaan tertentu sulit untuk mengidenti{ikasikan adanya

hubungan langsung antara pinjaman tertentu dengan perolehan

suatu aset tertentu dan untuk menentukan bahwa pinjaman

tertentu tidak periu ada apabila perolehan aset tertentu tidak

te{adi. Misalnya, apabila terjadi sentralisasi pendanaan lebih dari

satu kegiatan / proyek pemerintah. Kesulitan juga dapat teg'adi bila

suatu entitas menggunalan beberapa ,ienis sumber pembialTaan

dengan tingkat bunga yang berbeda-beda. Dalam hal ini, sulit

untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat secara

langsung diatribusikan, sehingga diperlukan pertimbangan

profesionai (professional judgement) untuk menentukan hal

tersebut.

5. Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus

digunakan untuk perolehan aset maka biava pinjaman yang harus



I

r25 -

dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata rata

ter-timbang (tueighted ornrage) atas akumrrlasi triaya sehrnth aset

tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.

PeayaJlan Dan Peagungkapaa

1. Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan

Keuangan (CaLK), sekurang- kurangrrya meliputi haf-hal sebagai

berikut:

a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang

yang dikiasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;

b. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan

tingkat bunga yang berlaku;

c. I(onsekuensi dilakukanny'a pcny'elesaian ke*zjiban sebelum

jatuh tempo;

1) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:

a) Pengurangan pinjaman;

b) Mo<iifikasi persyaratan uiang;

c) Pengurangan tingkat bunga pinjamal;

d) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;

e) Pengurangan nilai,iatuh tempo pin_iaman; dan

f) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan

periode pelaporan.

2) Jumlah tunggalan pinjaman yang disajikan dalam

bentuk riaftar umur utang berdasarkan kreditur.

3) Biaya pinjaman:

a) Perlakuan biaya pinjaman;

b) Jumlah biaya piniaman yang dikapitalisasi pada

periode yang bersangkutan; dan

c) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.
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BAB V
KEBIJAI(AN AI('ITTANSI TKTIITAS

Unum
1. Tlrjuan

Tfrjuan kebijakan akuntansi ekuitas adalah untuk mengatur

perlakrral akuntansi atas ekuitas dana yang meliputi definisi,

klasifikasi, dan pengkuran dalam rangka memenuhi tujuan

akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-

undangan.

2. Ruanglingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi ekuitas yang disusun

dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual

oleh entitas akuntansi dan entitas peiaporan BLUD.

3. Defrnisi

Ekuitas adalah kekayaan bersih RSUD yang merupakan selisih

antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Pengukuran

1. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh

Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai

persediaan, seiisih revaluasi Aset Tetap, dan iain-iain;

2. Ekuitas akhir

Suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari

unsur- unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas

dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

B
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BAB VI

KEBI.'AI(AII AI(UITTAITSI PENI'APATAN-LRA

A. Umurn

i. Tujuan

a. Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran

pendapatan pada entitas pelaporan dalam rangka memenuhi

tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan

perundang- undangan;

b. Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan

menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah

disepakati antara iegislatif dan eksekutif sesuai dengan

peraturan perundang- undaagan;

c. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi Pendapatan-LRA

RSUD Konawe Selatan meliputi definisi, pengakuan,

pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang dianggap perlu

disajikan dalam laporan keuangan.

2. RuangLingkup

a. Kebijakan ini diterapkan ciaiam akuntansi Pendapatan-LRA

dalam penyusunan laporan reelisasi anggaran; dan

b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas

akuntansi/pelaporan RSUD, yang memperoleh anggaran

berdasarkan APBD, Non-APBD, dan BLUD.

3. Definisi

a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas BLUD

yang menambah Saldo Anggaran kbih daiam periode tahun

anggaran yang bersangkutal yang menjadi hak RSUD, dan tidak

perlu dibayar kembali oleh RSUD;

b. Pendapatan BLUD berstrmber dari -iasa layanan, hibah, hasil

kerjasama dengan pihak lain, pendapadatan dari APBD,

pendapatan dari APBN, dan lainlain pendapatan BLUD yang

sah;

c. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang

Kas BLUD yang ditentukan oleh Bupati Konawe Selatan untuk

menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh

pengeluaran daerah pada bank 5zang ditetapkan;
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d. Saldo Anggaran tebih adalah gunggungan saldo yang berasal

dari akurnulasi SiLPAi SiiGA tahun-tairun arlg,B,al alr sebelututya

dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan;

e. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan

lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah

daerah, pemerintah pusat, dan pelayanan pasien, dan

pendapatan lain-lain BLUD.

Pengakuan

1. Pendapatan-LRA diakui pada saat:

a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada rekening

kas BLUD;

b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara

Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke

kas BLUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut

mempakan bagian dari penerimaan i(as BLUD;

c. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung

dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai

pengeluaran RSUD telah diterima, denga-n syarat entitas

penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui

sebagai pendapatan daerah;

d. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas

pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oieh

bendahara penerimaan BLUD, dan bendahara penerimaan

BLUD mengakuinya sebagai pendapatan;

e. Kas atas pendapatan yang diterima RSUD tanpa mekanisme

anggaran/APBD dan digunakan langsung tanpa disetor ke kas

BLUD, maka RSUD sebagai penerima wajib melaporkannya

kedalam laporan keuangan RSUD.

Pengukuran

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu

dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat

jumiah netonya (seteiah dikompensasikan dengan pengeiuaran) ;

2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto

(biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak

dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum

selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;

c
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3. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada

talggai transaksi menggunakan kurs tengah Bank Inrionesia.

D. PenyaJian

Pendapatan-LRA disajikan dalamlaporan

sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

Rea-lisasi Anggaran

E. Peaguagkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan

Pendapatan- LRA adalah:

a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal

beralhirnya tahun anggaran;

b. Penjeiasan mengenai pendapatal yang pada tahun pelaporan

yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

c. Penjelasan mengenai pendapatan yang diterima tanpa

meldui mekanisme anggaran / APBD:

d. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target

penerimaan pendapatan BLUD; dan

e. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
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BAB VU

KEBIJAXAI{ AKUNTANSI PESDAPATAN I-

A. ffmrtrrt

1. Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam l,aporan

Operasional unhrk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi

tujuan akuntabilitas penyelenggaraal pemerintahan sebagaimana

ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang

kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam

pendapatan- LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu

entitas pelaporan.

3. Kebijakan ini mengatur periakuan akuntansi Pendapatan-Lo RSUD

Konawe Selatan meliputi defrnisi, pengakuan, pengukural,

penyajian dan pengungkapan yang dianggap perlu disajikan dalam

laporan keuangan.

4. Ruanglingkup

a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LO yang

disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi

berbasis akrual; dan

b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/

pelaporan BLUD, yang memperoleh angg€rran berdasarkan

APBD, dan Non-APBD. dan BLUD.

5. Definisi

Pendapatan-LO adalah hak BLUD daerah yang diakui sebagai

penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan dan tidak periu dibayar kembaii.

6. Klasifikasi

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber

pendapatan sebagaimana diatur dalam Bagan Akun Standar.

Pendapatan BLU diklasifikasikan ke dalam:

a. Pendapatan Usaha dari Jasa l,ayanan

Merupakal pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas

barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Pendapatan

usaha dari jasa layanan selanjutnya dirinci antara lain, terdiri

dari:
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1) Pendapatan usaha rawat jalan;

2) Pendapatan usaha rawat darurat;

3) Pendapatan usaha rawat inap.

b. Pendapatan Jasa Layanan dari entitas akuntansi/entitas
pelaporan Merupakan pendapatan yang diperoleh dari jasa

layanan yang dberikan kepada enritas akuntansi/entitas
pelaporan yang membawahi maupun yang tidak
membawahinya.

c. Pendapatan hasil kerjasama

Merupakan pendapatan yang diperoleh dari kerjasama

operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang

mendukung tugas dan fungsi rumah sakit.

d. Hibah

Merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat atau

badan lain tanpa adanya kewajiban bagi BLUD rumah sakit

untuk menyerahkan barang/jasa.

e. Pendapatan Usaha Lainnya

Merupakan pendapatan yang berasal dari hasil kerjasama

dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lainlain
pendapatan yang tidak berhubungan secara iangsung dengan

tugas dan fungsi rumah sakit.

f. PendapatanAPBD

Merupakan pendapatan yang berasal dari Subsidi Pemerintah

Kabupaten Konawe Selatan dan tertuang dalam bentuk DPA

rumah sakit untuk membebani operasional maupun kegiatan

investasi rumah sakit.

g. Penciapatan APBN

Merupakan pendapatan yang berasal dari APBN dan tertuang

dalam bentuk DPA rumah sakit untuk membebani operasional

maupun kegiatan investasi rumah sakit.

h. Dalam hal aset KSO, investor mencatat penyerahan aset KSO kepada

pemilik aset di akhir masa konsesi dengan menghapus seluruh akun

yang timbul berkaitan dengan KSO yang bersangkutan. Pemilik aset

pada sisi lain, mencatat penyerahan ini sebagai aset dengan

mengkredit penghasilan KSO apabila memiliki kepastian tentang

adanya manfaat ekonomi dari aset tersebut atau mengkredit

penghasilan tangguhan apabila tidak memifiki kepastian yang cukup

tentang manfaat e-konomi el ar-i aset tersebrlt
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i. Bila investor melakukan penyerahan aset KSO kepada pemilik

aset untuk dioperasikarr pada saat trset KSO selesai dibangrrn,

penyerahan ini harus dicatat sebagai hak bagi pendapatan atau

penghasilan KSO. Penerimaan kas atau hak atas

pendapatan/penghasilan secara periodik dari bagi hasil atau

bagi pendapatan atau bentuk lain yang timbul dari KSO ini

diakui sebagai pendapatan hasil kerjasama.

j. Sehubungan dengan bagian partisipasi uenfurer pada

Pengendalian Bersama Operasi (PBOi, seriap venturer

membukukan dan menyajikan dalam laporan keuangannya

masing-masing:

1) Aset yang dikendalikannya sendiri dan kewajiban yang

timbul atas aktivitasnya sendiri; dan

2) Beban yang te{adi tas aktivitasnya sendiri dan bagiannya

atas pendapatan bersama dari penjualan barang dan jasa

oieh joint uenfure tersebut.

i. Laporan keuangan tersendiri untuk joint uenhre wajib disusun

apabila jumlahnya material dan proyek kerja sama diselesaikan

dalam jangka panjang.Jenis, bentuk, dan isi laporan keuangan

disesuaikan dengan kebutuhan uenturer dan perjanjian

kontraktual.

j. Pembagian hasil usaha mudhnrabah dapat dilakukan

berdasarkan prinsip bagi hasii atau bagi iaba. Jika berdasarkan

prinsip bagi hasil, maka dasar pembagran hasil usaha adalah

laba bruto bukan total pendapatan usaha atau omset.

Sedangkan bedasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian

adalah laba neto yaitu laba bruto dikurangi beban yang

berkaitan dengan dana mudharabah-

k. Keuntungan usaha musyarakah dibagi diantara para mitra

secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik

berupa kas maupun aset nonkas) atau sesuai nisbah yang

disepakati oleh para mitra. Sedangkan kerugian dibebankan

secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik

berupa kas maupun aset nonkas).

1. Porsi jumlah bagr hasil untuk para mitra ditentukan

berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang

diperoleh selama periode akad, bui<an dari jumlah investasi.
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m. Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif
diakui sebesar- ha.knya sesuai denga-n kesepakatal atas

pendapatan usaha musyarakah. Sedangkan pendapatan usaha

untuk para mitra pasif diakui sebagai hak pihak para mitra
pasif atas bagi hasil dan kewajiban.

n. Pendapatal-LO pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.

o. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas

bruto yaitu dengan membulrukan penerimaan bruto, dan tidak

mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan

pengeluaran).

p. Khusus untuk pendapatan dari kerjasama operasi (KSO) diakui

berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan

bagian pendapatan yarrg merupakan hak mitra KSO.

Pengakuan

1. Pendapatan-LO diakui pada saat:

a. Timbulnya hak atas pendapatan (earned); atatt

b. Pendapatal direalisasi yaitu aliral masuk sumber daya
ekonomi

(realized) sehubungan adanya penyerahan barang dan jasa.

2. Hak menegh yang timbul sehubungan dengan barang/jasa yang

sudah diberikan oleh BLUD tetapi belum ada pembayaran, selain

diakui sebagai pendapatan LO seka-ligus sebagai piutang.

3. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa

hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih

dahulu adanya penagihan.

4. Kas atas pendapatan yang diterima RSUD tanpa mekanisme

anggaran/APBD dan digunakan langsung, maka RSUD wajib

melaporkannya ke dalam laporan keuangan,

5. Kebijairan pengakuan penciapatan jasa iayanan adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan jasa layanan LO diakui pada saat kas diterima atau

pada saat hak untuk mengaih timbul; dan

b. Pendapatan jasa layanan-LO diakui berdasarkan rekapitulasi

pendapatan BLUD sejumlah pendapatan yang sudah terbayar

tunai maupun pendapatan yang belum terbayar (piutang).

6. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah

a. Pendapatan hibah <iiakui pada saat kas diterima atau saat hak

kepemilikan berpindah;
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b. Pendapatan hibah diakui b€rdasarkan:
1) Dokumen penerimaan kas seperti kuitansi atau nota kredit,

apabila hibah berupa uang;

2) Berita Acara Serah Terima Barang sebesar nilai barang pada

saat transaksi, apabila hibah diterima berupa barang.

c. Jika hibah yang diterima berupa barang pakai habis, maka

selain diakui sebagai pendapatan hibah, jumlah yang sama juga

diakui sebagai biaya bahan atau persediaan bahan pakai habis;

d. Jika hibah yang diterima berupa barang modal maka selain

diakui sebagai pendapatan hibah, jumlah yang sama juga

dikaui sebagai Aset Tetap.

7. Pendapatan hasil ke{asama dengan pihak lain diakui pada saat

kas diterima atau hak untuk menagih timbui, berdasarkan

dokumen penerimaan kas atau dokumen piutang.

8. Pendapatan dari APBD diakui pada saat SP2D diterima.

9. Pendapatan dari Non APBD diakui pada saat kas diterima,

berdasarkan dokumen penerimaan kas seperti SP2D atau dokumen

lain yang dipersamakan.

10. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah

a. Hasil penjuaian kekayaan yang tidak dipisahkan, diakui saat

kas diterima atau saat haka untuk menagih timbul

berdasarkan dokumen penerimaan kas atau dokumen piutang

BLUD;

b. Hasil pemanfaatan kekayaan diakui pada saat kas diterima

berdasarkan dokumen penerimaan kas;

c. Jasa giro diakui pada saat kas diterima berdasarkan dokumen

penerimaa kas seperti rekening Koran;

d. Pendapatan bunga, diakui pada saat diterima berdasarkan

dokumen penerimaan kas;

e. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata ualg

asing, diakui pada saat realisasi;

f. Komisi, potongan ataupun bentuk lain, sebagai akibat dari

penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh

BLUD diakui pada saat komisi atau potongan tersebut ciiterima;

darl

g. Hasil investasi diakui pada saat kas diterima atau hak untuk

menagih timbul berdasarkan dokumen penerimaan kas atau

dokumen piutang BLUD.
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Pergukuran

1. Pendapatan-LO dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan

membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah

netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);

2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto
(biayai bersifat r,-ar-iabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidatri

dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakal proses belum selesai,

maka asas bruto dapat dikecualikan;

3. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (reanning) atas

pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode

sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan;

4. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-

recuning) atas pendapatan-Lo yarig tery'a'1i pada periode

penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan

pada periode yang sama;

5. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-

recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode

sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode

ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut;

6. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada

tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pen5rqiiaa

a. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO)

sesuai dengan klasifikasi dalam BAS;

b. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas

Laporan l(euangan (CaLK) sesuai dengan klasi{ikasi sumber

pendapatan.

D

E Pengungkapan

1. Hal-hai yang harus diungkapkan dalam CaLK

dengan Pendapatan-LO adalah:

a. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan

tanggal berakhirn5,'a tahun anggaran;

b. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO

pelaporal yang bersangkutal terjadi

khusus;

c. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO

melalui mekalisme anggaran/ APBD;

yarlg

hal-hal

terkait

setelah

pada tahun
yang bersifat

yang diterima tanpa
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d. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya

penerimaan pendapatan BLUD: dan

e. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

target

Tabel 7.1
Format LC

PEMERINTAH I(ABUPATEN KONAWE SELATAN
BLUD RSUD Koaawe Selatan

LAFORAIT OPERASIONAL
UNTUKTAHUNYANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER2OXl dan 2OXO

IF)alarn Rrrniahl

KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN

rf,lll,ArA I AN I'LU t

f umlah Pendapatan BLUD
JUMLAH PENDAPATAN

BEBAN
BEBAN OPERASI

Beban Pegawai
Beban Barang dan fasa
Beban Penyusutan
Beban Lain-lain

JUMLAH BEBAN
SURPLUS/DEFISIT DARr OPERASI

SUR,PLUS,/DEFISIT DARI KEGIATAN
NON OPERASIONAL

Surplus Penjualan Aset Nonlancar
Defisit Penjualan Aset Nonlancar
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non
Operasionai Lairrrrya

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI
KEGIATAN NON OPERASIONAL

xxx xxx

xxx
)oo(

)o(x
xro(

)oo(

x]o(
)oo(

xxx

)o(x

)oo(

)oo(

)oo(

x)o(

xxx
x)o(
xxx
xro(
xxx

xlo(
x)o(

)oa(

x)o(
loo(
x)o<

(i'iD i

Glartqalanskap)
NIP

URAIAN 2oxl 2oxo
Kenaikan/
Penurunan

(oh)

xxx xxx

Xxx xxx X;o( xxx
Xxx )oo< xxx xxx

xxx
x)o(
xxx
x)o(

xxx
Xxx >oo( xxx xxx
Xxx KXX xxx

xxx
x)o<

)oo(

Xxx xxx xxx xxx

SURPLUS/DEFISIT-LO Xxx xxx xxx xxx

I

I

I

I

II

I

Konawe Selatan,
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

x)o(

I
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BABVIII
KEBIJAI{AN AI{t I{TANSI BELAI{JA LRrr

A. Umum

1. Tlrjuan

Kebijakan akuntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi atas

beianja yang meiiputi definisi, pengakuan, pengui<uran, penyajian

dan pengungkapan dalarrr pen5rusunan Laporan Keuangan

pemerintah daerah.

2. Ruang Linekup

a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi belanja yang disusun

dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas;

dan

b. Pernyataan kebijakan ini beriai<u untuk entitas akuntansi dan

entitas pelaporan BLUD, yarrg memperoleh anggaran

berdasarkan APBD, dan Non-APBD, dan BLUD.

3. Definisi

a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas BLUD

dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran

Lebih dalam periode tahun anggaran bersalgkutan yang tidak

akan diperoieh pembayarannya kembali oieh BLUD;

b. Belanja merupakan unsur/komponen penyusun€rn Laporan

Realisasi Anggaran (LRA) ;

c. Belan-ia terdiri dari belan_ia pegawai, belania barang dan jasa,

dan belalja modal;

d. Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik

dalam bentuk uang atau barang, yarrg harus dibayarkan

kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang

dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus

PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan,

kecuali peke{aan yang berkaitan dengan pembentukan modal:

e. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk
pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari

12 (dua belas) bulan dalam melaksanalan program dan

ke giatan pemerintahan;
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f. Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk
pernbtryat an i:unga (irrterest) yalg,iiiakukan atas kewajibatr
penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk
beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman

dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya

commitment fee dan biaya denda;

g. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan

aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari

sairr periode akuntansi. Beianja mocial meiipuri antara lain

belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin,

gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap

lainnya dan aset tak berwujud;

i. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga

beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait

dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut

siap riigunakan.

B. Pengakuan

1. Belanja diakui pada saat:

a. Te{adinya pengeluaran dari Rekening Kas BLUD RSUD Konawe

Selatan untuk seluruh transaksi di RSUD setelah dilakukan

pengesahan defrnitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing

transaksi yang terjadi di RSUD;

b. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas BLUD untuk seluruh

transaksi di RSUD setelah dilakukan pengesahal oleh PPK

BLUD;

c. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran

pengakuannya terjadi pada saat pertanggungiawaban atas

pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai

fungsi perbenda-haraan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D

Nihil;

d. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan

mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur

mengenai badan layanan umum;

e. BLUD menyampaikan laporan belanja setiap triwulan untuk

mendapatkan pengesahan oleh BUD;
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Pengukuraa

a, Pengulmran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang

ditetapkan dalam dokumen anggaran;

b. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dal
diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum

dalam dokumen pengeluaran yang sah;

c. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja)

yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai

pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada

periode berikutnya, pengembalian tersebut dibukukan sebagai

pendapatan- LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA;

d. Belartja diukur dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas

atas beianja ciaiam mata uang asing, maka pengeiuaran tersebut

dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran

mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank

Indonesia pada tanggal transaksi.

D Penyajian

1. Realisasi belanja dilaporkan sesuai dengan klasilikasi yang

ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

2. Beianja disajikan <iaiam Laporan Reaiisasi Anggaran (LRAi

sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

a. Belanja Operasi; dan

b. Belanja Modal.

Dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran

kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran

tersebut dijabarkan dan dinyatakan daiam mata uarrg rupiah.

Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah

Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

E. Penguagkapan

1. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja,

antara lain:

a. Penjelasan beianja sesuai dengan klasifikasi ekonomi;

b. Rincian belanja perjenis belanja;

c. Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam

laporan keuangan lembar muka;
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d. Penjelasan mengenai belanja yang digunakan tanpa

melalui mekanisme an ggaran/APRD;

e. Belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya

tahun anggaran;

f. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja

daerah dan BLUD;

g. referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan

aset tetap;

h. penjelasan ke-iadian luar biasal dan

i. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
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BA'B TX

KEBIJAI(AN AI(IIITTANSI BEBAN LO

A. Umuo
1. Tujuan

Kebijakan akuntansi beban mengatur perlakuan akuntansi atas

beban yang melipuii, definisi, pengakuan, pengui<uran, penyajian

dan pengungkapan dalam penyusunan Laporan Keuangan RSUD.

2. Ruanglingkup

a. Kebi-jakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun

dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual;

dan

b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/

peiaporan BLUD, yang memperoleh anggaran berdasarkan

APBD, dan Non-APBD, dan BLUD.

3. Definisi

a. Beban adalah penurun€rn manfaat ekonomi atau potensi ,iasa

dalam periode pelaporan y€rng menurunkan ekuitas, yang dapat

berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya

kewajiban.

b. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan

Opeasional (LO).

c. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk
mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan

operasional entitas agar entitas dapat melakulan fungsinya

dengan baik.

d. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan

Jasa, Beban Bunga, Beban Jasa Peiayanan, Beban

Pemeliharaan, Beban Bahan, Beban PenJrusutan dan

Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.

e. Beban pegawai mempakan kompensasi terhadap pegawai baik

dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan

kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang

dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus

PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang teiah diiaksanakan,

kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
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f. Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat

ekonomi dalar-n periode pelaporarr yang menuiunkan ekuitas,
yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau
timbulrrya kewajiban akibat transalsi pengadaan barang dan
jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan

termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non

pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait
dengan suatu prestasi.

g. Beban Bunga merupakan alokasi BLUD RSUD Konaw-e Selatan

untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas

kewajiban penggunaan pokok utalg (pincipal outstanding)

termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan

pinjaman dan hibah yang diterima BLUD seperti biaya

commitment fee dan biaya denda.

h. Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi

akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi

pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan

penggunaan aset bersangkutan / berlalunya waktu.

i. Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus

dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait

ketertagihan piutang.

j. Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidat termasuk

da-lam kategori tersebut di atas.

k. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang

atau kewajibal untuk mengeluarkan uang dari BLUD kepada

entitas pelaporan lain yarrg diwajibkan oleh peraturan

perundang- undangan.

1. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin

dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non

operasional.

Pengakuan

1. Beban diakui pada:

a. Saat timbulnya kewajiban;

b. Saat terjadinya konsumsi ase[ dan

c. Saat terjadinya penurunErn manfaat ekonomi atau potensi jasa'

2. Saat timbulnl'a ke*'ajiban artinl'a beban diakui pada saat

terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke BLUD RSUD Konawe
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Selatan tanpa diikuti keluarnya kas dari kas BLUD. Contohnya

tagihan rekenins telepon dan rekening listrik yang sudah ada

tagihannya belum dibayar RSUD dapat diakui sebagai beban.

3. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat

pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya

kewajiban dan/ atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan

operasional BLUD RSUD Konawe Selatan .

4. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
.rfiht'. }-a}. an r{iaLr ri nozla caat -il-i --^t oaLrrhrrhd^h

dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh

penurunurn manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah pen1rusutan

atau amortisasi.

5. Pengakr,ran beban paria periocie berjaian di BLUD RSUD Konawe

Selatan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada

saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja

modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan

laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

6. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya

dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui

bersamaan riengan pengeiuaran kas dan diiai<ui<an penyesuaian

pada akhir periode akuntansi.

7. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan

bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna

Anggaran/pada saat Pertanggungiawaban (SPJ) atau diakui

bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran

dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

8. Beban Non APBD akan diai<ui bersamaan dengarr pengeiuaran kas

tanpa melalui mekanisme pengesalral oleh unit yang mempunyai

fungsi perbendaharaan.

9. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan

penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai

berdasarkan dokumen yang sa-l., misal daftar gaji, tetapi pada

3i Desember beium ciibayar;

b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban

atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti

penerimaan barang/-iasa atau Berita Acara Serah Terima
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ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam

hal pada akhir tahun masih terdapat trarang perse<liaan yang

belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban;

c. Beban Penyusutal dan amortisasi diakui saat akhir
tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan

amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti
memorial yang diterbitkan;

d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode

akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang

sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang

diterbitkan;

e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk
dibayarkan. Untuk keperluarr pelaporan keuangan, nilai beban

bunga diakui sampai dengan tangga-l pelaporan walaupun saat

jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

Pengukuraa

1. Akuntansi beban dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu

dengan membukukan bebaa bruto, dan tidak mencatat jumlah

nettonJa (setelah dikurangi dengan pengeluaran pajak).

2. Beban diukur sesuai dengan:

a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas

kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan

manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan

menggunakan mata uang rupiah;

b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal

transaksi jika barangfiasa tersebut tidak diperoleh harga

perolehannya.

3. Beban diukur dengan menggunakan satuan mata uang rupiah,

transaksi dalam mata uang asing dicatat dengan menjabarkannya

ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank

Indonesia pada tanggal transaksi.

PenYaJl=t:

1. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian beban

sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang

dar-i Jasa, Beban Bunga, Beban Jasa Pelayanan, Bebarr
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Pemeliharaan, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban

Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain;

b. Beban Non Operasional.

2. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam

Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Delisit dari

Kegiatan Non Operasional.

E. Pengungtapan

1. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan bebal, antara
lain:

a. Pengeluaran beban tahun berkenaan;

b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya

periode akuntansi/ tahun anggaran sebagai penjelasan

perbedaan dengan pengakuan beianja;

c. Penjelasan mengenai beban yang digunakan tanpa melalui

mekanisme anggaran/APBD; dan

d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
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BAB X
AJ{UNTANSI PEMBIAYAAIT

A. UEum

1. Ttrjuan

T\uan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur

perlaluan aicuntansi pembiayaan, yang meiiputi definisi,

pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam rangka

memenuhi tqiuat akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh

peraturan perundang- undangan.

2. Ruang Lingkup

a. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian pembiayaan yang

disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis

kas;

b. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas BLUD RSUD Konawe

Selatan .

3. De{inisi

a. Pembiayaan lfirnncingil adalah seluruh transaksi keuangan

BLUD, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu

dibayar atau akan diterima kembali pada tahun anggaran

bersangkutan maupun ta-hun-tahun anggaran berikutnya, yang

dalam penganggaran BLUD terutama dimaksudkan untuk
menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggar€rn.

b. Asas Bruto adalah suatu prinsip yalg tidak memperkenankan

pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi

pengeluaran pada suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan

atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah

diiakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeiuaran.

c. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh

transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas

diterima atau dibayarkan.

d. Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD RSUD untuk

menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran BLUD.

e. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

f. Rekening Kas BLUD adaiah rekening tempat penyimpanan uang

BLUD yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh

penerimaan dan pengeluaran BLUD pada bank yang ditetapkan.
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g. Surplus/Defisit adalah selisih lebih / kurang antara pendapatan

dan belanja selama satu periode pelaporan.

h. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening

Kas BLUD antara lain berasal dari penggunaan SiLPA tahun

sebelumnya, penerimaan pinjaman dan penerimaan kembali

pinjaman yang riiberikan kepada entita.s iain.

i. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-

pengeluaran Rekening Kas BLUD antara lain pemberian

piniaman kepada entitas lain dan pembayaran kembali pokok

pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu.

4. Klasilikasi

a. Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan

pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

b. Penerimaan Pembiayaan BLUD; dan

c. Pengeluaran Pembiayaan BLUD.

Peagakuan

a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening

Kas BLUD;

b. Pengeiuaran pembiayaan diakui pada saat dikeiuarkan dari

Rekening Kas BLUD.

Pengulnran

a. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas

bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak

mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan

pengeluaran);

b. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas

bruto.

Akuntansl Pembiayaan lYetto

a. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan

setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun

anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang a;::tara penerimaan dan

pengeiuaran pembiayaan selama satu periode peiaporan dicatat

dalam pos Pembiayaan Neto.

D
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b. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggzran adalah selisih

lebih/kurang antal a realisasi penerimaan dan pelgelual-al selatta

satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi

penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat

dalam pos SiLPA/SiKPA.
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BAB XI
KEBIJAI{AN AKUNTANSI KOREKSI KFSALAHAfi , PERT'BA}IAI{

KEBIJAI(AN ANUNTANSI, PERT'BAIIAN ESTIUASI NIUIITAITSI, DAN POS

LUAR BIASA

A Umun
1. Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas

koreksi kesaiahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan

estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan, dan

peristiwa luar biasa.

2. Ruang Linelrup

a. Dalam menJrusun dan menyajikan laporan keuangan suatu

entitas menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh

kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan

estimasi akuntansi, rian operasi yang tidak diianjutkan, dan

peristiwa luar biasa; dan

b. Pernyataan kebijakal ini berlaku untuk badan layanan umum

daerah sebagai entitas pelaporan dalam menyr"rsun laporan

keuangan.

3. Definisi

a. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar,

konvensi- konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesilik

yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan

dan penyajian laporan keuangan;

b. Kesalahan mendasar (fundamental error) adaTah penyajian pos-

pos yang secara signilikan tidak sesuai dengan yang

seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode

berjalan atau periode sebelumnya;

c. Koreksi a<iaiah tindakan pembetuian akuntansi agar pos-pos

yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai

den gan yang seharusnya;

d. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi

atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu

fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan

operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program

atau kegiatan yang iain;
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e. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan

kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat

informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi,

atau perkembangan lain;

f. Penyajian Kembali (restatement) adalah perlakuan akuntansi

yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu

dilakukan penyajian kembali pada awal periode BLUD untuk
pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi
yang baru;

g. Pos luar biasa adalah penghasilan atau beban yang timbul dari

kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas

normal entitas dan karenanya tidak diharapkan untuk sering

terjadi atau terjadi secara teratur.

B. Koretsl Kesalahan

1. Kesalahan dalam pen;rusunan laporan keuangan pada satu atau

beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada

periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya

keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh

pengguna anggaran, kesalahan perhitrrngan matematis, kesalahan

dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi

fakta, kecurangan atau kelalaian;

2. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahErn mempunyai pengaruh

signifikan bagr satu atau lebih laporan keuangan periode

sebelumnya sehingga laporal-laporan keuangan tersebut tidak

dapat diandalkan lagi;

3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya riikeiompokkan dalam 2

(dua) jenis:

a. Kesalahan yang tidak berulang; dan

b. Kesalahan yang berulang dan sistemik.

4. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang

diharapkan tidak al<an terjadi kembali yang dikelompokkan dalam

2 (dua) jenis:

a. Kesalahal yang tidak berulang yang terja<ii pada periode be{aian;

b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada

periode sebelumnya.
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5. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang

disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi
tertentu yang diperkirakan akan teq'adi berulang. Kesalaharr

berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan

dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan

kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA

maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

6. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah

diketahui.

7. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode

berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak,

dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan

<ialam periocie berjaiarr, baik pacia akun pendapattrn- LRA atau

akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

8. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-

periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila

laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukal
dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada

akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun

pendapatan-LO atau akun beban.

9. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga

mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang

yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah

posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah

diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan

lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas

diiakukarr dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan belanja:

a. yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas.

Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas

yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah

penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan

pendapatan lain-lain.

b. yang menambah saido kas terkait beianja mo<iai yang

menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-mark-up dan

setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut

harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas
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dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.

yang mengiiiangi saldo kas yaitii terdapat transalisi belanja

pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan

mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo

kas.

d. yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang

menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun la,lu yang

belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo

Anggaran i,ebih dan mengurangi saldo kas.

10. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak

berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan

menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan

keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan

pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

a. yang menambah saido kas terkait peroiehan aset seiain kas

yaitu pengadaan aset tetap yang di-mark-up dan setelah

dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus

dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan

menguralgi akun terkait dalam pos aset tetap;

b. yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas

yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan,

dikoreksi <iengal menambah akun terkait dalam pos aset tetap

dan mengurangi saldo kas.

11. Koreksi kesa-lahan atas beban yang tidak berulang, sehingga

mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode

sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak

mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila

laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan

dengan pembetulan pada akun pendapatan iain-iain-LO. Dalam

hd mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan

pembetulan pada akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan beban:

a. yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai

tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi

dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-

iain- LtJ;
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b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban

pegaw-ai tairiln iaiu yaug belul dilaporkan, dikoreksi dengan

menambah akun beban lain-lain- LO / mengurangi akun

ekuitas, dan mengurangi saldo kas.

1r. Koreksi kesalahan atas penerirnaan pendapatan-LRA yang tidak

berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan

menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan

keualgan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan

pemitretuian pada akun kas rian akun Saicio Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan Pendapatan- LRA:

a. Menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan

yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah

akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih;

b. Mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana

alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah

Pusat, dikoreksi dengan mengurangi akun Sai<io Anggaran

kbih dan mengurangi sa-ldo kas.

13. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak

berulang yang te{adi pada periode-periode sebelumnya dan

menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan

keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan

pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contoh koreksi kesaiahan penciapatan-1,0:

a. Menambah saldo kas yaitu penyetoran penerimaan pelayalan

yang belum masuk ke kas BLUD dikoreksi dengan menambah

akun kas dan menambah akun ekuitas;

b. Mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatal dana

alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah

Pusat dikoreksi dengan mengurangi akun Ekuitas dan

mengurangi saftio kas.

14. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaral pembiayaan

yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya

dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan

keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan

pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran tebih.

Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

a. yang menarnbah saldo kras yaitu pemerintah BLUD menerima
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setoran kekurangan pembayaran cicilaa pokok pinjaman

tahun lalu dar-i pihah ketiga, dikoreksi oleh BLUD dengan

menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran

l,ebih;

b. yang mengurangi saldo kas terkait penerirnaan pembia5ra31,

yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran

cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari BLUD dikoreksi dengan

mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo

kas.

Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

1) yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu

angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat

pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan

menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran

Irbih;
2l yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu

angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi

dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo

Anggaral trbih.
1E tr^-^1-^l l----1-l-^- ----- .:l^l- l^^--i^--- ^- 1-^---^:.:l^^-I\,. AUIEAST lrc >i1li1l ti,'l I JdtrE, trud-A. uEr urd-rrB dla15 prilluaLaL€ur AcwcrJruiall

yang te{adi pada periode-periode sebelumnya dan menambah

maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode

tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada

akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

a. yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas

karena diliembalikannya kelebihan pembay'aran angsuran

suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan

menambah akun kewajiban terkait;

b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembaya-ran suatu

angsur€ur kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu

dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan

mengurangi saldo kas.

16. I(oreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 8, 9, 10
dan

12 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran

atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode

dilai<ukannya koreksi kesaiahan.
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17. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 8, 11,
dan

13 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas
yang bersalgkutan dalam periode dilakukannya koreksi

kesalahan.

iB. Koreksi kesala-.'ran yang tidali bei'ulang y-ang terjadi pada periode-

periode sebelumnya dan tidat mempengaruhi posisi kas, baik

sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut

diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait
pada periode ditemukannya kesalahan.

Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dal
mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan

jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan

mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun

peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu

dila-kukan kcreksi

19. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode

yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan da-lam Laporan Arus Kas

tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

20. Koreksi kesaiahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan
Keuangal.

Perubahan Kebijakaa Atuataaei

1. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari

suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetalrui

trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu,

kebijakan akuntansi yang digrina-kan diterapkan secara konsisten

pada setiap periode.

2. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran

akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi,

kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh

perubahan kebijakan akuntansi.

3. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila

penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda riiwajibkan

oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi

pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakal bahwa

pembahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi

keualgan, kine{a keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan
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lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

4. Perubairan kebijakan a}untarrsi tida-h rnencakr.rp hal-ha1 sebagai

berikut:

a. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau

kejadian yang sec.rra substansi berbeda dari peristiwa atau

kejadian sebelumnya; dan

b. Adopsi suatu kebtakan akuntansi baru untuk kejadian atau

transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

5. Timbuinya suatu kebijakal untuk merevaluasi aset merupakan

suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian,

perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi

terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan

sehubungan dengan revaluasi.

6. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan

Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

D Perubahan Estinasi AJnrntansi

1. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal. maka estimasi

akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan,

tujuan penggunaan aset dan kondisi Iingkungan entitas yang

berubah;

2. Pengaluh atau da-urpak perubahan esti.nusi ai<-r,r-utansi riisajikan

pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode

selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan

estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun

perubahan dan tahun- tahun selanjutnya selama masa manfaat

aset tetap tersebut; dan

3. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan

datalg diurigkapkan dalam Catatar atas Lapora-ir Keuangan.

Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan a-lasal tidak

mengungkapkal pengaruh perubahan itu.

E. Operasi Yaag Ttdak Dilaajutkan

1 . Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah

dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan,

prograrfl, pro5,'ck, atau kantor terkait pada tugas pokok terscbut

dihentikan.
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2. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya

haldkat operasi, kegiatan, program, propk yang dihentikan,

tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan

beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila

dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan,

pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila

ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Agar laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu

segmen yang dihentikan itu har.is dilaporkan dalam Laporan

Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan

demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan

Keualgan.

4. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun
berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-

olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun laporan Keuangan.

Pada umumny'a entitas membuat rcncana penghentian, meliputi
jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah

legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

5. Bukan merupakan penghentian operasi apabila:

a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen

secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh

demand (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot,

pergantian kebutuhan lain;

b. Fungsi tersebut tetap ada;

c. Beberapa jenis sub kegiatal dalam suatu fungsi pokok

dihapus. selebihnva berjalan seperti biasa. Relokasi suatu

program, proyek, kegiatan ke wilayah lain;

d. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah,

menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu

operasi tersebut.

Perlstlwa Luar Biasa

1. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau

transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam

aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk

penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang.

Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa

hanyalah peristiwa- peristiwa yang belum pernah atau jarang
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terjadi sebelumnya.

2. Peristiwa yang bera,3a di luar kendaii atau pengaruh entitas

adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak

dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi

yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan

peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah

tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa

untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.

3. Dampak yang signifikan terhaciap realisasi anggaran karena

peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara

tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran

belan-ia tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan

perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.

4. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang

ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya

berciasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejariian

yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama

tahun alggaran be{alan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan

sebagainya yang menvebabkan penyerapan dana dari mata

anggurran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya

termasuk peristiwa luar biasa,

terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang

signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa

tersebut secara tunggal menyerap 5O% (lima puluh persen) atau

lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan

sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan

dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau
penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa

dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata

anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk
kebutuhan darurat.

5. Dampak yang signiflkan terhadap posisi aset/kewajiban karena
peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi

dimal<sud menyebabka:r perubahan yertg menCasar dalam

keberadaan atau nilai aset/ kewajiban entitas.

6. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:

a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;

b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
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c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;

d. Merniliki darnpak yang signifikan terhadap realisasi anggararr

atau posisi aset/kewajibal.
7. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar

biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NoMoR 8o TAHUN 2024

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH

SAKIT UMUM DAERAH KONAWE SELATAN

KIBIJAKAN AI(UNTANSI PELAPORAIT KEUANGAN

BAA I
PEIVYA.JfAN I"AFORAI{ I(EUAIYGAN

A, UMUM

1l TuJuan
1. Tujuan kebijakan akuntansi BLUD pada RSUD Konawe Selatan

adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum
dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik
terhadap anggaran dan antar periode.

2. Untuk mencapai tujurn tersebut, Kebijakan Akuntansi BLUD pada

RSUD Konawe Selatan menetapkan seluruh pertimbangan dalam
rangka penyajian laporan keuangan, pedoman stmktur laporan
keuangan, dan persyaratan minimum ioi laporan keuangan.

3. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan
yang ditujukan untuk memenuhi kebututran bersama sebagian

besar pengguna laporan. Pengakuan, pengukuran, dan
pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-perislwa

yang lain, diatur dalam kebtjakan akuntansi yang khusus.

2f RuangLlngkup
1. Laporan keuangar untuk tujuan umum yang disusun dal

disajikan dengan basis akrual.

2. Laporan keualgan untuk tujuan umum adalah laporan yang

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang

dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislaU, lembaga

pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam

prones donasi, investasi, dan pinjaman, serta Pemerintah Kabupaten

Konawe Se1atan.

3. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan, dalam hal ini

adalah BLUD pada RSUD Konawe Selatan .
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3l Basis Akuntansi

Basis akuntalsi yang digunakan BLUD pada RSUD Konawe

Selatan yaitu basis akrual.

4! Delinisi

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan

akuntansi ini dengan pengertian:

1. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA

aciaiah dokumen perencanaan bisnis dan anggaran iahunan
yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran

BLUD.

2. Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas

pada Bendahara BLUD.

3. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau

dimitiki oleh BLUD sebagai atibat dari peristiwa masa lalu dan

dari mana madaat ekonomi <ianl atau sosial di masa depal

diharapkan dapat diperoleh oleh BLUD.

4. Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat

diidentifikasi dan tidak mempunyai wu-iud frsik serta dimiliki

untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau

digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan

intelektual.

5. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat

lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan

BLUD.

6. Basis akrual adalah basis akuntansi yarrg mengakui penqaruh

transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan

peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara

kas diterima atau dibayar.

7. Basis kas adalah basis ai<untansi yang mengakui pengaruh

transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas

diterima atau dibayar.

8. Beban adalah penumn.rn manfaat ekonomi atau potensi -iasa

dalam periode pelaporan yang menumnkan ekuitas, yang dapat

berupa pengeluaran atau konsumsi aset ataLr timbulnya

kewajiban.

9. Beianja adaiah semua pengehraran dari Rekening Kas BLUD
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yarlg mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun
anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kemba-li oleh BLUD.

10. Ekuitas adalah kekayaan bersih BLUD yang merupakan selisih

antara aset dan kewajiban BLUD.

ll.Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh

manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau

manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan BLUD

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

12. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yarrg setiap

saat dapat diguaakan untuk membiayai kegiatan BLUD.

13. Kas Umum BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD yang

ditentukan oieh Bendaharawan BLUD untuk menampung

seluruh penerimaan dan pengeluaran BLUD.

14. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya

ekonomi BLUD.

15. Mata Ualg Asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah.

16. Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau

salah saji suaru informasi akan mempengamhi keputusan atau

penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan.

Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau

kesalahan yalg dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana

kekurangan atau salah saji terjadi.

17. Nilai Wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban

antar frhak yang memahami dan berkeinginal untuk melakukan

transaksi wajar.

18. Pembiayaat (-finnncingl adalah setiap penerimaan yang perlu

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang al(an diterima

kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun

tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran

BLUD terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau

memanfaatkan surplus anggarzrn.

i9. Pendapatan-LO adaiah hak BLUD yang diakui sebagai penambah

ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan

tidak perlu dibayar kembali.

2O. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas BLUD
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yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun
anggaran 5rarrg hersangkutan yang meniadi hak pemerintah, dan
tidak perlu dibayar kembali oleh BLUD.

2 1. Penyusutan adalah adalah alokasi yang sistematis atas nilai
suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assetsl
selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

22. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan
nnaracinnol EII I IFr

23. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa/beban luar biasa

yang te{adi karena kejadian atau transaksi yang bukan

merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin
terjadi dan beracia di iuar kendaii.

24. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang

BLUD yang ditentukal oleh Bupati untuk menampung seluruh

penerimaan BLUD dan membayar seluruh pengeluaran BLUD

pada bank yang ditetapkan.

25. Saldo Anggaran Lebih adalah akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-

tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta

penyesuaian iain yang diperkenankan.

26. Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata

uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.

27. Setara kas adalah investasi -iangka pendek yang sangat likuid

yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko

perubahan nilai yang signifikan.

28. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah

seiisih iebihlkurang Erntara realisasi penerimaan dal
pengeluaran BLUD selama satu periode pelaporan.

29. Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara

pendapatan- LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

30. Surplus/Defisit-LO adalah selisih arrtara pendapatan-LO dan

beban selama satu periode pelaporan, setela-h diperhitungkart

surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

31. Tanggal peiaporan adaiah tanggai hari terakhir dari suatu

periode pelaporan.
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TuJuan LaPoraa l(6rrrtgnn

1 . T\tjuan uml1m laporan keuangan adalah men5rajikan informasi

mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan

kine{a keuangan BLUD yang bermanfaat bagi para pengguna

dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi

sumber ciaya.

2. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan BLUD adalah untuk
menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan

keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas

pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya,

dengan:

a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya

ekonomi, ken'ajiban, dan ekuitas dana BLUD;

b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber

daya ekonomi, kewajiban, dal ekuitas dana BLUD;

c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan

penggunaan sumber daya ekonomi;

d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi

terhadap angga.rannya;

e. menyedialian informasi mengenai cai:a entitas pelaporan

mendarai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

f. menyediakan informasi mengenai potensi BLUD untuk
membiayai penyelenggaraan kegiatan-kegiata-n BLUD;

g. menyediakan informasi yang berguna untuk
mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai

aktivitasnya.

3. Pelaporan keuangan juga meny-ajikan informasi bagt

pengguna mengenai:

a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan

sesuai dengan anggaran; dan

b. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan

sesuai dengan ketentuan.

4. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan

menyrdiakan i-,rformasi dalam hai:

a. Aset;

b. Kewajiban;

c. Ekuitas;

d. Pendapatan;
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e. Belanja;

f. Pembiayaan; dan

C. Arus kas.

5. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk
memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya,

namun tidali dapat sepenuhnya memen-rihi tujuan tersebut.

Informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, dapat

dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk
memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai

aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

6. BLUD harus menyajikan informasi tambahan untuk membantu

para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan dan

pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi

keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi

tambahan ini termasuk rincian mengenai output dan outcomes

dalam bentuk indikator kinerja keualgan, laporan kinerja

keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai

pencapaian kine{a keuangan selama periode pelaporan.

Tanggung Jawab Pelaporan Keuaagan

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan

berada pada Direltur RSUD Konawe Selatan .

Komponel-kornpotren Iaporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan

keuangan pokok adalah:

a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran L,ebih;

c. Neraca;

d. Laporan Operasional (LO);

e. Laporan Arus Kas;

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

g. Catatan atas Laporan Keuangan.
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E. Struktur dan Isi
Pendahuluan

Pernyataan kebijakan akuntansi ini mensyaratkan adanya
pengungkapan tertentu pada lembar muka (on the facel 1aporan

keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos iainnya daiam
lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan

Keuangan, dan merekomendasikal format sebagai lampiran
kebijakan akuntansi ini yang dapat diikuti oleh entitas akuntansi

dan entitas pelaporan sesuai dengan situasi masing-masing.

Identifikasi Laporan Ke'aagaa

1. Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari

informasi iainnya daiam doi<umen terbitan yang sama.

2. Kebijakan akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan

dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu

lapcran tahunal atau dckumen lainnya. Oleh karena itu,
penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang

disajikan menurut kebijakan akuntansi dari informasi lain,

narnun bukan merupakan subyek yang diatur dalam kebijakan

akuntansi ini.

3. Setiap komponen laporan keuangan BLUD harus diidentifikasi

secara jelas. Di samping itu, informasi berikut harus

dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman

laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang

memadai atas informasi yang disajikan:

a. cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas

tunggai atau gabungan <iari beberapa entitas akuntalsi;

b. tanggat pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan

keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan

keuanganl

c. mata uang pelaporan adalah Rupiah; dan

d. tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-

angka pada laporan keuangan.

4. Berbagai pertimbangan <iigunakan untuk pengaturan tentang

penomor€rn halaman, referensi, dan susunan lampiran sehingga

dapat mempermudah pengguna dalam memahami laporan

keuangan.
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5. Laporan keuangan seringkali lebih mudah dimengerti bilamana

informasi disajikan dalam ribuan atarr jutaan nrpiah. Penyajiarr

demikian ini dapat diterima sepanjang tingkat ketepatan dalam

penyajian angka-angka diungkapkan dan informasi yang relevan

tidak hilang.

Periode Pelaporaa

1. Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam

setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas

benibah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu

periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu

tahun,dengan mengungkapkan informasi berikut:

a. alasal penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;

b. fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan

tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak

dapat diperbandingkan.

2. Dalam situasi tertentu suatu entitas harus mengubah tanggal

pelaporannya, misalnya sehubungan dengan adanya perubahan

tahun anggaran. Pengungkapan atas perubahan tanggal

pelaporan adalah penting agar pengguna menyadari kalau

jumlah-jumlah yang disajikan untuk periode sekarang dan

jumlah-jumlah komparatif tidak dapat diperbandingkan.

Tepat WaLtu

Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak

tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal

pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi

suatu entitas peiaporan bui<an menipakan alasan yang cukup atas

kegagalan pelaporan yang tepat walrh.r. Laporan Keuangan BLUD

akan dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan PPKD dalam hal

ini adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan untuk

dilaksanakal audit oleh BPK-RI.

Laporaa Realisasi Aaggaraa

1. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan

BLUD yang menunjukkan ketaatal terhadap RBA.

2. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi

dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh BLUD

dalam satu pei:iode pelapora-'r.



-168-

Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan sekuralg-

kurangnya unsur-lr nslrr sebagai berikut:

a. pendapatan-LRA;

b. belanja;

c. surplus/de{isit-LRA;

ri. pembiayaan;

e. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

3. l,aporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan

antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode

pelaporan.

4. l,aporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam

Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat

hai-hai yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran dan sebab-

sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan

realisasinya, serta daftar- daftar yang merinci lebih lanjut angka-

angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

5. Pengaturan lebih lanjut tentang l,aporan Realisasi Anggaran dan

pengungkapannya diatur dalam Kebijakan Akuntansi Laporan

Realisasi Anggaran.

Laporan Perubahaa Saldo Arggaran Lebih (SALf

Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan

periode sebelumnya pos-pos berikut:

a. Saldo Anggaran kbih awal;

b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun be{alan;

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan

e. Lain-iain;

f. Saldo Anggaran trbih Akht.
Neraca

1. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas

akuntansi/ entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan

ekuitas pada tanggal tertentu.

2. Nilai ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang

merupakan seiisih antara aset dan kewajiban BLUD pada

tanggal laporan.

3. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada

Laporan Perubahan Ekuitas.
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Xlaaifikasi

1. RLUD mengklasifrkasikan asetnya dalam aset lancar dan

nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi

kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

2. BLUD mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang

mencakup jumlah-jumiah yang tiiharapkan akan diterima atau

dibayar dalam waldu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal

pelaporan dan jumlah- jumlah yang diharapkan akan diterima

atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 fdua belasl bulan.

3. Apabila BLUD menyediakan barang-barang yang akan

digunakan dalam menjalankan kegiatan BLUD, perlu adanya

klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam

neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang

yang akan digunatan dalam periode akuntansi berikutnya dan

yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.

4. Infonnasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kev, ajiban

keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas

suatu entitas akuntansi dan/atau/entitas pelaporan. Informasi

tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban

sepet'ci persediaal dan cadangan juga bermanfaat untuk

mengetahui apakah aset diklasifrkasikan sebagai aset lancar dan

nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban

jangka pendek dan jangka panjang.

5. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

a. kas dan setara kas;

b. investasi jangka pendek;

c. piutang;

d. persediaan;

e. investasi jangka panjang;

f. aset tetap;

g. aset lain-lain

h. kewajibal jangka pendek;

i. kewajiban jangka panjang;

j. ei<uitas.

6. Pengatural lebih lanjut tentang neraca dan pengungkapannya

diatur dalam kebijakan akuntansi neraca.
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Laporan Arus l(as
.l . Laporan arrs kas men;rajikan informasi mengenai sumber,

penggunaaan perubahan kas dan setara kas selama satu periode

akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

2. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan
aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

3. Penyajian laporal arus kas dan pengungkapan yang

berhubungan dengan arus kas diatur lebih lanjut dalam
Kebijakan Akuntansi tentang Laporan Arus Kas.

Laporan Operaclonal

Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;

b. Beban <iari kegiatan operasionai;

c. Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;

d. Pos luar biasa, bila ada; dan

e. Surplus/defisit-tO.
Laporaa Perubahan Ekuttas

1. Laporan Pembahan Ekuitas merupakan laporan keuangan

pokok yang sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos:

a. Ekuitas awal;

b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;

c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi

ekuitas, misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari
persediaan yang terjadi pada periode - periode sebelumnya

dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap;

dan

d. Ekuitas akhir.

Catatan atas Laporaa Keuangan

1. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan

membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya,

Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan

dengan susunzrn sebagai berikut:

a. informasi tentang kebijakan fiskal / keuangan, ekonomi

regional/ ekonomi makro, pencapaian target yang telah

ditetapkan dalam RBA, serta kendala dan hambatan yang

dihadapi dalam pencapaian target;

b. ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun
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pelaporan;

c, informasi tentang dasar penyusunan la-poran keua,ngan dan

kebijakan-kebijalan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan

atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting

lainnya;

d. pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dal kewajiban

yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas

pendapatan dan belanja;

e. informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang

wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan

keuangal.

f. daJtar dan skedul.

2. Catatan atas l,aporan Keuangan <iisajikan secara sistematis.

Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan

Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas

dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi

silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

3. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar

terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam

Laporal Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca,

Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan

Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan

adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dialjurkan
oleh Kebijakan Akuntaasi Pemerintah Daerah ini serta

pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk

penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban

kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

PenyaJlan KebijaAan-kebijalar Aeuntarst

1. Kebija-kan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan

menjelaskan hal-hal berikut ini:

a. basis pengukuran yang digunakan dalam pen)'usunan

laporan keuangan;

b. sampai sejauh mala kebijakan-kebijalan akuntansi yang

berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi

kebijakan akuntansi diterapkan oleh suatu BLUD; dan
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c. setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk

memahami laporan keuangan.

2. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis

pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian

laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran

digunakan da-iam pen5rusunan iaporan keualgan, maka

informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat

mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis

pengukuran tersebut.

3. Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu

diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah

pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk

memahami setiap transaksi yang tercermin daiam iaporan

keuangan. Kebijakan- kebijakan akuntansi yang perlu

dipertimbangkan untuk disajikan da-lam Catatan atas l,aporan

Keuangan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai

berikut:

a. Pengakuan pendapatan-LRA;

b. Pengakuan pendapatan-LO

c. Pengakuan beianja;

d. Pengakuan beban;

e. Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
f. Investasi;

g. Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwr-rjud

dan tidak berwujud;

h. Kontrak-kontral< konstruksi;

i. Kebijakan kapitaiisasi penge iuaran;

j. Kemitraan dengan frhak ketiga;

k. Biaya penelitian dan pengembangan;

1. Persediaan, baik yang untuk di-iual maupun untuk dipakai
sendiri.

4. BLUD perlu mempertimbangkan sifat kegiatan-kegiatan dan

kebijakan- kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan

atas Laporan Keuallgan. Sebagai contoh, pengungtrcapan

informasi untuk pengakuan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk

lainnya dari iuran wajib (nonreciprocal reuenuel, penjabaran mata

uang asing, dal perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.
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5. Kebijakan akuntansi bisa menjadi signifikan walaupun nilai pos-

pos yang disajikan dalam perioele be4alan dan sehelumnya tidak

material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi

yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam Kebijakan

1nL

Peagungkapan-PeagungLapan Lalnnya

Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila

belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan

keuangan, yaitu:

a. domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi dimana

entita s tersebut beroperasi;

b. penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;

c. ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan

operasionalnya.
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A

BAB tr
LAPORAT{ RTALISASI ANGGARAN (LRA)

Umum

TuJuaa

i. Tujuan Kebijakan Akuntansi atas Laporan P.ealisasi Anggaran

adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi

Anggaran dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas

sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Laporan realisasi anggar€rn memberikan informasi tentang

realisasi dan anggaran secara tersanding. Penyandingan antara

anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian

target-target yang teiah disepakati rialam RBA.

Ruang Lingkup

Kebijakaa akuntansi Laporan Realisasi Anggaran ini diterapkan

dalam penyajian LRA yang disusun oleh SKPD/BLUD, PPKD, dan

Pemerintah daerah.

Manfaat Laporaa Realisasi Anggaraa

1. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai

realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan

pembiayaan dari BLUD yang masing-masing diperbandingkan

dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para

pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai

alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan

ketaatan entitas akuntansi/entitas pelaporan terhadap anggaran

dengan:

a. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan

penggunaan sumber daya ekonomi;

b. menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara

menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja BLUD

dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

2. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna

dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk
mendanai kegiatan BLUD dalam periode mendatang dengan cara

menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Rea-lisasi Anggaran

dapat menyediakan informasi kepada para pe:nggun a iaporan tentang

indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:
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a. telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;

b. telah dilaksanairan sesiiai dengan atlggai-altllya (RBA); dan

c. telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Deftaisi

1. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA

adalah dokumen perenc€rnaan bisnis dan angg€rran tahunan

yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran

BLUD.

2. Asas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan

pencatatan secara netto penerimaan setelah dikurangi
pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak

memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan

kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

3. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas BLUD

yang mengurangi ekuitas dala iancar dalam periode tahun

anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh BLUD.

4. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari

satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan

peraturan perundang- undangan wajib menyampaikan laporan

pertanggungiawaban berupa laporan keuangan.

5. Kas BLUD ariaiah tempat penyimpanan uang BLUD yang

ditentukan oleh Bendaharawan BLUD untuk menampung

seluruh penerimaan dan pengeluaran BLUD.

6. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar,

konvensi- konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik

yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penl'usunan dan

penyajian laporan keuangan.

7. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas BLUD

yang men€rmbah ekuitas dana lancar dalam periode tahun

€rnggaran yang bersangkutan yang menjadi hak BLUD, dan tidak

perlu dibayar kembali oleh BLUD.

8. Pembiayaan lfinancing) adalah setiap penerimaan yang perlu

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima

kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun

tahun-tahun zrnggzrrErn berikutnya, yalg dalam penganggaran
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BLUD terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau

memanfaatkan srrrplus anggaran.

9. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang

BLUD yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh

penerimaan BLUD dan membayar seluruh pengeluaran BLUD

pada bank yang ditetapkan.

10. Surplus/defrsit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan

dan belanja selama satu periode pelaporan.

11. SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi

penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode

pelaporan.

12. Saldo Anggaran Lebih adalah nilai saldo yang berasal dari

ak-umulasi SiLPAi SiKPA tahun-tahun anggaran sebeiumnya dan

tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Strulrtur Laporan Reallsasi Anggaran

1. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi

pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan, yang

masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam

satu periocie.

2. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasikan

secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika

dianggap perlu, informasi berikut:

a. nama OPD;

b. periode yang dicakup;

c. mata uang pelaporan yaitu Rupiah; dan

d. satuan angka yang digunakan.

Periode Pelaporan

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya seka-li

dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas

berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan

suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun,

entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:

a. alasal penggunaan periode pelaporal tidak satu tahun;

b. fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi

Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

c
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D TepatWahu
1. ilanfaat suatu Lapoi'an Realisasi fuiggaran belk-urang jika

laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-

faktor seperti kompleksitas operasi BLUD tidak dapat dijadikan

pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk
menyajikan laporan keuangan tepat waktu.

2. BLUD sebagai entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi

Anggaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah

berakhirnya tahun anggaran. Entitas akuntansi menyajikan

Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 2 (dua) bulan

setelah berakhirnya tahun anggaran.

E. Informasi yang DisajiAan dalam Laporan Realisasi Aaggarar atau

dalam Catataa atas Laporaa Keuangan

1. BLUD menyajikan klasifikasi pendapatan-LRA menurut
l-^1^--^1, l^- :^-:- -^-l^-^.^- l-1^- r't^^l:-^-'Ke.iompoK oan jenls penqapalarl galain Lapora-n Nealsasl

Anggaran. Rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada

Catatan atas l,aporan Keuangan.

2. Pos pendapatan yang disajikan dalam Laporan Realisasi

Anggaran berdasarkan rincian obyek pendapatan sampai pada

kode rekening jenis pendapatal.

3. BLUD menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja

daiam Laporan Reaiisasi Anggaran. Pada iaporan entitas

pelaporan, klasifikasi belanja disajikan dalam catatan atas

laporan keuangan.

F Traneaksi 4alq6 lf,sta Uaag Asing

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata

uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut
l----.^--^l- l^^-t- -^-.-^t --l^ 

.^---^1 .-^-^^l-^:lIlCrlllrul l\ulD !qlrB.ur rJilrrA SElrLldl Pdud Lcu rtiBir r Ll cu rs6tl1.sl.

G Format Laporan Realisasi Anggaran

1. Penyajian Laporarr Realisasi Anggaran harus sesuai dengan PSAP
Nomor

13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

dal format yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 77 Tahun 2O2O tentang Pedoman Telo:is Pengelolaan

Keuangan Daerah. Contoh format l,aporan Realisasi Anggaran

dalam lampiran kebijakan akuntansi ini hanva merupakan
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ilustrasi dan bukan meru akan an dari kebiiakan akuntansi.

T\.rjrran lampiran ini adalah mengih.rstrasikan penerapan

kebijakan akuntansi untuk membantu dalam pelaporan laporan

keuangan.

2. BLUD harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur

yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam Catatan

atas Laporan Keuangan.

Tabel 2.1
Format Laporan Reallsasl Atrggaran

PEMERINTAH KABT'PATEN KOI{AWE SELATAN

BLUD RSUD KOI{AWE SELITTAN

LAPOR IN REALISASI AIiccARAii
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER

20xx DAN 20)O(

A+ffit" n2ffisi o/o
Reall
easi
20x
x

Belania Pegawai )oo( )oa( )oo<

Juml,ah Belanja Operasi K xn

Belanja Aset Lainnya (software,

Pendaoalan Jasa lavanan dari
masvatakat xxx )oo< )oo(

Pendapatan Jasa layanan dari
entitas akuntansi/ entitas
pelaporan

>oo< )oo< )oo(

Pendapatan hasil kerja sama >oo< )oo( )o< )oo<

Pendapatan hibah )oo( )ao< )o( )oo(
Pendapatan Usaha lainnya )oot )oo< )o< )oo<

.iumiah Fendapatan T

>m( x, ET

BELANJA
BELAITJA OPERASI

Belanja Barang(JKN +APBD) )oo< )ao( )o(
Bunga (pinjaman) )oo( )oo< xx )ao(
Belanja Lain-lain ,o<x )oo< )o( )oo<

n EO(

BELANJA MODAI
Belanja Tanah )GX )oo( )o( )oo<

Belanja Peralatan dan Mesin )oo( )oa< )oo(

Beianja Gedung dan Bangunan I

)oo( )oo( >o( )oo(

Belania Jalan, Irieasi dan
J arlnPan )o(x )oo( )o( )oo(

Belanja Aset Tetap Lainnya )oo( )oo( )o( )oo(

Jumlah Belanja Modal xp( ,oax loa ,otr
franchise, hak Len

)oo( )ao( )oa )oo<

PENDAPATAN

I

)o<

)o(

roo(

I

I

)oo(

I

)o<

I

I
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SUR-PLUS,/ DEFISIT f.cl

PENERIMAAN PEMBIAYA.AN
lrA&ltlll ll Irl,r-r,ll.t

$uMtfrLxxNERrMAAN

Pemtravaran Pokok Piniaman

)oo(

,q

Jumlah Belanja ffi >ool n :oor

PEMBIAYAAN
PENERIMAAN

Penssunaan SiLPA tahun
seb6i\tmnva )oo( )oo< )oo(

Penerimaan Pinjaman )o<x )o(x xx )oo(

Penerimaan dari Divestasi )o(x xxx xx )o(x

xxPenerinaan Kembali Pinjaman
Kepada Pihak Lain

)oo( )oo(

rru,Irlah Per erirnaan
fiemblafaan 

dalam m MT EI rmt

li!}NLiEI,UAI{AITI
PENGELUA.RAN
PEMBIAYAAN DALA}I
NEGERI

Pengeluaran Penyertaan Modal )oo( )oo( )o(

Pqmpeyian Pinjaman kepada
DtnaK laln )oo< )oo< )a< )oo(

)oo( xxx xx )oo<Jumlah Penerimaan
Pembiayaan Dalam Negeri

ma toor ,corGELUARAN$gMHHBN
xto( xx ,oorPEMBIAYAAN NETO m.

I

I

1

i

I

I

I

**x I o,* ,ooa

I

I

lE(
I

I

i
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BAB III
LAPORAT{ PERI BATTAN SALDO AI{GKiARAIT LEBIH (LPSAL}

A. Umum

TuJuaa

T\rjuan Kebijakan Akuntansi pada Laporan Sa1do Anggaran Lebih

a<ialah mengatur perlakuan akuntansi yang ciipiiih daiam penyajian

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk BLUD dalam

rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan

oleh peraturan perundang- undangan.

Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian [,aporan Perubahan Saldo

Anggaran Lebih yang disusun dan disajikan dengan menggunakan

anggaran berbasis akmai untuk entitas peiaporan.

B Strutfirr Laporaa Perubahaa Saldo Anggaraa Lebth

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi

kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran kbih tahun pelaporan

dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

C. Iei Laporarr Perubahaa Safdo Anggann Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran l,ebih menyajikan secara

komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

a. Saldo Anggaran Tahun [alu;
b. Penggunaan Saido Anggaran irbih;
c. Sisa kbih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya;

e. Lain-lain: dan

f. Saldo Anggaran Lebih tahun berjalan.

D. Penyajian dan Format Laporan

l. Penyajian Laporan Perubahan Saldo Anggaran kbih harus

sesuai dengan PSAP Nomor 13 tentang Penyajian Laporan

Keuangan Badan Layanan Umum dan format yang diatur dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang

Pecloman Teknis Pengeloiaan Keuangan Daerah. Contoh format

Laporan Perubahan Saldo Anggaran dalam lampiran kebijakan

akuntansi ini hanya merupakan ilustrasi dan bukan merupakan



-181 -

basian dari kebiiakan akuntansi. Tujuan lampiran ini

adalair mengilustrasikan penerapau kebijalial akuntansi untuk

membantu dalam pelaporan laporan keuangan.

2. BLUD harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur

yang terdapat dalam Laporan Perubahal Saldo Anggaran Lebih

da-lam Catatan atas Laporan Keuangan.

Tabel 3.1
Format Laporan Perubahaa Saldo Anggaran kbih

PEMERINTAH I(ABT'PATEN KONAWE SELATAN
BLUD RSUD KOIYAWE SELATAN

LAPORAN PERUBAIIAN SALDO AN(X}ARAN LEBIH
PER 3I DESEMBER 2OXX DAN 2O'(X

URAIAN

Sisa kbih/ Kurang Pembiayaan Anggaran )oo( xxxl SiLPA eiLpa

NO

o

20)o( 20>o(
1 Saldo Anggaran Lebih Awal )o(x xxx
2 Penggunaan SAL )oo( xxx
3 Subtotal (1-2f )oo( roo(

5 Subtotal (3+41 )oo( )oo(

6
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun
Sebelumrrya )oo( xxx

7 Lain-lain )oo( xxx
Saldo Aaggaran Lebih Akhir (5+6+7i
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BA.B ru
NERACA

A. I'IUTIM

TuJuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi neraca adatah menetapkan dasar-

dasar penyajian neraca untuk BLLID dalam rangka rnernenuhi

tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan
perundang- undangan.

2. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas
akuntansi/entitas pelaporan mengena-i aset, keu,ajiban, dan

ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Ruang Lingkup
Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian neraca yang

disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis

akrual untuk BLUD.

Deftlisi
Berikut adalah istilah-istilah 5,ang digunakan dalam Kebrjakan

Akuntalsi ini dengan pengertian:

a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau
dimiliki oleh BLUD sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan
,l-; 

---- 
manfaar -l-^-^-i .I-- /-r-,, -^-;^l ,.1i 

---- ^^---
diharapkan dapat diperoleh BLUD, serta dapat diukur dalam

satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang

diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan

sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan

budaya.

b. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat

lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan

BLUD atau dimanfaatkan cleh masyarakat umum.

c. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh

transaksi dal peristiwa lainnya pada saat transaksi dan

peristiwa itu tedadi, tanpa memperhatikal saat kas atau setara

kas diterima atau dibal'ar.

d. Ekuitas adalah kekayaan bersih BLUD yang merupakan selisih

antara aset dan kewajiban BLUD.

e. Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna

anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanl'a '*'ajib
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menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan

untuk dieabungkan pada entitas pelaporan. BLUD merupakan

entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

f. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari

satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan

peraturan perundang- undangan wajib menyampaikan laporan

pertanggungiawaban berupa laporan keuangan Pemerintah

Daerah.

g. Investasi adalah aset yang dirnaksudkan untuk memperoleh

manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau

manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan BLUD

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

h. Kas adalah uang tunai cian saldo simpanan di bank yang setiap

saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatarr BLUD.

i. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu
yang penyelesaiaanya mengakibatkan aliran keluar sumber daya

ekonomi BLUD.

j. Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah.

k. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban

antar fihak yang memahami dan berkeinginan untrrk melai<ukan

transaksi wajar.

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan

operasional BLUD.

m. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid
yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko

perubahan nilai yang signifikan.

n. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu

periode pelaporal.

iilasilikasi
1. BLUD yang merupakan entitas akuntansi/entitas pelaporan

mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar

serta mengklasifikasikan kewajibannya men-iadi kewajiban

jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

2. BLUD yang merupakan entitas akuntansi/entitas pelaporan

mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup

jumiah- jumiah yang ciiharapkan ai<an diterima atau dibayar
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dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan

jumlah-jumlah yang diharapkan al<an diterima atau ditrayar

dalam walrtu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

3. Apabila BLUD yang merupakan entitas akuntansi dan/ atau

entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan

digunakan dalam menjalankan kegiatan operasional BLUD, perlu

adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan non lancar

dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-

barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi

berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka

panjang.

4. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban

keuangan bermanfaat untuk meniiai iiicri<iitas dan solvabiiitas

suatu entitas akuntansi/ entitas pelaporan. Informasi tentang

tanggal penyelesaian aset nonkeuangal dan kewajiban seperti

persediaan dan cadangan -iuga bermanfaat untuk mengetahui

apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar

dan kewajiban diklasilikasikan sebagai kewajiban jangka pendek

dan jangka panjang.

5. Neraca mencanrumkan seicurang-kurangnya pos-pos berikut:

a. kas dan setara kas;

b. investasi jangka pendek;

c. piutang;

d. persediaan;

e. investasi jangka panjang;

f. aset tetap;

g. kewajiban jangka pendek;

h. kewajiban jangka panjang;

i. ekuitas.

6. Pos-pos selain yang disebutkan di atas disaiikan dalam neraca

jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar

posisi keuangan BLUD.

Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara

terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:

a. Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;

b. Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas akuntansi/entitas
pelaporan;

c. Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.
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7. Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi dapat
dirrkrrr dengal dasar pengulnlran yang bertreda. Sebagai contoh,

sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya
perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar
yang diestimasikan.

Penyajian Ileraca

1. Penyajian neraca harus sesuai dengan PSAP Nomor 13 tentang

Penyajian Laporan Keualgan Badan Layanan Umum dan format

1'ang diatur Celam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77

Tahun 2O2O tent:ang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah. Contoh format neraca dalam lampiran kebijakan

akuntansi ini han a meru ilustrasi dan bukan merupakan

baeian dari kebiiakan akuntansi. Tujuan iampiran ini aciaiah

mengilustrasikan penerapan kebijakan akuntansi untuk
membantu dalam pelaporan laporan keuangan.

2. BLUD harus menya_iikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur
yang terdapat dalam Neraca dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

,F^t--t , .r
r crrEr '1. l.

Format l{eraca
PEMERINTAII KABT'PATEN KOITAWE SELATN{

BLUD RSUD KONAWE SELATAN
NERACA

PER 31 DESE}IBER- 2Or(X DAN 2Or(X
Dalam Ru

AJr/ I Lttrt\-At\

NO Uraian 2o.xl 20xo
1 ASE,T

2

4 Kas di Bendahara Pengeluaran
5 Kas pada BLU
6 Kas Lainnya Seta-ra Kas
7 Investasi Jangka Pendek - Badan Layanan Umum

8
Piutang dari Kegiatan Operasional Badan
Layanan Umum

9
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan
Layanan Umum

10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
il Belanja ciibayar ciimui<a
t2 Uang Muka Belanja
13 Persediaal Badal Layanan Umum
74 Jumlah Aset lancar (a s/d 13)

ASET TETAP
15

I

I

I

16



19
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Lancar U J angKa renJeurg

JI-TML,AII KJWAJIBAIY (54+ 58!

t7 Tanah
18 Gedung dan Bangunan

Peralatan dan Mesin
20 Jaringan Listrik
co Irigasi
2t Aset Tetap l,ainnya

I Xonstruksi Datarn Pengeljaan22
I

23 Akumulasi Pen5rusutan
24 Jumlah Aset Tetap lL7 sl d 231
25
26 PIUTANG JANGKA PANJANG
27 Tagihan Penjualan Angsuran
28 Tagihan Tuntutan Ganti Rugi
29 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Jumlah Fiutang Jangka Panjang 127 s|d291
31

ASET I,AINI{YA
JJ Kemitraan dengan Prhak Ketiga
34 Dana Kelolaan
35 Aset yang dibatasi Pengunaannya

I

l

Aset Lain-lain
38 Akumulasi amonisasi
39 Jumlah Aset Lainnya (33 s/d 381

40
4t WMLAH ASET ( 14+24+30+391
42
43 KEWAJIBAN
44
45 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
46 Utang Usaha
47 Utang Pihak Ketiga
4a Utang Pajak
49

51

Utang kepada KUN

Belanja yang masih harus di
<, Pendapatan Diterima Dimuka
53 Utang Jangka Pendek Lainnya
54 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (a6 s/d 531

55
56 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
57 Utang Jangka Panjang
58 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (57)

60
61 EKI,IITAS
62 Ekuitas
63 JUMLAH EKTIITAS (62I
64

T

I

65 JI,}ILAH KEUIAJIBAIT DAIT EKIIITAS 159+63I

30

I

I

I
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BAB V
LAPORAN OPERASIOITAL (II)!

TuJuan
1. Tujuan kebijakan akuntansi Laporan Operasional adalah

-^--+^-l-^- 
J^^^- I^^^- -^--,^::^- I ^-^-^- n -^-^^:^-^l DI I Tnrr r\-r rr- raPr\a,r r lla!)an -\la,l)ctl lJ\.rrJ d.Jrarl lcty(,1anr \-rPur c(sr(Jlrc(l DL\Jr-,

dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan

operasional BLUD sebagaimana ditetapkan oleh peraturan

perundang-undangan.

2. Tujuan peiaporan operasi adalah memberikan informasi tenrang

kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam

pendapatan- LO, beban, dan surplus/defisit operasional BLUD.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan da-lam penyajian Laporan

Operasional BLUD.

2. Kebijalian akuntansi ini berlaku untuk BLUD dalam meny-usun

laporan operasional yang menggambarkan pendapatan-LO,

beban, dan surplus/delisit operasional dalam suatu periode

pelaporan tertentu.

Manfaat Informasl Laporan Operasional

1. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh

kegiatan operasional keuangan BLUD yang tercerminkan dalam

pendapatan-LO, beban, dan surpiusi deiisit operasionai dari

suatu entitas yang penyajiaanya disandingkan dengan periode

sebelumnya.

2. Pengguna laporan membutuhkan laporan operasional dalam

mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan

suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga laporan

operasional menyediakan informasi:

a. mengenai besarnya beban yang harus <iitanggung oieh BLUD

untuk menj alankan pelayanan ;

b. mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang

berguna dalam mengevaluasi kinerja BLUD dalam hal

efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan

A. Umum
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penggunaan sumber daya ekonomi;

c. yang berguna dalan memprediksi pendapatan-LO yang akan

diterima untuk mendanai kegiatan BLUD dalam periode

mendatang dengan cara menyajikan laporan secara

komparatif;

d. mengenai penumnan ekuitas (bila delisit operasional), dan
peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

3. Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari

siklus a-k"rntansi berbasis akrual $ull accrual accountirLg cgclel

sehingga pen5rusunan Laporan operasional, laporan perubahan

ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat

dipertanggun gi awabkan.

Deltnisi

Berikut adalah isti-lah-istilah yang digunakan dalam kebijakan

dengan pengertian:

a. Asas Bruto adaiah suatu prinsip tidak diperkenankannya

pencatatan penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada

suatu unit organisasi atau tidak diperkenankannya pencatatan

pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan

dan pengeluaran.

b. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh

transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau

kewajiban timbui.

c. Beban adalah penurun€rn manfaat ekonomi atau potensi jasa

dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat

berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya

kewajiban.

d. Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai

suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets)

selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

e. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna

anggaran / pengguna barang dan oleh karenanya wajib

menyelenggarakan akuntansi dan menvusun laporan keuangan

untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

f. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari

satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang
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menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib

menyampaikan laporan pertanggunglawaban berupa laporan

keuangan.

g. Pendapatan Hibah adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk

uang/ barang atau jasa dari pemerintah/pemerintah daerah

iainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi

kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta

tidak secara terus-menerus.

h. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui

sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

i. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar

biasa yang terjadi karena kejadian atau transaks iyang bukan

merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin

terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas

bersangkutan.

j. Surplus/De{isit dari Kegiatan Operasional adalah selisih

lebih/kurang antara pendapatan-operasional dan beban selama

satu periode pel,aporan.

k. SurpiuslDeiisit-I,O adalah selisih antara pendapatan-LO dan

beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan

surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

1. Untung/ Rugi Penjualan Aset merupakan selisih antara nilai

buku aset dengan harga jual aset.

Perlode Pel,aporaa

1. Laporan operasional disajikan sekurang-kuransnya sekali dalam

setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu

entitas beruba,h dan Laporan operasional tallunan disajikan

dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun, entitas

harus mengungkapkan informasi sebagai berikut:

a. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;

b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan

operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat

diperbandingkan.

2. Manfaat laporan operasional berkurang jika laporan tersebut

tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti

kompieksitas operasi BLUD tidak dapat dijariii<an pernbenaran
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atas ketidakmampuan BLUD dalam menyajikan laporan

keuangan tepat- waktu.

Strukhrr dan Isi Laporan Operastond

1. Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-

LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari

kegiatal non operasionai, surplusl dehsit sebeium pos iuar

biasa, pos luar biasa, dan surplus/delisit-LO, yang diperlukan

untuk penyajian yang wajar secara komparatif Laporan

operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan

Keuangan y€rng memuat hal-hal yang berhubungan dengan

aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal

dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-

angka yang dianggap perlu untuk dijeiask'an.

2. Dalam laporan operasional harus diidentifikasikan secara jeias,

dan jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan,
;-f^*^-;1--;t^,+.

a. nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;

b. cakupan entitas pelaporan;

c. periode yang dicakup;

<i. mata uang peiaporan; dan

e. satuan angka yang digunakan.

3. Strukfur laporan operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO;

b. Beban;

c. Surplus/Defisit dari Operasi;

d. Kegiatan NonOperasional;

a Crr6lrr6 /f\afiai+ sal.-l'ra Dac I rrar Eliaca.v. v* PrBr/

f. Pos Luar Biasa;

C. Surplus/Delisit-LO.

4. Dalam laporan operasional ditambahkan pos, judul, dan sub jumlah

la-innya apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standa-r .{kuntansi

Pemerintahan, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk

menyajikan laporan operasional secara wajar.

5. Contoh format laporan operasional disajikan dalam ilustrasi pada

la.rnpiran kebijakan ini. Ilustrasi merupakan contoh dan bukan

merupakan bagian dari kebijakan akuntansi. T\rjuan ilustrasi ini
adalah menggambarkan penerap€rn kebijakan akuntansi untuk

membantu dalam klarifikasinya.
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D. Informasi yang Disajikan dalam Laporan Operasional atau dalam

Catatan atas Laporaa Keuangan

1. BLUD menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut

sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan

<iisajikan pada Catatan atas i,aporan Keuangan.

2. BLVD menyajikan beban yang diklasilikasikan menurut

klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi yang

dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku,

disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan

maupun klasilikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya

merupakan kiasifikasi yang menggunakan ciasar kiasiiikasi yang

sama yaitu berdasarkan jenis.

E. Penjelasan Akun Pendapatan-LO
D--*-l-.-- D^-l^-^+-- t at
. vEScasEa . II$EI,ELEA !v

1. Pendapatan-Lo diakui pada saat:

a. Timbulnya hak atas pendapatan (earned);

b. Pendapatal direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber

ciaya ekonomi.

2. Pendapatan-L0 yang diperoleh berdasarkan peraturan

perundang- undangan diakui pada saat timbulrrya hak untuk

menagih pendapatan. Dalam ha1 terdapat perbedaan yang

tidak signifikan antara tanggal pengakuan pendapatan dan

direalisasinya pendapatan dalam bentuk kas, pendapatan dapat

diakui pada saat realisasi.

3. Pendapatan-LO yang diperoieh sebagai imbalan atas suatu

pelayanarr yang telah selesai diberikarr berdasarkan peraturan

perundang-undangan, diakui pada saat pelayanan telah

diberikan dan timbulnlga hak untuk menagih imbalan.

4. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak

yang telah diterima oleh BLUD tanpa terlebih dahulu adalya

penagihan.

5. Penciapatan-LO <iii<iasifrkasii<an menurut sumber pendapatan

mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

6. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas

bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto' dan tidak
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mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan

penge'luaran).

7. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto
(biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan

tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses

beium seiesai, maka asas bruto dapat dikecuaiikan.

8. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (reanrringl atas

pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode

sebelumnya dibukukan sebagai pengl.rrang pendapatan.

9. Koreksi dan pengembaliaa yang sifatnya tidak berulan g (non-

reatrringil atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode

penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang

penciapatan pada periode yang sama.

10. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulan g (non-

recurringl atas pendapatan-LO yang te{adi pada periode

sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode

ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Beban
Pengakuan Beban

1. Beban diakui pada saat:

a. Timbulnya kewajiban;

b. Terjadinya konsumsi aset;

c. Terjadinya penurunair manfaat ekonomi atau potensi

jasa, dengan mengacu pada peraturan perundangan

yang berlaku.

2. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak

dari pihak lain ke BLUD tanpa diikuti keluarnya kas dari kas

BLUD. Contohnya tqghan rekening telepon dan rekening listrik

yang belum dibayar BLUD.

3. Yang ciimaksud dengan terjaciinya konsumsi aset adalah saat

pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului

timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam

kegiatan operasional BLUD.

4. Dalam hal terdapat perbedaan yang tidak signilikan antara

tanggal pengakuan beban dan direalisasinya beban dalam

bentuk kas, beban dapat diakui pada saat realisasi.
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5. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi

pada saat penunrnan nilai aset sehubungan dengan penggunaan

aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurLrn€rn

manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau

amortisasi.

6. Kiasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan

berdasarkan jenis beban yaitu beban pegawai, beban barang,

beban penyusutan aset tetap/amortisasi, dan bebal lain-lain.

7. Penvusutan aset tetap dan aset berwujud yang nilainya dibawah

kapitalisasi dilakukan dengan metode garis lurus (straight line

mettndl.

8. Metode pen5rusutan yang digunalan adalah metode garis lurus

(straight line mettnQ. Niiai penyusutan untuk masing-masing

periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada

Akumulasi pen5rusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset

tetap.

9. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk
masing- masing kelompok aset tetap diatur dalam Peraturan

Bupati Konawe Selatan tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tetap.

10. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang

terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban

pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode

berikutnya, kcreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan

lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahal beban

dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Pengukuran Beban

Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset

atau timbulnya kewajiban periode tahun berkenaan.

Surplus/ Deflsit dari Kegiatan Operasional

1. Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih

antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

2. Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kuran

antara penciapatan rian bebal selama satu periode peiaporan.

3. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu

periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari

Kegiatan Operasional.
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Surplus / Delisit dart Kegiatan lYon Operasional

1. Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu

dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

2. Termasuk dalam pendapatan/bebal dari kegiatan non

operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non

iancar, surpiusT ciefrsit penyeiesaian kewajibar jangka panjang,

dan surplus/defrsit dari kegiatan non operasional lainnya.

3. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan

operasional dan surplus/defrsit dari kegiatan non operasional

merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

Pos Luar Biasa

1. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam

Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit

sebelum Pos Luar Biasa.

2. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai

karakteristik sebagai berik'ut:

a. Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal

tahun anggaran;

b. tidak diharapkanterjadi berulang-ulang; dan

c. kejadian diluar kendali BLUD.

3. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan

pula dalam Catatan atas l,aporan Keuangan.

Surplus/Defislt-LO
1. Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang

antara surplus/deflsit kegiatan operasional, kegiatan non

operasional, den kejadian lua-r biasa.

2. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan

dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

Trassaksi dalam lllata, Uang Asing

1. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata

uang rupiah.

2. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama

dengan yang digunakan dalam transaksi, mska transaksi dalam

mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke

dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral

pada tanggal transaksi.
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3. Dalam hal tidak tersedia dan dalam mata uang asing yang

digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut
dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing

tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu
sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing
taraalirrt

4. Dalam hal tidak tersedia dan ada dalam mata uang asing yang

digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut

dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:

a. Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya

dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;

b. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat

dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada
+^---^1 +-^--^1.-:rqrr6li<x

Ttaasaksi Peadapatan-Lo dan Bebaa Berbeatuk Barang/Jasa
1. Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa

harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara

-^-^l--:- -:l^: .-.^:^- L^-^-- /:^^^ +^--^L..+ -^,{^ +^---^I1r1\-11€r^su rurcu w crJctl uaf anrti/ Jasa LLrs\-rJuL PaLra rarl66ar

transaksi. Disamping itu, transaksi semacam ini juga harus

diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan

Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang

relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban.Tremsaksi

pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara lain

hibah dalam wujud barang, barang r€rmpasan, dan jasa

konsultansi.
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Tabel 5.1
Format Laporaa Operasional

PEMERINTAH I(ABUPATEI KONAWE SELATAN
BLUD RSUD KOITAWE SEL/TTAIT

LAPORAIT OPERASIOilAL PERIODE 31 DESEMBER 2O)O( DAN
20:o(

alam Ru

Nama Akun Tahun 2OXl

)oo( )oo(

(Kerugian) Penurunan iiiiai Aset

SURPLUS / DET'ISIT SEBELUM POS
LUAR BIASA

KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN

Pendapatan jasa layanan dari masyarakat xxx xxx
Pendapatan jasa layanam dari entitas l

x)O( XXX
Pendapatan hasil kerja sama x)c( xxx
Pendapatan hibah xxx xxx
Pendapatan Usaha lainnya x)O( )o(x
Pendapatan APBN/APBD )oo( xxx

JUMLAH PENDAPATAN

BEBAN
Beban Pegawai )o(x xxx
Bebal Persediaan I loo< xxx
Beban Barang dan Jasa x)o( xxx
Beban Peme liharaan xxx xxx
Beban Langganan Daya dan Jasa )o(x xxx
Beban Pedalanan Dinas rco( xxx
Beban Penyrrsutafi Aset
Beban Bunga xxx xxx

JUMLAH BEBAN IOO( )oo(

Surplus / Delistt Operasioaal )oo( >oor

xxx xxxSurplus/ Delisit Penjualan Aset Nonlancar
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN
NON OPERASIOAL )oo( xxx

xxxxxx
x)o(Surplus/ Defrsit dari Kegiatan Non Operasional

Lainnva
)oo(JUMLAII SURPLUS/ DETISIT DARI

KDGIATAN NON OPERASIOAL

POS LUAR BIASA
xxx)oo(Pendapatan Luar Biasa

Rehan Luar Riasa xKx I xxx
,oo(,oo(JUMLAH POS LUAR BIASA

,oo(SURPLUS / DEFISIT.LO

Tahun 2OXO

I

I

I

xxx

)oo(

I

!

I

I

>oo(
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BAB VI

LAPORANARUSKAS
A. Urnum

TuJuan

1. Tujuan Kebi-iakan Akuntansi l,aporan Arus Kas adalah mengatur

penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis

mengenai perubahan kas dan setara kas BLUD dengan

mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi,

investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris selama

satu periode akuntansi.

2. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi

mengenai sumber, penggunaan, perubahal kas dan setara kas

selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas

pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk
pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Ruang Lfnghp
1. BLUD menyusun laporan arus kas sesuai dengan kebijakan ini

dan menyajikan laporan tersebut sebagai salah satu komponen

iaporan keuangan pokok untuk setiap periode penyajian iaporan

keuangan.

2. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk penyusunan laporan

arus kas BLUD.

Maafaat Informasi Arrrs I(as

1. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di

masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai

kecermatan atas taksiran arus kas yang reiah dibuat

sebelumnya.

2. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggung-jawaban arus

kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan.

3. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan

arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para

pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan

bersihT ekuitas dana BLUD (termasuk iikuiciitas dan solvabiiitas).
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Definisi

1. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam

Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:

a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau

dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat peristiwa

masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial

di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah

daerah, serta dapat diukur Calam satuan uang, termasuk

sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber

daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

b. Arus kas adaiah arus masuk dan arus keiuar kas dan setara

kas pada Bendahara Umum Daerah.

c. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan

pengeluaran kas yang ditu-iukan untuk kegiatan operasional

pemerintah daerah selama satu periode akuntansi.

d. Aktivitas investasi aset non keuangan adalah aktivitas

penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk
peroiehan dan peiepasan aset tetap dan aset nonkeuangan

lainnya.

e. Aktivitas pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang

perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan

diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam

jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang

jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan

pendalaan <ieiisit atau penggunaan surpius anggaran.

f. Aktivitas non anggaran adalah aktivitas penerimaan dan

pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggar€rn

pendapatan, belan-ia. dan pembiayaan pemerintah daerah.

g. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaarl atau

pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas

operasi, investasi, dan pendanaan.

h. Beianja aciaiah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum

Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode

tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

i. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk
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menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup

besar yang ticlak dapat dipenuhi dalam satrr tahun anggaran.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang

merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah

daerah.

k. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri

dari satu atau lebih entitas akuntalsi yarlg menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan wajib

menyampaikan laporan pertanggungla\r,aban berupa laporan

keuangan Pemda.

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu

yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber

ciaya ekonomi pemerintah daerah.

m. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang

setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan

pemerintah daerah.

n. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah

yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung

seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh

pengeiuaran daerah.

o. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

p. Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah.

q. Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang

digunakan dalam menyajikan laporaa keuangan.

r. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat

nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

s. Metorie ekuitas adalah suatu metode aicuntansi yang

mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan.

Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan

perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari

badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi

sesudah perolehan awal investasi.

t. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum

Daerah yang menambah ekuitas dana iancar daiam periocie

tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak

pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh

pemerintah.
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u. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke

Rendahara Umum Daerah.

v. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari

Bendahara Umum Daerah.

w. Periode akuntansi adalah periode pertanggungiawaban

keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan

periode tahun anggaran.

x. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid

yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko

perubahan nilai yang signilikan.

y. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu

periode pelaporan.

PenJelasan Akun Kas dan Setara Kas

1. Setara kas pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk

memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek

harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat

diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh

karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi

dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau

kurang dari tanggal perolehannya.

2. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan

dalam iaporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan

bagian dari mana,femen kas dan bukan merupakan bagian

aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan

transitoris.

Entltas Pelaporan Arus I(as

l. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari

satu atau lebih entitas akuntansi atau satuan organisasi lainnya

di iingkungan Pemerintah Daerah yang merlurut ketentuan

peraturan perundang- undangan wajib menyampaikan laporan

pertanggungiawaban berupa laporan keuangan Pemerintah

Daerah.

2. Entitas yang wajib menJrusun dan menyajikan laporan arus kas

adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan,

dalam hal ini PPKD.

c
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PenyaJlan Laporan Arus Kas

1. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan

pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasilikasikan

berdasarkan alctivitas operasi, investasi aset nonkeuangan,

pembiayaan, dan transitoris.

2. Klasilikasi arrs kas menurut aktivitas operasi, investasi aset

nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris memberikan

informasi y€rng memungkinkan para pengr{una laporan untuk
menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan

setara kas pemerintah daerah. Informasi tersebut juga dapat

digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas

operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan

transitoris.

3. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari
traherana aLrtirri+ac micalhrro +roncalzci halrrhosah !rfahd r/.hd

l,v^s^rqvd1 q!l!45 J llab

terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang.

Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam

aktivitas pembiayaan sedangkan pembayaran bunga utang akan
lit-l^^:!:l-^^it--- l-^ l^l^- ^l-L-:.^^ ^-^-^^:utt!ldsfttl|asrAalll A€ uialcur.t i1 l.vILiaS uptl asr.

4. Contoh format laporan arus kas disajikan dalam Lampiran

Kebijakan Akuntansi ini. Lampiran hanva merupakan ilustrasi

untuk membantu pemahaman dan bukan basian dari kebiiakan

akuntansi ini

Aktivltas Operasi

1. Arus kas bersih altivitas operasi merupakan indikator yang

menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam

menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas

operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan

sumber- pendanaar-, dari iuar.

2. Arus masuk kas dari alrtivitas operasi terutarna diperoleh dari

antara lain

a. Penerimaan Perpajakan;

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

c. Penerimaan Hibah;

d. Penerimaan Bagian Laba perusah aan negara fdaerah dan

Inv-estasi t ainny-a;
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e. Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan Luar
Biasa; dan

f. PenerimaanTransfer.

3. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan
untuk pengeluaran, antara lain:

a. Belanja Pegawai;

b. Belanja Barang;

c. Bunga;

d. Subsidi;

e. Hibah;

f. Bantuan Sosial

g. Belanja Lain-lain/Tak Terduga; dan

h. Transfer Keluar.

4. Jika suatu entitas mempunyai surat berharga yang sifatnya

sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka

perolehan dan penjualan surat berharga tersebut

diklasifikasikan sebagai aktivitas ope,-asi.

5. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan

suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah

sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk memtriayai

aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus

diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan

dalam catatan atas laporan keuangan.

Akifvitas Invesiaei Aset llon&euangan

1. Arus kas dari alrtivitas investasi aset nonkeuangan

mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam

rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang

bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan

pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan

datang.

2. Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri
dari:

a. Penjualan Aset Tetap;

b. Penjualan Aset l.ainnya;

c. Pencairan Dana Cadangan;

d. Penerimaan dari Divestasi;

e. Penjualan Investasi dalam bentuk sekuritas.

3. Ai-us keluar kas dari akti',itas inv-estasi aset nonkeuangan terdiri
dari:
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a. Perolehan Aset Tetap;

b. Perolehan Aset L.ainnya;

c. Pembentukan Dana Cadangan;

d. Penyertaan Modal Pemerintah;

e. Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas.

A&ttvitas Pendaaaan

1. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan

dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau

pemberian pinjaman jangka panj ang.

2. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

a. Penerimaan Utang Luar Negeri;

b. Penerimaan dari Utang Obligasi;

c. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah;

d. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara.

3. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain

a. Pembayaran Pokok Utang Luar Negeri;

b. Pembayaran Pokok Utang Obligasi;

c. Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada pemerintah
daerah;

d. Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada perusahaan
Negara.

Attivitas Traasltoris

1. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan

pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi,

investasi, dan pendanaan.

2. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan

dan pengeiuaran kas bruto yang ticiak mempengaruhi

pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari

aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Fihak

Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan

kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK

menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang

dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara

tunai untuk pihak ketiga misainya potongan Taspen dan Askes.

Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas

umum negara/daerah.

3. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan

PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk darr
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penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara

pengeluaran.

4. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran

PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan

pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.

E. Pelaporaa Arus Kas dari AJrttvttas Opcrasi, Investasl Aset Noa

Keuangaa, Pembla5raan, dnn Transltorls

1. Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama

penerimaan dan pengeiuatal kas bruto dari aktivitas operasi,

investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris.

2. Entitas pelaporan menyajikan arus kas dari aktivitas operasi

dengan cara metode lalgsung. Metode langsung ini
mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan

pengeluaran kas bruto.

3. Penggunaan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari

aktivitas operasi memiiiki keuntungan sebagai berikut:

a. menyediakan informasi yang lebih baik untuk
mengestimasikan arus kas di masa yang akan datang;

b. lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan

c. data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas

bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

F. Pelaporan Anrs Kas atas Dasar Anrs Kas Berslh

Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas

dasar arus kas bersih dalam hal:

a. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima

manfaat (ben-e.fieiariesl artrs kas tersebut lebih mencerminkan

aktivitas pihak lain daripada aktivitas pemerintah daerah. Salah

satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional;

b. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi

Jang perputarannya cepat, voluflre transaksi bany-ak, dan jalgiia

walrtunya singkat.

G. Arus Kas Mata Uang Aslng

1. Arus kas yarrg timbul dari transaksi mata uang asing harus

dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan

menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata ua-ng

rupiah berdasarkan kurs bank scntral pada tanggal transaksi.
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2. Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar
negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah
berdasarkan kurs bank sentral pada tanggal transaksi.

3. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat
perubahan kurs mata uang asing tidak al<an mempengaruhi

ill us -L1'i:ts.

H. Bunga dan Bagtan Laba

1. Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan

pengeluaran belanja untuk pembayaran bunga pinjaman serta

penerimaan pendapatarr dari bagian laba perusahaan daerah

harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait

dengan transaksi tersebut hams diklasifikasikan ke dalam

aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.

2. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam

arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar

diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang

bersangkr.itan.

3. Jumlah pengeluaran belanja pembayaran bunga utang yang

dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah

pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode

akuntansi yang bersangkutan.

4. Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan

daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah

jumlah kas yang bena,r-benar diterima da-ri bagian laba

perusahaan daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

I. Investast dalam Perusahaan Daerah dan Kemltraan

1. Pencatatan investasi pada perusahaan daerah dan kemitraan

dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode

ekuitas dan metode biaya.

2. Investasi pemerintah daerah dalam perusahaan daerah dan

kemitraan dicatat <iengan menggunakan metocie biaya, yaitu

sebesar nilai perolehannya.

3. Entitas pelaporan melaporkan pengeluaran investasi jangka

panjarrg dalam perusahaan daerah dan kemitraan dalam arus

kas aktivitas pembiayaan.
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J. Perolehan dan Pelepasaa Perueahaan Daerah dan Unit Operasi
Laiaaya

1. Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan

daerah harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas

pembiayaan.

2. Entitas peiaporan mengungkapkan seiuruh peroiehan cian

pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya selama

satu periode. HaI- hal yang diungkapkan adalah:

a. Jumlah harga pembelian atau pelepasan;

b. Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan

dengan kas dan setara kas;

c. Jumlah kas dan setara kas pada perusalraan daerah dan

unit operasi iainnya yang diperoieh atau diiepas; dan

d. Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui

oleh perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang

diperoleh atau dilepas.

3. Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan daerah dan unit

operasi lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan

membantu untuk membedakan arus kas tersebut dari arus kas

yang berasal dari aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan,

pembiayaan, dan nonanggaran. Arus kas masuk dari pelepasan

tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya.

4. Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan

daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan

perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui

sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan daerah.

K. Traasaksi Bukan Kas

1. Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan

penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak

dilaporkan da-lam Laporan Arus Kas. Transa.ksi tersebut harus

diungkapkan da-lam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Pengecualian transaksi bukal kas dari Laporan Arus Kas

konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi

bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang

bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak

mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui

pertukaran atau hibah.
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Kompoaen l{as daa Setara Kas

Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas

dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya szuna dengan pos terkait di

Neraca.

Pengungkapan L,alnaya

1 . Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara

kas yang signifrkan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal

ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi

pengguna laporan da-lam memahami posisi keualgal dan

likuiditas suatu entitas pelaporan.

Tabel 6.1
Format Laporan Arus l(as

PEMERINTAII I{ABT'PATEN KONAWE SELATA,IT
BLUD RSUD KOITAU'T SELATAN

LAFORAIiI ARUS KAS
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2OXl dan 2OXO

)c(x

lo

M

2

6

No Uraian 20xl 2o.xo
1 Arus Kas darl Aktiwitas Operasi )oo( )C(X

Arus Masuk Kaa )oo( )o<x
Pendapatan APBD )oo( )o(x

4
Pendapatan jasa layanan dari
masyarakat )oo( )o<x

5
Pendapatan jasa layanan dari entitas
akuntansi / entitas pelaporan )oo( >o<x

Pendapatan hasil kerja sama
)o(x7 Pendapatan hibah xxx

rco( )ofi8 Pendapatan Usaha Lainya
Jumlah Arus Masuk Kas l3 s/d 8) )oo( )oo(9

Arus Keluar Kas
11 Pembayaran Pegawai xxx )ofi

rco( )o(xl2 Pembayaran Jasa dan Barang

)oo(
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dan Jasat4 Pem aran langganan D

22

D--

JU

ioo(

XJ,X

)oo(

)oo(

13 Pembayaran Pemeliharaan )oo< )o(X
)oo( )oo(

15 Pembayaran Pe{ alanan Dinas )oo( )oo(
16 Pembayaral Bunga )o(X
77 Ju'nrah Arus Keluar Kas (11 eldlTl )cto( )oo(

16
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
le - 181

19 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
20 Arus Masuk Kas
2r Penjualan atas Tanah XXX XXX

Danirial-n atac Daralato- ,{-- rr--;- X'-)LX

z-) Penjualan atas Gedung dan Bangunan )oo< )o(x

24
Penjualan atas Ja1an, Irigasi dan
Jaringan )oo( )o<x

Penjualan Aset Tetap Lainnya )oo( )oo(

27 Penerimaan dari Divestasi )oo( )c(x

28
Penerimaan Penjualan Investasi dalam
Bentuk Sekuritas )oo( )ofi

29 Jumlah Arus Masuk Krs 122 sld,29l )oo( )oo(
Arus Keiuar Kas

Perolehan Tanah x)o( xxx
.14 Perolehan Peralatan dan Mesin xxx xxx

Perolehan Gedung dan Banguna:-r )oo( )oo(
34 Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan rco( )o(x
35 Perolehan Aset Tetap Lainnya )oo( )c(x
36 Perolehan Aset Lainnva )oo( )Cfi
37 Pengeluaran Penyertaan Modal )oo( )o(x

38

39

Pengeluaran Pembelian Investasi dalam
Bentuk Sekuritas

Jumlah Arus Keluar Kas (32 s/d 39)

)oo(

40
Arus Kas Bersih dari Aktivitas lavestasi
l3o-4ol

)oo( >oo(

4t Arus Kas dari Aktiwitae Pendanaan
+Z ] .e,rus Masuk Kas
43 Penerimaan Pinjaman )oo( )c(x

44
Penerimaal Kembali Pinjaman kepada

pihak lain xxx )o(x

45 Jumlah Arus Masuk Kas (44 s/d 451 )oo(

47 Pembayaran Pokok Pinj aman xxx xxx
48 Pemberian Pinjaman kepada pihak lain )oo( )c(x
49 Penyetoran ke Kas Negara )oo( )oo(
50 Jumlah Arus Keluar Kas (48 s/d 5Ol )orx )oo(

51
Arus Kas Bersih dari Aktivitas
Pendanaan (46-5f l

)oo( )oo(

52 Arus Kaa dari Aktiwltas Transltoris
53 Arus Masuk Kas

I

Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga
(PFK)

s4 xxx
Jumlah Arus Masuk l{as (55) )oo( )oo(

Arus Keluar Kas

45 Aara L.l!t-? Laa

I

I

)oo(

lgo(

I

)oo(

)c,o(

)GX
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Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga
trr.r\l

55 Jualah Arus Keluar Kas (581 )oo( >oo(

56
Arus Kas Berslh darl Aktlwltas
Transitorls 155-581 too( )oo(

57
Kenaikan / Penurunaa Kas BLU
{t9+4t +52+60} YTY roa(

58 Saldo Awal Kas Setara Kas BLU )ooa )oo(
59 Saldo Akhir Kas Setara Kas BLU l6t+62'1 )ocK )oo(
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I

BAB Vtr

LAPORA}T- PERUBAHAN EKTIITAS

Umum

Tujuan

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi mengenai

kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkaa

dengan tahun sebelumnya. informasi mengenai kenaikan dan

penurun€rn ekuitas sebagai dasar untuk menilai seberapa besar

komponen ekuitas yang dimiliki oleh RSUD Konawe Selatan.

Ruang Lfngkup

RSUD Konawe Selatan harus menyarsun laporan perubahan

ekuitas sesuai dengan persyaratan pernyataan ini harus

menyajikan laporan tersebut sebagai bagran yang tidak terpisahkan

(integral) dari laporan keuangan untuk setiap periode penyajian

laporan keuangan.

Defiatst

Beberapa istilah yang dipergunakan dalam pedoman ini

didefinisikan sebagai berikut:

a. Ekuitas awal adalah hak residual hak residual atas aset rumah

satr<it setelati dikurangi semua kew-ajiban pada pei-iode

sebelumnya.

b. Surplus/delisit-Lo pada periode bersangkutan berasal dari

seluruh pendapatan setelah dikurangi seluruh beban pada

tahun berjalan.

c. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas adalah

koreksi yang dilakukan atas kesalahan pencatatan yang

mengakitbatkan berkurang atau bertambahnya ekuitas atau

adanya perubahan terkait dengan penilaian.

d. Ekuitas akhir hak residual hak residual atas aset rumah sakit

setelah dikurangi semua kewajiban pada periode berjalarr.

Dasar Pengaturaa

1. Laporan perubahan ekuitas pada BLU menyajikan paling

kurang pos- pos sebagai berikut:

2



a. Ekuitas awal;

b. Surplus,/delisit LO pada periode bersangkutan;
Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi
ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif
yang ciisebebkan oleh perubahan kebjakan akuntansi dan
koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

1) Koreksi keea-lahan mendasar dari persediaan yang tegadi
pada periode-periode sebelumnya; dan

2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

PerJelaaaaa Pen5rueuaan

RSUD Konawe Selatan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-
unsur yang terdapat dalam laporan perubahan ekuitas dalam
catatan atas laporan keuangan.

Tabel 8.1
Format Laporan Perubah Ektritas

Pemerintah Kabupaten Konawe Slelatan
BLUD RSUD KOI{AWE SEL/\TAN

Laporan Perubahan Ekuttas
Untuk Tahun Aoggaran Yang Berakhir 31 Desember 2OXl dan 2OXO

BUPATI

€Ecoa
A6tsrE4 |

Da-eiqt,R P{uD

DIN DANGGA

C

3

*

f1

No Uraian 2Ox'L 2OxO
1 Ekuitas Awa,l
o Surplus / Deficit LO

Dampak Kumulatif Perubahan Kebtjakan / Kesalahan
Mendasar:

3
4 Selisih Revaluasi Aset Tetap
q Lain-lain
6 Ekr-ritas Akhir

-2Lt-

Koreksi Nilai Persediaan


